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ABSTRAK

Nama : BONALD FERDINAND WOROTIKAN

ProgramStudi  : KONSENTRASI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA

Judul : PERTENTANGAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-

UNDANG DASAR 1945 (4Z4S EQUALITY BEFORE THE
LAW} DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN TERHADAP PBJABAT NEGARA
TERTENTU

Tesis ini membahss mengenal pengertian azas dasar dalam hukum pidana vang
dianut dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 vang berbunyi “Segala warga negara
bersamnan kedudukarmya di dalam hulzon don pemeritghan dan  waiib
menfunjung hukum dan pemerintahan itu dengan fidak ada kecualinya” atau yang
lazimnya kita keoal dengan Azas persamaan di hadapan hukum {equality before
the law). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ri No. 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan, UUD 1945 mepempati urutan teratas dalam hierarki
perundangan kita, ini artinya bahwa setiap peraturan perundangan yang berada di
bawah tidak boleh bertentangan dengan pasal atau azas-azas yang terkandunp
dalam UUD 1945, Selain membahas mengenai pengertian, teori dan falsafak Azas
persamaan di hadapan hukurn (eguality before the law) di berbagal negata, tesis
ini juga akan membahas mengenai pertentengan-pertentangan dari azas ini
khususnya dalati proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi yang
dilakukan terhadap pejabat negara tertentu, dimana bagi pejabat negara yang
diduga terlibat dalam perkara korupsi baik itu sebagai saksi maupun tersangka
tidak dapat dilakokan pemeriksaan atap pemanggilan tanpa seijin Presiden ,
Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Penelitian ini adalah penelitian normatif-
yuridis yang dilengkapi dengan data pendukung berupa wawancara dengan
beberapa para sumber. Hasil penelitian ini menyarankan babwa seharusnya
pemberian ijin untuk memeriksa pejabat negara tidak di tujukan kepada Presiden,
Menteri Dalarn Negeri stau Gubernur namun harus diserahkan kepada Hakim,
sebab mengingat jabatan Presiden, Menteri Dalam Negeri atan Gubernur adalab
jabatan politis sehingga dalam mempertimbangkan permochonan {jin tersebut
sangatlah mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai politis sehingga dalam banyak
kasus, ijin pemeriksaan tersebut tidak kunjung turun sehingga akan menghambat
proses penyidikan. Dengan diserahkannya permohonan #jin kepada Hakim, maka
sebagal lembaga yang independen Hakim akan mempertimbangkan permohonan
terscbut secara yuridis dan obyektif,

Kata Kunci: Azas persamaan di hadapan hukum.
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ABSTRACT

Narme : RONALD FERDINAND WOROTIKAN

Study Program  : LAW CONSENTRATION AND CRIMINAL LAW
SYSTEM

Title : CONTRADICTION ARTICLE 27 PARAGRAPH () OF

THE CORSTITUTIONS 1945 (PRINCIPLE OF
EQUALITY BEFORE THE LAW}) IN CORRUPTION'S
INVESTIGATION PROCESS COMMITTED BY THE
SPESIFIC STATE OFFICIAL

The Thesis discuss about the interpretation of basic principle in criminal law
which is contained in Article 27 paragraph {1) of the Constitution 1945, says: “All
citizens shall be equal before the law and the government and shalf be required to
respect the law and the government, with no exceptions™ or commonly we know
with the principle of equality before the law. By virtue of Article 7 paragraph (1)
of the Law of Republic of Indonesia No. 10 Year 2004 on Formation of the Laws
and Regulations, type and hierarchy the Laws and Regulations of the
Constitutions 1945 taken the highest place in ouwr Laws and Regulations’
bierarchy, which means that all Laws and Regulations placed below shall not be
contrary with the articles or principles which contain in the Constitutions 1945.
Besides discussing about the interpretation, theory and philosophy of the principle
of cyuality before the law in some countries, the Thesis will discuss as well the
contrary of this principle especially in investigation process of corruptions done
by the specific official state, with condition that the state official who committed
corruption as witness as well as suspect, cannot be investigated or called without
approval from President, Minister of Domestic Affairs or Governor, This regearch
15 a normative-juridical research which completed with supporting data as
interviews with some informants. Result of the research suggests that the approval
to investigate the state official shall not be addressed to President, Minister of
Domestic Affairs or Governor, but shall be addressed to the Judge, considering
the position of President, Minister of Domestic Affairs or Goveror are polities’
positions thus in consideration of giving the approval may influence polities value
0n §oMe cases, approvals almost never given so that will inhibit the investigation
process. In the manner of addressing the request of approval to the Judge, then as
an independent institution, Judge will consider the request with juridical sense and
objectively.

Keyword: equality before the law
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BAB 1

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.
Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Republik Indonesia itu suatu
Negara Hokum {rechistond) dan bukasn suatu Negara Kekuasaan (Matchsiaal)
yang dapat dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.° Istileh Negara Hukum sendiri baro
dikenal dalam sistem: perundang-undangan Indonesia vang tercantum dalam
Pasal | Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Definisi dari Negara Hokum
adalak suatu Negara, dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum,
mulai dari presiden para menteri, kepala-kepala lembaga pemerintahan lain,
pegawai, hakim, jaksa, anppota-anggota legislatif, semuanya dalam
menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantornya wajib taat kepada
tukum.? Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, mengambil
vkepuﬁzsan»keputusan jabatan menurut hati-nuraninya, sesuai dengan hukum.?

Bukti bahwa Indonesis adalah suatu Negara vang berdasarkan atas
hukum, maka bisa dilihat dalam pembulkean Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi 7. maka disusunlab Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia ity dalam
suaty Undang-Undang Dasar Negara Indonesia®. Dan Ketentuan-ketestuan
yang tercantum dalam Batang Tubub Undang-Undang Dasar (945, vang
menyatakan bahwa:
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuagaan Pemerintahan menurut
Undang-Undang Desar (pasal 4) serta sumpah presiden dan wakil presiden
antara lain berbunyi: ©...memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan sehurus-

} temail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasile, {lakatta: Aksara Bary, 1980),
balaman 1D,

* Ramly Hulabwal, Persomaan Di hadapen Hukwm (Equality Before 2?1?5 law} Di
Indonesia, {Jakarta: Ghalia Indouesis, 1933), halaman 12,

? 0. Noichamidjoyo, Makma Negara Fukum, (Jakarts: BPK, 1970), halaman 36.
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lurusnya.” (pasal 9)* Menurut Immanuel Kant, maka tujuan Negara tatah untuk
menjadi suatu Negara hukum. Negara harus menjamin tata tertib dari setiap
warga hegaranya, Ketertiban hukum setiap warga Negara jalah syarat utama
dari tujuam suaty Nepara. Tujuan Negara adalah pembenivkan dan
pemeltharaan hukum disamping jaminan daripada kebebasan dan hak-hak
warganya. Warga Negara hanys harus mentaati Undang-undang vang dibuat
persetijuantya sendir, Perseorang dilihat oleh Kant sebagai pihek vang sama
derajatnys dengan Negara sendiri. Baik Negara maupun perscorangan adalah
subyek-subyek hukum, vang harus memandang satu dengan yang lain sebagai
pihak-pihak yang memegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban.®

Ironisnya, meskipun sermua sendi-sendi pemerintaban Negara Republik
Indonesia didasarkan pada kaidsh-kaidah yang disebut dengan hukum dan
Negara Indonesia yang notabene adalah sebuah Negara Hukum ternyata tindak
pidana korupsi sangat marak terjadi di Indonesia. Transparency Iniernational
Indonesia (T10), pada tanggal 23 september 2008, telzh mengumumkan
Corruption Perception Indeks (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun
2008. Menurut keterangan dari Ketuz Dewan Pengurus T1I, Todung Mulya
Lubis, tabun ini IPK Indonesia berada di urutan ke-126 dengan skor 2,6 atau
naik sekitar 0,3 dibandingkan IPK tahun 2007 yang lalu.® Tahun sebelumnya,
nilai IPR Indonesia adalah 2,3. IPK ini menuren ketimbang tahun 2006 yang
memperoleh nilai 2,4 yang setingkat denpan nilai IPK Rusia, Ghana dan Togo.
IPK Indonesia tersebut berada di bawah Timorleste {IPK: 2,6), Ethiopia (IPK:
2,4}, Nepal (IPK: 2,5) dan Britrea. Di kawasan ASBAN, berada di bawah
Singapura (IPK: 9,3), Malaysia (IPK: 5,1}, Thailand (IPK: 3,3), Vietnam {IPK:
2,6), Pilipina{IPK: 2,5). Indonesia berada di atas Kamboja {IPK: 2,0}, Lacs
(IPK: 1,9}, dan Myanmar (IPK: 1.4},

* fsmail Suny op.cit, halamen 198,

* Sudarge Gaslama, Pengertion Tentong Negora Huhum, (Bandung Alomyd, 1973
halgman 31,

Seindeks Indonesia Naik Signifikan”,
<hitp:frwww il oriditeey 9 ishan/2008/6ulan/0%/tanpesl/23/14/3422/htm> 238 eplember 2008,
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Berdasarkan penilalant 1PK di slas digatnbarkan bahwa terjadinya tindak
pidana korupsi di Indonesin masih tergolong tingpi meskipun sefak tahun
1950-an Indonesia telah berusaha melakukan pemberantasan terhadap korupsi.
Natmun pada kenyatsannya modus operandi tindsk pidana korupsi selalu
berkembang tebih pesat dan signifilkan dibandingkan dengan output penegakan
hukumnya yang relatif sangat rendah.” Korupsi juga telah mempengaruhi
kehidupan ketatanegaraan dan merusak sistem perekonotnian dan masyarakat
dalam skala besar.® Mardjono Reksodiputro menyatakan salah satu alasan
gagalnya penegakan hukum terhadap “merajalelanya korupsi” adalah tidak
adanya konsensus tentang perbuatan apa yang merupakan korupsi vang patut
dipidana’. Beliau juga meneratigkan beberapa pendekatan yang mungkin dapat
menerangkan menugapa terjadi ketiadaan konsensus tersebut. Pendekatan
perisma melihat bukum pidana sebapal sumber kefetiban sosial vang
berfungsi untuk menyelesaikan dan mencegah konfiik. Hukom dilihat sebagai
hasil konsensus. Penegakan bertujuan untuk mempertzhankan kongensus.
Pendekatan kedua menganggap bokum pidana sebagai “alat” dalam konflik
sosial, dan terutama dipakal untuk mempertashankan kekuasaan atau hak-hak
istimewanya dari kelompok yang memegang kekuasaan terhadap kelompok-
kelompok lainnya. Hukum dilihat sebagal hasil konflik antara berbagai
kelompok yang berbeda kepentingan, '

Harkristuti Harkrisnowo menyebut beberapa variabel yang memberikan
kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, vaitu:*
1. Tidak adanya kebijakan yang jelas (lack of political will);

"Romli Atmasasmita, “Sirategd Pemberaniasan Korupsi di indonesia®, Media Hukurn,

Vol.2 No.8 (22 November 2003):19,

*Indriyanto Seno Adjie, Korupsi dan Hidum Fidana, (Jakarta: Kantor Pengacera dan

Konsulten Heknm “Profl Oamar Seno Adil dan Rekan™, 2001). Bagian : Pembukaan (sampal
baky).

* Mardjono Reksodiputre, " Korupsi dalam Sistem Hukunt” dikotip dari buky : Mencuri

Uang Rakyat™ 16 Kajian Kotupst di Indonesia (Jakarta: Aksara Foundation, | Februati 2002),

“Hatkelsti Harkrisnowo, “Combaning Corruplion In Indonesia : An Tmpossible

Mandate? *, Newsletter KHN, Bdis] Mel-Jun] 2004, halaman 32.
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2. Tidak adanya contoh kepemimpinan (lack of exemplaty);

3. Tidak adanya profesionalisme terhadap sistem hukum (lack of
professionalism within the legal system);

4. Tidak adanya partsipasi public (lack of public patticipation).

Pendapat ini serupa dengan pendapat yang dikemukakan olek Moh.
Yamin dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan scbagai berikut:!
Periama, mengenal peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya
pemberantazaz korupsi baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun
peraturan di bawahnya mempunyai kelemahan baik dari aspek substansi
manpun  darf aspek teknis pelaksanaan sehinppa menungkinkan tetjadi
kemacetan dalam pemberantasan korupsi bahkan bukan tidak mungkin
seringkali dimanipulasi serta dimanfaatkan oleh koruptor untuk membebaskan
diri dari hukuman. Kedua, selain karena lemahnya sumber daya penegak hukum
yang ada, penyebab lainya adalah karena aparat penegak hukum itu sendiri
merupakan faktor yang ikut menynbwkan korupsi Ketiga, sudab
membudayanya praktck korupsi. Dalam prakicknys korupsi sudah dipandang
sebagai suatu perilaku vang lazim dilakukan oleh masyarakat Sikap skeptis
terhadap pemberantasan korupsi dan budaya sungkan ewnh pokewsh turut serta
menyebarkan korupsi ke tengah magyarakat. Keempat, tidak adanya political
will dari para elit politik menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan
korupsi, bahkan sering ferjadi para elit politik ikut melindungi dan atau megjadi
bagian konspirasi tindsk pidana korupsi. Kelima, karena rendahnya
zkuntabilitas publik penyelenggara Negara dan tidak adanya tranparansi.

Pendapat Moh. Yamin di atas sangat cocok unfuk menggambarkan
beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebapaimana ielsh
dikemukakan diatas, Definisi dari Negara Hukum adalah suatu Negara, dimana
pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum, mulai dari presiden para menter,
kepala-kepala lembaga pemerintahan lain, pegawal, hakim, jaksa, anpggota-
anggota legislatif, semuanya dalam menjalankan tupasnya walib taat kepada

"Moh. Yamin, “Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi, (Makalah unituk
memennhi Persyaratan Seleksi Czlen Pimpinan Komisl Petnberantzsan Tindak Pidena Korupst,
Jakaniz, 3 Nopember 2003), halaman 3.
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hukum. Oleh karepanya hulum merupakan pedoman bagl para pejabat Negara
dalam menjalankan fugas dan kewajibannya. Namun dalam kenyataannya tidak
sedikit darl para pefabat Nepara vang tidak mengindahkan ketestuan-ketentuan
hukum yang berlaku bahkan tidak sedikit pula dari para pejabat Negara tersebut
melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang, sarana,
kesempatan atau jabatan yang ada padanya.

Apabila kita cermnati perkara-perkara korunsi yang sedang diproses baik
dalam tehap penyelidikan, penyidikan maupun tahap penustutan, harnpir
seluruh perkara korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang
notabene adalah pejabat Wegara, baik itu Kepala Daerah seperti Gubernur,
Walikota, Bupati, atau Anggota DPR dan DPRD, misalnya perkara korupsi
pembelian helikopter atas nama Tersangka Abdullah Puteh yang menjabat
sebagal Gubernur Daerah Istimewa Nangroe Aceh Darussalam (NAD), perkara
korupsi perpanjangan Hak Gupa Bangunan (HGB) Hotel Hilton yang
. melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi sebagai tersangka, atan
perkara korupsi pengaliban hak fungsi hutan di jambi dan perkara korupsi aliran
dann Bank Indonesia yang melibatkan béberapa anggota DPR RI. Beberapa
contoh diatas merupakan sebapian kecil saja dari banyak perkara korupsi yang
dilakukan oleh tersangka yang notabens merupakan pejabat Negara.

Dalam rangks melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi
tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upayz diantaranya
dengan melakokan penyempurnaan Undang-undang fentang Pemberantasan
Korupsi dan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi baru guna
mendukung penegakan hukum, Pemerintah telah membentuk Undang-undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidapa Korupsi
menggantikan Undang-undang Nomor 31 tabun 1971. Dua tabun kemudian
untuk menyempumakan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, pemerintah
mengeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Petubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Kotrupsi.
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Dikeluatkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 salah satunya
disebabkan oleh adanya berhapai interpretasi atau penafsiran yang berkenbang
di masyarakat kbususnya mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan
sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, karena
undang-undang ini menyebutkan bahwa sejak berlakunya Usdang-undang
Nomor 31 Tahur 1959 muka Undang-undang Nomor 3 Tahun 197! tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku lagi, sehingpa tirnbul suatu
anggapan adanya kekosongan bukum untuk memproses tindak pidana korupsi
yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999."

Disamping melakukan peayermnpurnaan  Undang-undang  tentang
Pemberantasan Korupsi, pemerintah jugs membentuk suatu komisi bary, yaitu
Komisi Pemberaptasan Korupsi (KPK) melalui Undangamdang Nomor 30
tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu
latar belakang dibentuknya lembaga ini adalsh belum optimal, efektif dan
efisiennya pernberantasan korupsi vang dilakukan oleh lembaga pemerintah
yang menangani perkara korupsi yaitu lembaga Kejaksaan dan Kepotistan.”

Selain membentuk KPK, pada awal bulan Mei tabun 2003 Presiden juga
telah melantik Tim Koordinesi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas
Tipikor), yang beranggotakan aparat pilihan dari unsur Kejaksaan, Kepolisian
dan Badan Pengawas Pembangunan dan Kenangan (BPKP). Tim ini diberi
wewenaog melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sesuai dengan
ketentuan hukum vang berlaku serta mencari dan menangkap pelaku yang

diduga melakukan korupsi. Keberadaan Timtas Tipikor ini melengkapi
keberadaan lembaga-lembaga atau  Institusi-instifusi  yang  berwenang
menangani perkara korupsi vang telah ada sebelumaya, yaitu Kejaksaan,

12 indenesia, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahn
1999 rentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UL No. 20, LN No. 134 {abun 2061, TLN
No. 4150, Pejelasan Umnm,

1 indonesia, Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups,
U No. 30, LN No. 137 Tahut 2002, TLN 4250, bagian menimbang, hurut'a dan b,
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Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK). Masa tugas Timtas
Tipikor ini-adalah dua tahun dan telah berakhir pada awal Mei 2007, dengan
masih meninggalkanh tunggakan petkara yang belum terselesaikan.

Berdasarkan hasil survey Transparancy International pada tahun 2005,
Indonesia masih berada pada peringkat 6 dari 159 negara terkorup hanya naik 1
peringkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 peringkat korupsi Indonesia
juga masih naik satu peringkat dari tahun 2005, yaitu peringkat 7 negara
terkorup dari 163 negara'. Ini menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan
pemerintah dalam pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang
signifikan, padahal perangkat hukum sudah ada dan lembaga-lembaga
pemberantasan korupsi baru sudah dibentuk.

Penyempurnaan yang telah dilakukan pemerintah terhadap Undang-
undang Pemberantasan Korupsi, tidak diikuti dengan penyempurnaan terhadap
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi
yang juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang
melekat pada undang-undang itu, terjadi karena sengaja dibuat maupun hanya
terjadi karena kurang cermat dalam pembahasannya, dan biasanya
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berlindung dibalik kelemahan-
kelemahan itu"’.

Hambatan yang timbul dari adanya kelemahan perundang-undang-
undangan juga dirasakan oleh aparat penegak hukum dan upaya untuk
mengatasi kelemahan tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada akhir tahun 2004, yang menyatakan
bahwa setelah dilakukan pertemuan antara Jaksa Apung, Menteri Hukum dan
HAM, Ketua BPK, Gubernur BI, Kepala BPKP, Ketua KPK dan Kapolri, maka
pemerintah akah menyusun draft Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)
yang nantinya dapat tnenembus atutran-aturan yahg selama ini menghambat
proses penatganan kasus-kasus korupsi, ditnana salah satu hambatan itu adalah

" hipp/www.antikorupsi.otg/mophp?mod=publisher &op=viewatlicle &artid=9427
1% Mastra Liba, 14 Kendala Penegakan Hukum, (Jakatta: Yayasan Annisa, 2002), hal. 22
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diperfukantya {fin untek memetiksa pejabat-pejabat terteittt yang diduga
terlibat korupsi'®. Namun sampai saat ini Perpu tersebut belum perniah ada

Kelshan dari aparat penyidik menpenai diperiukannya {jin untuk
memeriksa pejabat-pejabat negara tertenty, sudah lama dirasakan dan sering
dijadikan alasan mengapa penyidikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan
sejumlah pejabat negara berjalan famban bahkan tetkesan “macet”."

Penyelidikan dan penyidikan terbadap perkara kotupsi seringkali
mengalami kendala dengan adanya ketentuan dalam beberapa perundang-
undangan yang mensyaratkan adanya ifin sebelum melakukan pemeriksaan
terhadap pejabat-pejabat negara tertentu yang diduga terlibat tindak pidana
korupsi. Misaloya untuk memeriksa  kepala daerah (gubernur  atan
bupati/walikota), peayidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat
tersebut harus meminta ijin terlebih dahuly kepada Presiden’®.

Stkap pemerintah terhadap prosedur fjin pemeriksaan juga dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009,
dimana salah kegiatannya adalab pembaharuan konsep pencgskan hukum,
antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan
konsep pomberian bantuan hukem serta meninjau kembali peraturan perundang-
undangan tentang ijin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah
tangkal tersanglha kasus korupsi?.

Beberapa tangpgapan terhadsp diwajibkannoyz prosedur ijin dalam
memeriksa pejabat-pejabat tersebut, juga diungkapkan oleh wakil rakyat yang

“Primoclja D. Soegjadi, “Jzin Memeritsa Koruptor” dalam Kapita Selekta Penegaton

Hukwm di Indonesia, (Jakaria: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 191 — 192,

v tbid

' \ndonesia, Undang-undang Temtang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 LN Ne. 125
Tubun 2004, TLN No. 4437, pasal 36 ayat (1),

® Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan
Jangha Menengah Nasional Tahun 2004 — 2009, Perpres No. 7 Talin 2005, Agenda Meticlptakan
Indonesia Yang Adil dan Demokratis, Program Penlngkatan Kinetja Lembaga Petadilan dan
Lembaga Penegakan Hukum Lainnys, atigke 6,

Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, FHWF%B%‘F‘S indnnesia



duduk di DPR RI, dianteranya oleh Nutsyahbani Katjasungkata anggota
Komisi III DPR RI, yang tenyatakan bahwa kelentuan tentang {jin
pemeriksaan Presiden terhadap kepala daerah atau pejabat publik vang diduga
melakukan tindak pidana korupsi sangat tidak sesuai dengan semangat
pemberantasan  korupsi yang digaungkan oleh Presiden karena akan
menghambat proses penyidikan kasus korupsi tersebut, schingga kefentuan
tentang ijin pemeriksaan tersebut sudah lomo dan sebuah tindakan yang
inskonstitusional®™. Senada dengan pendapat itu adalah pendapat dari Anhar
yang juga anggota Komisi III DPR Rl, yang menyatakar bahwa ijin Presiden
sebelum melakukan pemetiksaan terhadap pejabat publik sudah kuno, sehingga
pertu formmula bars, agar kasusnya cepat ditangani®',

Tindak pidana korupsi yaog melibatkan Kepala Daerah selama tabun
2005, berdasarkan data fndonesia Corruption Watch (ICW) mencapai 103
kasus. Dari fumiah tersebut, hinggs szat ini telah diproses secars hukum
sebanyak 53 Kepala Daerab sesust izin yang telah dikeluarkan oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, ini berarti masih ada 50 Kepala Daerah yang
betum diperiksa atau tidak diusut perkara dugaan korupsinya karena belum ada

izin pemeriksaan

Apabila kita mencoba melihat kembali tentang sendi-sendi dasar negara
kita yang merupakan negara hukum, maka dikenal salah satu azas persamaan
kedudukan di hadapan hukum atau asas eguality before the law yang tercantum
dalam pasal 27 ayat (1} Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Segaln warga negara bersamaan kedudukannya df dalarm hukum dan
pemeritahan dan wajth mejunjung hukum dan pemeriniahan it dengan
tidak ada kecuchinga ™™

2 Indo Pos, tanggad 11 April 2006, hal 30,

2 Indo Pos, tanggal 27 Juni 2006, bal. 5.

2 Jumal Nastonal, tanggal 10 November 2006,

2 Indonesta, Undang-undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1).
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Eguality, berasal dari bahasa Ingpris yang secara harafiah berarti
persamaan. Berdasatkan International Bncyclopedia of the Social Sciences,
apabila dikatakan manusia adalah sama, walaupun kenyataannya manusia tidak
sama dalam banyak karalderistik. Karakteristik #tu didasarkan pada perbedaan
seks, warna kulit, karakter/watsk dan scbagainva, juga didesarkan pada
berbagal fnstitusi mamusia yang berbeda seperti perbedaan kewarganegarasn,
agama, tingkat sosial dan sebagainya.

Manusia tidak akan sama pula apabila dilihat dari perbedaan usia, tenaga,
intelegensia, posisi, kekuasaan dan sebagainya. David L. Sill yang mengedit
Bacyclopedia tersebut menulis sebagai beriknt:®*

That men are equal means that men share some gualities; these must be
specified. Men are evidently unegqual in many characteristics. There are
natural differences (sex, color, character, traits, natural endowment,
etc.}) and institutional variafions {citizenship, religion, social rank, etc).
Other properties are common amounts {age, sirength, intelligence,
power, ¢f.}). :

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa
secara hakiki manusia itu adalak sama, tetapi menurut karakteristiknya manusia
itu berbeda. Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat disebutkan bahwa
All men are created equal, Manusia itu diciptakan samaz oleh Sang Maha
Pencipta yaitu th&an, namun manusia tidak sama secara fisik, harkat manusia
itn yang sama Menural Hafiz Habibue Rabman, ketidakeamman manusia
bersumber kepada dua faktor, yaite:®

1. Nature;
2. Nurture.

Bayi-bayi yang baru lahir secara alamiah tidaklah sama dalam kedudukan
bentuk badan, kekuatan dan ukuran. Ttu namanya ketidaksamaan yang

* David L. Stils, Bditor, Mternational Engyclopedia of the Social Sciences, Volume V,
{Mew York: The Pree Press), page 102,

“Hafiz Hablbur Rohman, Political Sctence and Government, {Dacea-Pakieian: Ideal
Publication), page 117,

rlversit nesia
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bersutnber pada Nature, Secara histotis clia-cita persamaan adalah warisan dari
ketidaksamaan masyarakat juno. ftu truncul sebagai protes melawan semua
ketidaksamaan dalam status, posisl dah prevelege. Secata etis matusia juga
sama dihadapan Tuhan, Jika kita tambahkan , maka secara konstitusional, maka
bagi negara yang melindungi hak asasi manusia, maka manusia adalah sama.
Rahman menekankan pengertian “Equality” sebagai the provision of adequate
opportunities for all **. Di sini equality berarti suatu perlengkapan hidup yang
mempunyai kesempatan vang cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti
kebutuhan  pendidikan, perumahan, keadilan dan sebapainya Rahman
mengatakan: “Equality, in short, means suck organization of epportunity that
no man’s personality suffer frustation. So, the provision of adeguate
opportunity is o&e‘af the basic conditions of equality”. Equality berarti adanya
kesempatan yang sama untuk metniliki hak-hak asasi sebagai suatu kebutohan
hidup seperti hak untuk diperlakukan sama dihadapan pemerintah atau hak
untuk bebas berpendapat.

Menurut David L. Sills, scbagaimana dikutip dalam buku Ramly
Hutabarat, SH yang berjudul “Persamsan Di Hadapan Hukum Di Indonesia”®,
EBqguality dapst dibagi ke dalam 4 {empat) macam yaitu™’

1. Natyrol Equality {persanman alamizh);

2. Civil Eguality {persamaan Hak Sipil);

3. Politicel Egquality (Pcmm&n Politik};

4, Economic Equality (Persamaan Ekonomi).

Natural Bquality adalah persamaan yang dibawa dari lahir yang dimiliki olch
manusia. Manusia mempunyai rasio, sehingga equality berarti manusia adalah
sama karena memiliki akal/ tasio yang membedakan manusia dari binatang.

* Ihid
27 Ramly Hutabarat, op.oit, halaman 36,

nfversitas indohesl
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Civil Equelity adalah hak sipil yang sama bagl semua atipgots tnasyarakat.
Pengakuan akan persamazn ini berarti bahwa setiap warga negara diperlakukat
sama dalatn menikmati hak-hak dan perlindunpan contohnya petsamaan
dihadapan bukum Political Equality adalzh hak yang sama bagi semuz warga
negara untuk berpartisipasi dalam uresan negara. Misalnya memberikan hak
untuk tkut memilih dalam Pemiliban Umum. Econowtic Equality adalah
persamaan  hak  dalam meningkatkan taraf ekonomi dalam kehidupan
Persamusn inl dititikberatkan pada persamaan kesempatan dan bukan pada
persamaat gsémbagiazz hasil. Sebab bauyak sedikituya basil tergantung pada
usaha setiap orang dalam mengpunskan kesempatan yang digazzakan_éaiam
meningkatkan taraf ekonomi

Berdasarkan klasifikasi distas, maka teori “Equality before the law”
termasuk dalam civil eguality, sebab menyangkut kepentingan setiap watga
untuk diperlakukan sarna di hadapan hukum dan pemerintah. Perlakonan hukum
itu sendiri tidak biss berat sebelah. David L. Sills menyebutkan sebagai
“Impartiality” artinyz tidak berat sebelah. Equality before the law menurut Sills
adalah ™., impartial application of the law (Pelaksanaan Hukum yang tidak
berat sebelah).®

Teori “equality before the law™ yang dianut oleh UUD 1945
mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:*®

b, Di satu pihak semua warga negara sama dihadapan bukum dan

pemerintahan,

2. Di lain pihak  semua warga negara wajib mematuhi hukum dan
pemerintahan,

Berdasarkan  konstitusi 1945, konsep “eguality before the law”
merupakan suatu mata raotai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi
menurut kedudukannya masing.-masing. Kesamaan dihadapan hukum berarti

#pavid L. 8ills, op.cit., halanan 103,
# Ramly Hutsharsl, op of7. holmuan 56
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semua warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat petegak hukom dan
pemerintah. Kesarnaan dihadapan pemerintah berarti semua warga negara sama
dalam perlakuan pemerintzh, sema dalam peraturan pemerinteh dan sama

haknya untek menduduki posisi pemerintahan menurut prosedur yang lazim
berlaku,*®

Di sisi lain warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan-
peraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas untuk menuntut haknya,
tetapi kebebasan ftu tidaklah seperti kebebasan demokrasi barat yang bersumber
“men are created free and equal emdowed by their Creater with certain
unalienable Rights”?' Kebebasan yang dimiliki warga negara di Indonesia
adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Setiap orang bebas bersuara asalkan
pendapatnya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.*?

Teori dan konsep “Equality Before The Law” seperti yang dianut dalam
pasal 27 ayat (1) UUD 19435 merupakan dasar perlindungan warga negara agar
diperlakukean sama di hadapan hukum dan pemerintahan atau Civil Eguality.
Oleh karenanya asas eguality before the law baruslah menjadi pedoman bagi
permbuat Undang-Undang dalam merumuskan suata Undang-Undang, dengan
kata lain setiap prodek Undang-Undang yang telah diundangkan wajib diliputi
oleh jiwa dari asas asas equality before the law sebagaimana tercantum dalam

UUD 1945 karena Negara Republik Indonesia adalah negara vang berdasarkan
atas Hukumn,

Dari uraian diatas tergambar bagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan memberikan perlakuan “istimewa” kepada pejabat-pejabat negara
tertenty berupa permohbonan {in sebelum melakukan pemeriksaan terhadap
pejabat-pejabat terscbut, dan ketentuan ini juga menimbulkan kontroversi
dikalangan masyarakat dan pemerintah seria bertentangan dengan asas eguality

i
i hid

1. Witjono Prodjudikore, Hukum Acara Pidena di Indonesia, (lakarta :Sumar Baty,
1974), Halaman 18.
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before the law sebagaimana dianut dalam pasal 27 ayat (1) UUD 19435. Direktur
Pusat Kafiatt Anti-Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Zainal
Arlfin Muchtar, SH, LLM. Menyatakan bahwa “Proses pemberiat ijin itu
sehenarnya bisa dihilangkan dari kaidah hukum Indonesia, apalagi Indonesia
menganut kesetarasn dalam hekum (Asas Equality Before The Law)
sebagaimana dianut dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945,

B. POKOK PERMASALAHAN

Beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang memberlakokan
prosedur khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat
negara tertenty, yaitu adanya perilaku istimewa berupa permohonan ijin dalam
melakukan penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan pejabat-pejabat
negara terteniu sehingga ketentuan perundang-undangan tersebut telah
bertentangan dengan pasal 27 ayat (13 UUD 1945 yaitu mengenai asas equality
before the faw, sehingga untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini maka
penelitian ini akan dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Aps fatar belakang pembuat Undang-Undang memasukkan ketentuan ijin
untuk memeriksa pejabat negara tertentu dalam peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan
perkara pidana terhadap pejabat negara tertentu?

2. Bagaimana implikasi prosedur ijin uniuk memeriksa pejabat negara
tertentu terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi?

3. Bagahmana Proses Pemeriksaan pejabat negara yang terlibat dalam tindak
pidarna di Negara Amerika Serikat?

Biatra, No.05 Tohus XV, Bdisi 11-17 Desomber 2008, Hataman 37.38,

Universitas Indonesia
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C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rutusat permasalahan yang diuraikan
diatas, maka tujuan penelitian Ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa latar belakang pembuat Undang-Undang
memasukkan ketentuan ijin untuk memeriksa pejabat negara tertentu
dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan proses
penyelidikan dan penyidikan perkata tindak pidana korupsi terhadap
pejabat negara tettentu,

2. Mengetahui dan menganalisa implikasi prosedur ijin untuk memeriksa
pejabat negara tertentu terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi
serta bagaimana proses Pemeriksaan pejabat negara yang tetlibat dalam
tindak pidana di Ametika Serikat;

3. Mengetahui dan menganalisa implikasi proses pemeriksaan pejabat negara
yang terlibat dalam tindak pidana di Negara Amerika Serikat.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian terhadap adanya pertentangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945
mengenai asas eguality before the law dala;m proses penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana korupsi diharapkan akan memperoleh dua
kegunaan yaitu kegunaan praktis dan akademis yaitu:

1. Kegunaan Praktis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran di
bidang hukum mengenai apa yang dimaksud dengan asas equality before
the law, pengertian teori asas equality before the law menurut pandangan
nepara-negara Batat, negara Islam dan Indonesia, serta bagaimana
keberadaan ketentuan ijin untuk memeriksa pejabat negara dilihat dalam
perspektif azas equality before the law, Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para
legislator dalam ptoses peniyusunan Perundang-undangan schingga di

Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, HH!JY%EFS Indonesla
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kemucdian hari tidak akan tetfadi lapi adatnya produk hukutn yang
bertentangan denpan asas eguality before the law sebagal bentuk
perlindungan terhadap Hak esasi tethadap warga negara sebagaimana
menjadi ciri-ciri yang hakiki dari suatu negara hukum yang tercantum
dalam UUD (945,

2. Kegunaan akademis,
Hasil penelitian ini diharapken dapat bermanfaat bagi para akademisi

sebagai sarana untuk menambeh wawasan dan pengetahuan terkait dengan
asas equality before the jaw serta proses penyelidikan dan penyidikan
perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap pejabat negara
tertenin,

E. KERANGKA TEORI

Menurut Lawrence M. Friedman®, dalam sebuah sistem hukum terdapat
tiga kompenen vang saling mempengaruhi, yaitu struktur (strueiure), substansi
fsubstance) dan budaya hukum (fegal culture). Struktur hukum terdici dari
unsur-unsur jumiah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (vaitu jenis kasus
yang diperiksa dan bagaimana serta mengapa), serta cara bandiog dari suatu
pengadilan kepengadilan lainnya. Substansi adalah aturan, normna dan pola
perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu atau substansi juga
berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum
itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang merska susun,
sedanpkan budaya hukum adalsh sikap manusia terhadap hukum dan sistem
hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Singkatnya Budaya
hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaitnana hukum digunakan, dikindari atau disalahgunakan. Cara lain untuk
menggambarkan ketiga unsur hukum tersebut adalah dengan mengibaratkan
struktur sebagai mesin, substansi adalah apa yang dikerfakan atau hasil dari

H 1 swretice M. Friedman, American Law An Introduction, 2 Bditlon (Hukut Amerika:
Sehuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basukl), Talanysa, Jukatis, hal 6-8
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ketja mesin tersehut sedangkan budayz hukum adalah apa atau siapa yang
remutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan
bagaimana mesin tersebut digunakan®.

Lebih lanjut, Friedman mengermukakan fungsi dari sistern hukum yaitu:®
a. Sistem Hukum adalzh bagian dari kontrol sosial;

Dengan kata lain sistern hukum berkaitan dengan perilaku  yang
mengontrol, semua sistem yang lainnya kurang lebith menjadi sekunder
atau berada dibawahnya. Sistem hukum memerintahkan orang apa yang
harus dan jangan dilakukan dan sistem hukum itu menjunjung perintah-
perintahnya dengan paksa.

b. Sistern hukum sebagai penyelesaian sengketa (dispute settlement);

Dengan kata lain sistern hukum adalah agen pemecahan konflik dan juga
agen pemecahan sengketa, oleh karenanya maka muncullah berbagai
institust hukum yang bertyjuan untok memecahkan konflik di masyarakat
misalnya lembaga pengadilan.

¢. Sistern hukum sebapal fungsi redistribusi (redistributive funciion) atan

fungst rekayasa sosial (social engineering function);

Ini mengarah pada pepggunaan hukum sntuk mengadakan perubahan sosial
vang berencana yang ditentukan dari atas yaitu pemerintah.

d. Sistem mkum sebagai fungsi pemeltheraan sosial ocial maintenance).

Sistem: hukum bertujuan untuk menegakkan struktur yang membuat mesin
terus bekerja seperti yang ada pada masa silam, dengan kata lain alokasi
hukum bertindak sedemikian rupa menjaga atau berupaya memperiahankan
status qua” agar tetap utub.

® thid, hal 8
¥ mhid Halaman 11.
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Menurt Mahfud MDY tuhwe konfiguresi polfitik fertemty akan
melahirkan produk hukum dengan karakier tertentu. Pada saat konfigurasi
politik tampil secata demokratis, maka karakteristiknya produk hukuin yang
dilahirkannya cenderung responsif/populistik, sedanghkan konfigurasi politik
yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatiffortodoks/elitis.

Bahwa salah satu jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses
penegakan hukum adalab adanya pengakuan atas persamaan kedudukan
dihadapan hukum (equality before the law), dimana setiap orang mempunyai
kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serfa wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan ity tanpa ada kecualinya.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual yang berkaitan dengan perbahasan tesis penulis
unfuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus vang akan
diteliti dan memudahkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi dalam
penulisan tesis ini dipergunakan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan
Pengertian pemeriksaan®® adalah:

a. perbuatan mengusut {perkars), mensoyal orang untuk mengetahui
salah tidaknya, mempertimbangkan dan mengadili (perkara)

b. hasil memeriksa

¢. penyelidikan, pengusutan (perkara dsb)
Dari uralan  diatas dapat diartikan bahwa ijin pemeriksaan adalah
pernyataan mengabulkan atau  persetujuan unfuk  membolehkan
imelakukan pemetiksaan,

¥ Mok, Mahdtd MD), Politik Huleum di Indoviesia, (Jakarta: LP38, 1998), hal. 300

¥ 1.8, Posrwodarminto Kamus Ubnem Bahase Indoresia{Jakatts: PN Balal Postaka,
1982) hal. 739

Universlias Indonesla
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2. Pejabat Nepgata
Pejabat adalab pepawal pemerintah yang memegang jabatan penting
sebagai unsut pimpinan®. Sedangkan pejabat negara adalah pimpinan
dan anggota lembaga fertingei/tingpi negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainoya yang
ditentukan oleh undang-undang™.

Pejabat negara terdiri dari® ;

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, Wakil Ketua dan Angpota Majelis Pemusyawaratan Rakyat;

¢, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

d Ketus, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah
Agung, seria Ketua, Wakil Ketpa dan Hekim pada semua Badan
Peradilan;

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Kenangan;
Menterd, dan jabatan setingkat menteri,

Kepala Perwakilan RI di luar negeri vang berkedudukan sebagai Duts
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Pcnuh;

i. Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bupati /Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;

k. Pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

B omom e

bt

1, Penyehdikan

* Sudarsono Kamus Hukws, (Jakarla: Rineka Cipls, 2002) hal. 190.

© indonesta, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nowor § tahum
1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaion, UU No. 43, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3893,

pasal | angka 5
1 thid, pasd 11
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Penyelidikan adalah serangkalan tindakas penyelidik wtuk meticar! dan
menemukan suaty peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang.*?

4. Penyidikan

Dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak terlepas dari upaya
penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diater mepurut undngeundang  untuk  mencari  setta
mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya®.

5. Korupsi
Arti barfiah dari kata korupsi jalaly

a. kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atan ucapan yang

menghina atau memfitnah*.

b. Pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati
kepercayaan®

¢. Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi®

* Indonesia, Undang-undung Tentang Fukwm Acara Pidamz, UU No. 8 Tahun 1981, LN
No. 76 Tabun 1981, TEN NO. 3209, pasal 1 angks 5.

¥ Ibid pssal | augka 2

“ Andi Mamzph, Korupsi of Indanesia Masalah dan Pemecahannya, {Jakarta; Gramedia
Pustaka Utama, 1999), hal. 7

Al Alatas, Korupsi, Sifit, Sebab dan Fungst, (jakarta; LP3ES, 1987), hal vil
“Robert  Klitgaard Abaroa, Rosald Maclesn & Parris, H Lindsey, Penuntun

Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Dagrah, (Jakaria: Yayasan Obor Indonesis, 2008),
halz

_ ~ Unfversitas Indoresia
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Sedangkon menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korapsi adalah:

~  Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendirf atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negarg atau perekonomian negara (pasal 2 Undang-
undang No. 31 tahua 1999)

- perbuatan vang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ads padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikar keuangan negara atau
perekonomian negars {pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun
1939).

G METODE PENELITIAN
Metode penelitian berfungsi umtuk mendapatkan data-data yang akan
dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab pokok
permasalahan  vang telah ditentukan, sehingga dapat dipercaya dan
dipertanggungjawabkan (akuntable). Untuk tujuan tersebut, maka metodologi
penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut:
1. Bentak dan Jenis Penelitian
Penulis menggunakan bentuk penelitian  normatif-yuridis. Sebagai
penelitian normatif-yurdis, maka penelitian ini berbasis pada anslisis
terhadap norma hukum dalam asti low as it written in the books. Dengan
demikian obyek vang akan diteliti adalah sejauh mana taraf sinkronisasi
secara  vertikal perundang-undangan yang berlaku di  Indonesin
Berdagarkan pasal 7 ayat {1} Undang-Undang R1 No. 10 Tahun 2004
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Tentang Pembertukan Peraturan Perupdang-undangan jenls dan hietarki
peraturan perundang-undangan adalab sebagai berlkut:’

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b. Undang-Undang/Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-Undang;

¢. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Dacrab.

dengan kata lain penelitian skan menganalisa sejauh mana asas persamaan
kedudukan datam hukum (eguality before the law) yang tercantum dalam
pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dianut oleh peraturan vang lebih rendsh
derajatnya khususnya yang mengatur tentang proses penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara tertentu,

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
historis. Pendekatan historis diperlukan untuk mendapatkan gambaran
mengenal fatar belakang pembuat undang-undang merumuskan kefentuan
yang bertentangan dengan asas equolity before the low) khususnya yang
mengatur tentang proses penyelidikan dan penyidiken tindak pidana
korupsi oleh pejabat negara tertentu.

2. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang
dikumpulkan darf sumber primer dan sumber sekunder berupa peraturan
perundang-undangan, karangan ilmiah, literatur/bahan kepustakaan
maupin bacaan dari media masa seperti karya ilmish, rajalab hukum,
artikel surat kabar, kamus hukem dan kamus bahasa Indonesia, hasil-hasil
penclitian, hasil semioar, naskah seminar, maupun buku-buku yang dapat
digunakan sebapai informagi tambahan dalam penclitian ini.

Namun untuk melengkapi atau mendokung analisis data sekunder, tetap
dipertukan wawancara dengan beberapa akademisi. Wawancara dilakukan

T Indonests, Undang-undang Temtang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahus 2004, pasal 7 ayat (1),

Universitas indonesia
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secara tetstruktur dengan menppunakan pedoman wawancara dan
pengembangan pertanyaan sesuai dengan jawaban dard fnformman,

3. Penysjian dan Analisa Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data vang diperoleh dari
lapangan, dianalisis secara kualitatil kemudian dipsparkan. Analisis
dilakukan secara kvalitatif karena data vang diperoleh dari penelitian
lapangan tidak dihitung secara statistik, tetapi dikaitkan dengan teori-teori
dan pendapat para pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat
menjelaskan stau menjawab permagsalahan yang dikemukakan.

H SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penefitian ini akan diuraikan lebih lanjut dalam beberapa Bab dengan
pembagian yang lebih terperinci lagi dalam sub-sub bab yang disusun secara
sistemnatis vaitu:

BABI PENDAHULUAN

Bab ini menvajikan latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan pepelitian, kerangka teori, kerangka
konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BABTI TINJAUAN UMUM AZAS PERSAMAAN DI HADAPAN
HUKUM DAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI Bl INDONESIA

Bab ini menguraikan mengenai pengertian asas eguality before the
law, teori-teori tentang asas equality before the law, penyidikan dan
penyelidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, teori asas equality
before the law menurut pandangan negara-negara Baraf, negara
Islam dan Indonesia.
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BABIU PROSEDUR 1JIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA

BAB IV

BABY

TERTENTU

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi Tethadap Pejabat Nepara Tertentu, yang meliputi,
ijin pemetiksaan terhadap pejabat negara tertentu, pejabat-pejabat
negata yang memerlukan ijin sebelum dilakukan pemeriksaan, dan
dasar pertimbangan diberlakukannya prosedur ijin sebelum
melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu.

IMPLIKASI ADANYA PROSEDUR IJIN MEMERIKSA
PEJABAT NEGARA TERTENTU TERHADAP JALLANNYA
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA SERTA PROSES PEMERIKSAAN PEJABAT
NEGARA DI AMERIKA SERIKAT.

Memuat tenfang Pengaruh Ijin Pemeriksaan Pejabat Negara Tertentu
Terhadap Jalannya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi;yang meliputi:
mekanisme pengajuan permohonan ijin untuk memeriksa pejabat-pejabat
negara tertentu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kendala-
kendala yang dihadapi penyidik dalam proses pengajuan ijin, dan
pengaruh prosedur ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat tersebut

tethadap jalannya penyidikan tindak pidana korupsi.

PENUTUP

Merupakan Bab akhir dan berisi kesimpulan yang diperoleh dari
analisis penelitian berdasarkan permasalahan dan pembahasan
dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang mungkin dapat
digunakan dalam pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di
Indonesia.

I'Ll]w[)%léas Indonesla

Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, FH



BAB I

TINJAUAN UMUM AZAS PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM
(EQUALITY BEFORE THE LAW) DAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK

FIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara
vang berdasarkan ates hukum. Ciri-ciri pokok Negara Hukum adalah Negara
menjamin perlindungan Hak azasi setisp warga negaranya. Setiap warga nepara
berhak atas perlindungan yang sama di muka hukum tanpa adanys diskriminasi,
dan negara harus mepjamin hak-hak tersebut tanpa kecuall. Persamaan Di
Hadapan Hukom merupakan azas negara hukum modern, pada bagian ini penulis
akan mengulas apa makna sebenarnya dan bagaimana azas Persamaan di Hadapan
Hukum tersebut muncul.

A. Azas Persamsan DI Hadapan Hukum.
1) Perlindungan Hukum oleh Negara.
1.1} Indonesia sebagai Negara Hukum

Negara Republik Indonesia merupakan suatu nepara kesatuan
vang berdasarkan ates hukum (Rechtstast). Koosep negara hukum
tersebut tercanturn dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang
dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan
Penjelasan UUD 1945, Istilah Negara Hukum telah menfadi buah
pikiran secara mendalam para filsafat sejak berabad-abad. Di
Indonesia.sendiri, istilah Negara Hukum baru ditemukan dalam pasal
1 UUDS. Dalam dunie barat ide nepara bukum ini telab mendspat
dorongan kuat dari Renalesance dan Reformasi. Cita-cita akan negara
hukum pada mulanys merupakan suatu bentuk dari ketidakpuasan
rakyat terhadap kekussaan vang tidak terbatas dari raja-taja, babkan
karena begitu besar dan tidak terbatasnya kekuasaan raja pada saat ity
maka banysk raja-raja yang menggunakan kekuasaannya untuk
menindas rakyal secara sewenang-wenang menjatubkan hukuman
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mati kepada rakyat tanpa adanya proses pengadilan yang layak {Jue
process of law), terkenal sebagai zaman absolutisme, *

Negara Hukum ialah negara, dimana pemerintah dan semua
pejabat-pejabat hukum, mulai dari presiden pata menteri, kepala-
kepals lembaga pemerintahan lain, pegawal, hakim, jaksa, anggota-
angpota legiskatif, semwanya dalam menjalankan tugasnya wajib taat
kepada hukum. Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukom,
mengambil keputusan-keputusan jabatan menurut hati-nuraninya
sesuai peraturan hukum yang ada. Ketaatan kepada hukum oleh
semua warga Negara bukan saja merupakan ajaran moral tetapi juga
dianjurkan olch gjaran agama. Pendekaian penerimaan hukum vang
didasati oleh aspek spiriteal akan lebih mudah dan efisien unfuk
menciptakan stabilitas dalam Negara hukum ketimbang pendekatan
untuk mendapatkan keamanan { security approach) semata. Hal ini
terbukii pada zaman Nabi Mubammad yang berhasil membentuk
masyarakat Madinah ﬁlenjadi satu yang tidak bisa dipecah-pecah
dengan adanya blok-blok atau lainnya. Nabi Muhammad juga telah
berjaya membawa masyarakat Islam di Madinah ke dunia
internasional sebagain pelopor utama yang memegang obor “tauhid”
dalam. keagamaan dan “hukum dan  ketertiban”  dalam
pemerintaban.®  Hal ini sejalan dengan pernyatasn Armold J.
Toynbee sebagai bertkut:

There were two feature in the social life of Roman Empire in
Muhammad's day, thaet would make a porticulurly deep
impression on the mind of an Arabian observer , because in
Arabia , they were both conspicuous by the ubsence. The first of
these feahure was monotheism in religion. The second was law
and order in government.

* Sudargo Gantaing, opoit, halaman 7.

% H Zainal Abldin Ahmad, Konsepsi Politik dan Heologi Isiam, (Jakarta: Bulan Bintang,
1977, halaman 190, .

% amold {1, Toynbes, 4 Study of History, (Loudon, 1947), halaman 227
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Ada dua citi kehiduban social kerajaan Romawi pada zaman
Muhammad yang tnemberikan kesan yang mendalam di dalam
pikiran seorang peninjau Arabia, karena di Arabia menonjol sckali
kedua cara itu yang tidak ditemukan pada kerajasn Romawl . Kedua
cirl itu adalah, pertama yaitu Tauhid dalam keimanan dan kedua yaitu
tukem dan ketertiban di dalam pemerintahan, Ada dua hal yang
dapat digarisbawahi dari ucapan Amold J. Toynbee yaitu; Tauhid
dalam keimanan dan ketertiban, Kedua hal ini sangat menentukan
bagi pemeriniahan vang stabil terutama dalam Negara yang
berdasarkan hukum vang menghargai hak-hak individu dihadapan
bukum dau pemerintahan.

Negara hukum adalah suatu nepara yaog bersendi hukum,
pengertian negara hukum (rechistoatf) sangat berbeda dengan negara
yang dikenal sebagai “Negara Kekuasaan” {machstaaf)”' Negara
bukem yang mempunyai banyak konstitusi masih ada yang
merupakan produk kolonial Belanda dimana paham Barat masih
melekat didalamnya, Ahli-ahli hukum sisa-sisa pendudukan Belanda
masih sangat menentukan dalam percaturan hukum Indonesia. Sifat
dan pola berpikir secara Barat sering pula diwamnai setiap konsep
pemikiran hukum, schingga nilai-nilai tradisonal rakyat Indonesia
dan rilai-nilal agama menjadi luntur.

Cita~cita hukum adalah keadilan dan kebahagisan untuk semua
rakyat atau warga hegara yaog pada hakekainya membentuk
kesepakatan bersama, Dalam negara hukum, lazimnya kesepakatan
bersama itu dibuat telalui mekanisme badan legislatif dan cksekutif ,
sehingga larla perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
Negara dibentuk atas kemauan dari tnanusia yang  sama
kepentingantiya dan sama tujuannya. Kemauan rakyat itulsh yang

& M. Amin, Irdonesia df Baweh Resim Demokrasi Terpingis, (Jakarta: Bulan Bintang,
1967), halamas §9.
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menfadi pokok pangkal berdirinya negara. ™ Kematan bersara Inllah
yang selanjutnya dinamakan oleh J.J. Roesseau dengan “volente
generale” {general will). Oleh karena suatu negara dibentuk dan
didirikan atas dasar kemauan bersama dari rakyatnya, maka hukum
yang berlakupun haruslah diperlakukan secara adil dan bukan
semata~-mata untuk kepentingan kekuasaan (using law for the sake of
power). Fungsi perundang-undanpan bagi Negara Hukum adalgh
untuk menciptakan keamanas dan ketertiban berdasarkan keadilan
menyehunh, Fangsl hukum adalab untuk mengatur hubungan antera
negarz atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar
manusia , agar kehidopan dalam tnasyarakat berjalan dengan tenib
dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untok
mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di
dalam masyarakat.”

Olek karena Negara Republik Indonesia bukan merupakan
Negara kekuassan (machsstaat) melainkan  Negaras  Hukum
{rechistaas), maka orientasi Pemerintah dan Penegak Hukum adalah
bagatmans menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu
Berdasarkan pendapat Machiavelli, kekuasaan harus dipertabankan
dengan segala cara , walaupun harus menindas warga negara tappa
hukum ataupun memperalat hukum untuk menindas warga negara,
Machiavelli mengatakan, hanya desgan jalan mengumpulkan
kekuasaan sebanyak-banyaknya, maka dapat diperoieh tujuan sang
penguasa. Negara hanya dilihat dari  organisasi  kekuasaan
belaka >*Negara dalam pengertian sebagai organisasi kekuasaan,
penguasa mempunyal orientasi untuk mempertahankan kekuasaan
sehagai satu-satunya alternatif untuk mencapal tyjuan penguass,

2 Al Parabi, Negara Utonia (Madinatu'l FAditah), ditegjematikan oleh H, Zaingd Abidin
Abmuad, (Jakarta: PT. Kinta,1968), halaman 100.

P Soerjono Sockanto, Beberapa Permasalohan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia, (Jakarta: UL, 1976), halaman 44,

Sgudargo Gantama, op.cit., halmnan 30,
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akibatnya penguasa tidak akan menghiraukan keadfian sebagal hak
warga negara vang harus dimmsyarakatkan dan diwujudkan secara
menyeluruh.  Tujuan untuk mencapai sustu  keadilan tersebut
melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (as a resuls) atau sebagai
keputusan (ar @ decision) yang diperoleh dari peherapan atau
pelaksanaan sepatutnya azas-azas dan perlengkapan
hukum. **Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural
(prosedural justice} dan konsep inilah yang dilambangkan dengan
dewi keadilan, pedang, timbangan dar peautup mata wntuk menjamin
pertimbangan yang tidak memihak dan tidek memandanp orang.
Sejalan dengan inilah pengertian keadilan sebagai suatu azas
(principal). Azas adalah suatu dalil wmum vang dinyatakan dalam
istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenal
pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk
menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.**Baik konsep keadilan
sebagal hasil (as « resuly) atau sebagai keputusan (as a decision)
maupun sebagai suatu azas (as a principal) dalam negara bukum tidak
akan bisa mengabaikannya. Dalam hal mencapai keadilan dalam
negara hukum, maeka setiap warga negara harus diperlakukan secara
sama schagaimana warga negara warga negara mempunyal hak hidup
lanilla yang harus dilindungi oleh hukum dan Permerintahan Ide
persamasn dihadapan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia
bukan berarti bahwa hanya di Indomesia hal itu patut dilakukan.
Bahkan di Negara komunis Uni Soviet yang sekarang telah menjadi
negara Rusia, prinsip persamaan yang menghargal hek-hak hidup
dijamin dan dilindungi . Dalam buku Whaat exactly Iz The Soviet Of
Life disebutkan bahwa,

“Soviet people are equal in that they are not divided into haves

and have-nofs, into tose who own factories, banks and shops and

$The Liang Gie, Teori-feori Keagilan, (Yogyakaria: Super, 1979) halaman 9.
*1bid
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tase who don’t. That is the main thing. There is no private
ovmership of the means of production for these have been
socializad. No exploitation exist. This means that evervbody
enfoys complete social and economic eguality. It is this that

determines the way of life. ™’

Rakyat Soviet adalah sama tanpa membedakan orang yang
punya dan yang tidsk punya, tidak membedakan antara orang-orang
yang mempunyai pabrik, bank dan toko dengan orang-orang yang
tidak mempunyai ltulah sesuatu yang paling penting. Tak ada milik
sendiri dari kekayaan produksi yang telah disosialisasikan. Tidak ada
penindasan yang terjadi. Ini berarti bahwa setiap orang menikmati
kehidupan sosial yang lengkap dan persamaan ekonomi Walaupun
Uni Soviet menganol asas persamaan vang menghargai hak-hak
individu dan mem'ad_akazz dominasi individy, Namur #idaklah sama
dengan prinsip perlindungan individu vang dianut oleh negara hukum
Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasils.
Palam Negara Hukum Republik Indonesia, hak-hak  individu
dilindungi dan diberi penghargaan untuk menyelenggarakan hak dan
kewaijiban disamping mementingkan hak-hak masyarakat. Jika dahulu
negara komunis Uni Soviet menerapkan persamaan ekonomi, mengana
kita tidak dapat menerapkan persamaan dikadapan hukum,

Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan hukom dan
bukan negara vang menjunjung linggi aliran materi saja seperit
masyatakat komunis. Ajaran komunis terutama aliran Marxisme tidak
terlalu menghargai nilai-nilad hukum, tetapi lebih menghargai nilai-
nilai materi atau kebendaan. Bagi negara hukum Republik Indonesia
nilai hukum dan materi tidak perlu dipertentangkan, tetapi sesustu
barus dapat diletakkan pada tempat yang sewajarnya dalam mencapai
kesejahteraan warga negara. Karl Marx (1818-1883) mengatakan

5T ihat: What Exactly Is The Soviet Union Way OF Live,(Moscow: Novosti Press Agency
Publishing Houge, 1980),page 11.
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bahwa hukum adalah sistem paksaan (coersive system) untuk
mempertahankan privelege of the property-owning class. Ia berhasrat
untuk mendirikan suatu masyarakat atau dunia tanpa kelas dimana
hukum dan negara tidak ada lagi.”® Indonesia jelas menganut paham
bahwa negara didasarkan pada hukum dan pemerintahan berdiri di atas
sendi-sendi hukum. Di Indonesia negara hukum itu merupakan cita-
cita, kritetium bagi bangsa kita dalam mengpalang negara yang baru
kita perjuangkan kemerdekaannya *’Bangsa Indonesia, yang telah
memproklamirkan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu,
telah menyusun kemerdekaannya dalam suatu piagam negara yang
berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, berﬂccmanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social,
yaitu yang kita kenal sebapai Pancasila untuk mewujudkan
kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan Negara Hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat
sempurna.®

Istilah “negara hukum” ini adalah suatu istilah yang terbilang baru
umurnya, jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya
seperti demokrasi, kedaulatan {(sovereignity) dan lain-lain. Soediman
Kartodiprojo mengatakan bahwa istilah negara hukum dipergunakan
pertama kali oleh Gneist (1816-1895) seorang guru besar di Berlin
(Jerman) yang memberi perhatian khusus kepada hukum tata negara
Inggris, dan yang mencobanya dijalankan di Prusia (sekarang bernama
Jerman). Hasil karyanya itu diantaranya diterangkan dalam sebuah
kitab “das englische verwaltungsrechtstaat” (1957) dimana ia
mempergunakan istilah “rechtstaat” ini untuk pemerintahan negara
Ingpris.!

*H.M. Rasfidi, Keutamaan Hukum Isiam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), halaman 14.
%0. Notohamidjoyo, op.cit, halamasn 1.

R. Subekti, Indonesia Negara Hukum, Seminar Ketatanegaraan Undang-undang Dasar
1945, (Jakarta : PT. Seruling Masa, 1966) Halaman 13.

¢! Ramly Hutabatat, Opcit, hialatman 19.
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Istilah “rechtstaat” ini diambil alih oleh Indotiesia untuk
menyatakan bahwa Indonesia adalah Nepara yang berdasarkan atas
hukum dan bukan atas kekuasaan semata-mata (macthstaat). Dalam
penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan negata
yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar ialah: “...Indonesia,
ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka. (macthstaat)”

Bukti bahwa Indonesia adalah suatu Negara yang berdasarkan atas
hukum, maka bisa dilibat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 yang berbunyi :”...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.
Dan Ketentuan-ketentuan yang tercanturn dalam Batang Tubuh
Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

“Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan
Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 4) serta sumpah
presiden dan wakil presiden antara lain berbunyi: “...memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan
peraturannya dengan selurus-lurusnya.” (pasal 9).

Timbulnya Negara hukum disebabkan oleh 4 hal yaitu:

1. Merupakan reaksi terhadap pikiran : negara kekuasaan, untuk
melindungi kepribadian individu dan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa negara kekuasaan ini menitikberatkan pada kekuasaan
negara kesatuan;

3. Tetapi baik negara kekuasaan, maupun negara hukum lahir dan
hidup dalam alam pikiran Barat yang sejak Renaissance hingga
kini merupakan pikiran individualistis (petseorangan), yaitu suatu
pemikiran yang bertolak pangkal pada individu bebas terpisah satu
sama lain dan masing-masing dengan kekuasaan penuh;

4. Suatu pemikiran yang dalamn ketatanegaraah membawa diafitaranya
pada pandangan, bahwa negara itu adalah organisasi kekuasaan;
jadi “kekuasaat” yang metijadi pokok (dasar) pikiran,5

62 Ramly Hutabarat, /bid.

Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, I-H'Eh’%ﬁ%‘;as Indonesia



33

Kekhawatiran terhadap merajalelanya kekuasaan telah dapat
dibendung dengan konsep negara hukum. Konsep negara hukum yang
berdasarkan falsafah Pancasila secara toritis akan membentengi setiap
usaha dari penguasa yang menggunakan kekuasaan dao smenghalatkan
segala cara demi mencapai tujuannya Pancasila sebagal ideclogi
bangsa Indonesia dalam sila keduanya disebutkan, kemanusizan yang
adil dan beradab mengaadung pengertian dan pengakunan akan
penghargasn terhadap sesama manusia Manusia ferlepas dari asal-
usulnya, warna kulitnya, keyakinannya, bahasanya, jenis kelamionya,
jumlah harta milik maupun pandangan politkknya, keduduksnnys,
adalah sama. Persaamasn manusia terdapat dalam segala aspek
kehidupan dengan memiliki hak-hak hidup seperti hak untuk mendapat
bantuan hukum, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk
beragama, hak untuk memperoleh peadidikan dan sebagainya
Pemerintahan yang mengendalikan kekuasaan tidaklah bisa lari atau
menyimpang dari orbit hukum yang telah disepakati bersama dan
diberi wewenang oleh rakyat bagi pemerintab untuk menegakkan
keadilan dan melaksanakan hukum secara konsekuen. Antara negara
dan hukum ada korelasi dan demikian fuga ada hubungan vang erat
antara hukum dan kekuzsaan Kenyataan menunjukkan bahwa
seringkali kekuasaan disalahgunakan untuk memperalat hukum demi
kepentingan pribadi atau golongan. Inilah sebabnya mengapa sering
terjadi ketimpangan keadilan yang sangat bertentangan secara
dizmetral dengan azas persamaan dihadapan hukum {equality before
the law). Oleh karema itu pula masalah kekuasaan sangatlah
menentukan daiam penegakkan hukum. Dengan

1.2) Hubungan Hukumn dan Negara
Ketertiban hukum perseorangan jalah syarat utama dar tujuan
suatu negara. Tujuan negara ialah pembentukkan dan pemelihataan
hukum disarnping jaminan daripada kebebasan dan hal-bsk wargaays.
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Rakyat ini hanya harus mentaati Undang-updang veng dibuat
persetujuatnya sendiri. Lain daripada itu, perseorangan dilihat oleh
Kant sebagai pihak yang sama derajatnya denpan negara sendiri. Baik
negara maupun perseorangan adalah subyek hukum yang harus
memandang satu sama lain sebagai pihak-pihak yang memegang hak
dan kewajiban. ® Socrates berpendapat bahwa negara negara tidak
boleh dipandang sebagai ciptaan manusia , tetapi sebagai keharusan
yang objektif, yang asal rmulanya berpangkal pada budi pekerti
manusia. Tugas negara ialah menciptakan hukum, yang barus
dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipilih dengan seksama.
Ahli pikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi
ialah Cicero berpendapat bahwa hukum itu adalah satu-satunya ikatan
dalam nepara, keadilan dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan
senditi. Sebab mmencarinya dengan tujuan umtuk mendapatkan
keuntungan, bertentangan sama sekali denpan  hakikatoya,
sebagaimana }agﬁ halnya persahabatan adanya untuk kepentingan
persahabatan saja.*

Apabila kita melihat hukum dalam rangka mencari keadilan, maka
kekuasaan df sini sanget menentukan. Pada masa sebelum revolusi
Perancis, terdapat kekuasaaan rajaraja absolut yang tidak adil
terhadap rakyat. Roussean menciptakan pemikiran tentang “kedaulatan
rakyat” sebagai reaksi atas kekuasaan absclut dari raja-raja Perancis,
golongan bangsawan dan agama Kedaulatan rakyat bersandarkan apa
vang disebut dengan “volense penersle”. Rakyat yang merupakan
sumber dari kekuasaan. Penguasa semzta-matz memperoleh hak-hak
mereka dari rakyat. Apa yang dikehendaki oleh rakyat, itulah baru
yang dinamakan hukum. Jadi disatu pihak kita lihat bahwa kekuasaan
yvang biasanya dipegang oleh Pemerintah dapat menentukan garis
hukum untuk berbuat adil terhadap rakyat, di lain pihak rakyat

Psndargo Gaudstna, op.oit, halaman 31,

*1.3. Von Schuaid, Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hidwum, diterjemahkan oleh
R Wiatno, S B, & 4, Qakadia: PT. Pemibangunan, 1980), halarman 47.
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menentukan apa yang menjadi hak-hak penguasa. Di sinilah terdapat
kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara yang sepanjang sejarah sefalu
bertentangan,

Di Jerman, pada permulaan abad ke-19 timbul ajaran yang
mengemukakan babwa centrum dari segala keluasaan sesungpubnya
ialah nepara. Menurut para penganut aliran ini yaitu George Jellinek,
mengerwkakan babwa negara harus dipandang sebagai yang pada
asalnya diliropald dengan  kekuasaan memerintab secara tidak
terbatas “Jadi disini hubungan hukum dan negars adalah bahwa
hukum tidek lain daripada kemanan belaka, Kemauan nepara adalah
bukum. Hukum berasal dari kemauan negars yang berdaulat. Schingga
tampakish pembenturan antara: kedaulatan rakyat dan kedaulatan
negara.

Dalam secjarah ketatanegaraan, kita jurapsi bermacam-macam
teori kedaulatan sebagai berikut: Kedaulatan Tuhan, Kedavlatan Raja,
Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Negara dan Kedaulatan Hukum **Pada
hakikatnnya, Negara Republik Indonesins meonganut 3 macam
kedaulatan yaitu,
a2 Kedaulatan Tuhan;

b, Kedaulatan Rakyat,

¢. Kedaulaten Hukum

Indonesia menganut kedaulatan Tuhan, bhal ini tercermin dalam
Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan: “Atas berkat rahmat Allah
yang Maha Kuasa. .maka rskyat Indonesis menyatakan dengan ini
kemerdekaannya “. Dalam Pembuokaan UUD 1945  disebutkan pula
“Republik Indonesia vang berkedaulstan rakyaf”. Ini menunjukan
dianutnya ajaran Kedaulatan Rakyat di Indonesia Ajaran kedaulatan
rakyat bagi negara Indoniesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
adalah merupakan penyelenggaran dari kedaplatan Tuban dimana

SSudarge Gautama, op.cit, halaman 33

“tsmail Suny, MetuantsmeDemokrasi Pancasifa, op.cit., halaman 7,
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dalam hubungan antar warga tegara perintah perintah Tuhan
dimusyawarabkan bersama oleh wakil-wakil rakyat merupakan
kesadaran hukum rakyat. Demikian juga perundang-undangan vang
dibuat olch badan legislatif dan eksekutif adalah merupakan keputusan
hukum dalam beotuk perundang.-undangan yang berlzku bapi semua
warga negara Indonesis. Hal ini menunjukkan dianutnya suatu ajaran
kedaulatan hukum oleh Indonesia. Sehingga dengan demikian setnua
Ledaulatan Tuhan, Rakyat dan Hukum dalam negara saling berkaitan
dan tidak bertentangan, Oleh karens itu pula hubungan hukum dan
negara sangat erat. Demikian jugs hukum dan kekuvasaan saling kait-
mengkait.

Hubungan hukum dan negara adalah batwa peraturan-peraturan
hukum berlsku bagl semus lembaga-lembaga begara ini. Dan
kekuasaan npegara dimaksud menvelenggarakan  pemerintahan
berdasarkan atas hukum. Pemerintahan vang berdasarkan atas hukum
sama halnya dengan pemerintahan yang berdasarkan azas demokrasi
dan kedaulatan rakyat sebagai manifestasi dari perintah Tuban untuk
mengurus masalab-masalah keduniaan,

Menurut pengertian demokrasi yang dipimpin oleh Hukum
{(Democracy guided by law), negara dapat mencampuri melalui hukum
segala bidang kehidupan masyarakat, sekalipun ifu hanya terbatas pada
tujuan menjamin  kelanggungan bangsa dan menegakan keadilan,
ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat disamping hukum
kebiasaan tidak tertulis vang dibuat oleh rakyat itu sendiri atau yang
menghapuskan kebiasaan vang tidak adil di dalam masyarakat. Dengan
demikian, maka “Democracy guided by law” bukanlah berarti negara
sebagai “peronda malam”, scbagai penjaga hak-hak orang seorang
yang absolut ity saja, akan tetapi nepara sebagai penjaga Keadilan,
Ketertiban dan Keamanan.®’

SBasarudin Nasulion, Penyelevengan Terbodep UUD 1945, (akatts: Yayasan Time
Politik dan Pengeishuan Masyarakat, 19673, halamant 20
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Keterlibatan warga negara pada hukum telah ada sejak kita
dilahirkan ke atas dunia ini Bahkan sebelum lahirpun, kita sudah
terlibat dalam hukum. Prof Mr.Dr.L.J. Van Apeldoorn mengatakan:

“Setlap saat hidup kita dikuasai oleh hukur. Hufunm mencampuri
urusan manusia sebelum la lakir dan masih mencampurinya
sesudah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan dan
masih menjaga jenazah orang yang telah mati. lo memberikan
seseorang langsung setelah in dilahivkan, hak-hak terbadap orvang
fua dan meletakan kewnjiban atas orang tua lerhadap anak-
anaknya. Seick lahiv, manusta merupgkan pendukung kak. Segola
benda yang mengelilingi kite merupakan objek hak. Thatan huium

yang jumlchnya ik terbingea, menghubumghon manusia saty sama

lain dan dengar tujuan dunia jasmant yang mengelitinginya " ®

Keterlibatan warga negara pads negara telah ada sejak kita
menjadi anggota keluargs masyarskst suatu bangsa yang msmpunyai
pemerintahan yang sah. Setiap warga negara yang hidup dalam suatu
negara mempunyai hak-hak berupa kemerdekaan hidup yang
dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan. Kemerdekaan hidup
ity bukanlah berarti setiap warga negara bisa berbuat segala-galanya.
Tidak ada manusia yang bebas secara mutlak. Perfindungan terhadap
hak-hak bebas #tu adalah apa yang merupakan hak yang digariskan
oleh negara dalam ketentuan konstitusi. Disitulah letaknya hubungan
hukum  dan  negara yang melindungl warga negara dalam
menyelenggarakan hek dan kewajibannya dikadapan hukum dan
pemerintahan. Oleh karena itulah antara hukum dan hak-hak azasi

wargd negara menjadi penting dalam negara hukom,

1.3) Perbuatan Melanggar Hukum Negara

Perbuatan melanggar hukum negara seringkali terjadi dalam
masyarakat , hukum negara adalah hukum yang dibuat oleh badan
legislatif dan Pemerintah dalam bentuk perundang-undangan tertulis
atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Perbuatan melanggar
hukum negara itu bukan saja dilakukan oleh warga negara, tetapi juga

.5, Van Apeldoom, Pengantar I'mu Hwdww, (Jakarty: Pradnya Paramita, 1973),

halaman 8.
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seting dilakukan oleh pejabat negara atau oknum pemerintah.
Tetjadinya perbuatan melangpar hukum adalah masalah yang serius
dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena
keadaan hukum sendiri sedang dalam penataan, sementara rakyat
Belum terbiasa menangkap dan memahami setiap ketentuan hukum
yang berlaku, Selain ity tingkat kesadaran hekum masih rendah.

Masalah perbuatan melanggar hukum telah ada sejak perundang-
undangan belum lengkap. Astinya masalah-masalab pelenggaran
hukum belum diatur dalam Undang-undang. Persoalan melanggar
hukum adalah persoalan yang saling kait-mengkait antara kesadaran
hukum, moral penepak hukum, penegakkan hukum dan peraturan
hukum. Bahkan sering pula menyangkut sosial ekonomi yang
memakea sescorang untuk melangpar hukum  Apabila okoum
pemeriniah  melakukan perbuatan melanggar hukum, maka
persoalannya bukan saja menyangkut sosial ekonomi, tetapi sudah
menyangkut moral dan mentalitas korup yang dimilikinya. Perbuatan
melanggar hukum oleh pemerintah disebut scbagal “omrechimatige
averheidsdaad”’. Tni sering dikenal dalam lapangan hukum perdata
Daalam bahasa Perancis disebut “detournement de pouvoir™.

Dalam hukum {ata negara, perbuatan melanggar hukum oleh
Pemerintah merupakan penyalahgunaan kekuasaan Sebab di tangan
pemerintah terdapat kekuasaan dan kekuasaan itu seringkali digunakan
secara absolut untuk memperiabankaanya meskipun melalui cara-cara
vang bervariasi misalnya menciptakan peraturan perundangan
yang menguntungkasn kekussaasn. Para pemimpin pemerintahan
mempunyai kedaujatan dan kewibawaan yang digunakan untuk
melaksanakan petbangunan berdasarkan hukum negara. Akan tetapi,
kekuasaan yang absolut adalah selalu korap (corrups).

Pemerintahan  yang  korup  cenderung  melaksanakan
penyelewengan balk secara individu maupun secara berkelompok
dalam suatu mata rantai politik. Kehendak pemimpin belum tentu
menjadi kehendak rakyat. Sebab pemimpin negara adalah pelaksana
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saja darl ketentuan hukum nepara yang mengpariskan kebijaksanaan
pembangunan. Apabila ada pefabat pada suatu ketika mengira bahwa
ia adalah rakyat atau kemauvannya adslah sama dengan kemauan
rakyat, maka it adalah sesuatu yang tidak benar, Pemikiran ini adalah
corrupt, sebab mental yang demikian adalah absolut, seclah-olah
kemauan rakyat tidak berubah, seakan-akan rakyat itu tidek
berkembang, seolab-clah orang dapat mengetahui semua, seakan-akan
pejabat itu menjadi nabi ®Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah
acapkali harus mengorbankan kepentingan rakyat, bahkan sama sekali
melanggar Undang-undang yang merugikan hak azasi warga negara
hal ini tentu saja bertentangan dengan UUD 1945,

Masa dimana timbal tradisi, bahwa melanpgar hukum adalah
melanggar undang-undang (onrecthmatiy is onwetmatig} sebenarnya
tak lebih dari pemerkosaan hak azasi Di sini bukan saja undang-
undang yang dinodai, tapi rakyat juga disakiti dan citra negara dikotori
dimata negara-negara asing. Perbuatan melanggar hukum sebenamya
bukan saja melanggar undapng-undang tetapi juga ketertiban,
kepatutan, hukum adat dan hukem a2gama. Ada duz pendapat
mengenal perbustan melanpgar hukum ini yaito:

Pertama: 3

Perbuatan melangpar hukom dalam arti sempit. Dalam hokumn tata
negara ini didasarkan pada perikiran bahwa perbuatan melanggar
hukum hanyalah perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Ini
diternutkan pula dalam hukum pertama vang sering digambarkan dalam
kasus-kasus klasik di Belanda Pemikiran inl disebut sebapai
patidangan “legalistis™;

Kedua:

Perbuatan melanppar hukum dalam arti luas. Disini perbuatan
melanggar hukum bukan saja melanpgar hukum negara vaitu undag-
undang produk badan legistatif dan pemerintah (eksekutif) tetapi

“Hasarndin Nasution, op.cit, halama 4.
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disamping itu juga melanppar hukum adat, hukum agama dan
kepatutan serta kesusilaan dalam masyarakat,

Setiap perbuatan melanggar hukum negara sudah temtu harus
diadili untuk mendapatkan sanksi atas perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan itu. Perbuatan melanggar hukum dalam arti luas seperti
melanggar adat atau melanggar hukum agama, maka yang memberi
sanksi adalah masyarakat sendiri dan dalam agama, sanksi itu bisa
gatang dari Tuhan. Perbuatan zina suatu pelanggaran hukum adat dan
agarma, Perbuatan melangpgar hukum yang dilakukan oleh pejabat
seringkali tidak mendapat penyelesaian oleh karena alasan menjaga
martabat dan kehormaten pejabat negara Kasus-kasus korupsi vang
dilakukan oleh pejsbat nepara séringkali tidak mendapatkan
penyelesaian atau dipetieskan. Tindakan tersebut bertentangan dengan
prinsip persamaan dikadapan bukum (equality before the law) atay
pertindungan vang sama dihadapan hukum {equal protection of the
{aws). Alasannya adalah bahws dalam negara hukum, siapa saja
yang melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum harss
dihukum secars adil Pemikiran ini Ishir dari pasal 27 ayat (1}
UUD 1948, Ini mernpakan perlindungan hak szasl warga negara.

Perlindangan fidak berart!i membebaskan sesecorang darl -

kesalahan tidak jugs berarti tidak beleh diperiksa sesusl
ketentuan huokwm yang berlaku, melainkan memberikan sanksi
hukum terhadap pelanggar hukum dan membels sesecrang yang tidak
bersalah serta menyelamatkan hak-hak azasi pemrangézz-

2) Pengertian dan Beberapa Teor] Azas Persamaan Dihadapan Hulam:.

a. Art persamaan {eguality)

Equality, berasal darl bahasa Inperis yang secata harafiah
berarti persamaan. Berdasatkan Intemational Encyclopedia of the
Social Scienices, apabila dikatakan manusia adalak sama, walaupun
kenyataannya tmanusia Hdak sama dalam banyak karakteristik.
Karakteristik itu didasarkan pada perbedaan seks, warna kulit,
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karakter/watak dan sebagainya, juga didasarkan pada berbagal
institusi  manusia  yang  berbeda  seperti  perbedaan
kewnarganegaraan, agama, tingkat sosial dan sebagainya.

Manusia tidak skan sama pula apabila dilihat dari perbedaan
usia, tenaga, intclogensia, posisi, kekuasaan dan sebagainya. David
L. Sill yang menyunting Encyclopedia tersebut menulis sebagai
berikut.™

“That men arz equal means that men share some gualiies; these
must be specified. Men are evidently wnegual in many
characteristics. There are natural differences (sex, color,
character, Iraits, natural endovment, etc) and institutional
variations (citizenship, religion, social rank, efc). Other
properties are common amounts (age, sirength, intelligence,
power, efe).”

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diambil sunatu
pengertian bahwa secara hakiki manusia itu adalah sama, tetapi
menurut Karakteristiknya manusia it berbeda. Dalam deklarasi
kemerdekaan Amertka Serikat disebutkan bshwa 41 men are
ereated equal. Manusia ity diciptakan sama oleh Sang Maha
Pencipta vaitu Tuhan, namun manusia tidak sama secaras fisik,
harkat manusia itu yang sama. Menurut Hafiz Habibur Rahman,
ketidaksamaan manusia bersumber kepada dua faktor, vaity’!

4. Nature;
b. Nurture.

Bayt-bayl yang baru lahir secara alamiah tidaklah sama dalam
kedudukan bentuk badan, kekuatan dan ukuran ltu namanya
ketidaksamaan yang bersumber pada Nature, Secara historis cita-cita

" David L. Sills, Bditor, Mmternational Encyclopedia of the Social Sciences, Volume V,
(MNew York: The Pree Press), page 102,

"Hafiz Habibur Rahman, Political Science and Government, op.cit,, hal. 117,
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persamaan adalah warisan dari ketidaksamaan masyatakat kuno. Itu
muncul sebagai protes melawan semua ketidaksamaan dalam status,
posisi dan prevelege. Secara etis manusia juga sama dihadapan
Tuhan. Jika kita tambahkan , maka secara konstitusional, maka bagi
negara yang melindungi hak asasi manusia, maka manusia adalah
sama. Rahman menekankan pengertian “Equality” sebagai the
provision of adequate opportunities for all.”. Di sini equality berarti
suatu perlengkapan hidup yang mempunyai kesempatan yaug cukup
untuk memenuhi kebutuban seperti kebutuhan pendidikan,
perumahan, keadilan dan sebagainya. Rahman mengatakan:
“Equality, in short, means such organization of opportunity that no
man's personality suffer frustation. So, the provision of adequate
opportunity is one of the basic conditions of equality”. Equality
berarti adanya kesempatan yang sama untuk memiliki hak-hak asasi
sebagai suatu kebutuhan hidup seperti hak untuk diperlakukan sama
dihadapan pemerintah atau hak untuk bebas berpendapat.

b. Macam-macam Equality

Menurut David L. Sills, sebagaimana dikutip dalam buku
Ramly Hutabarat, SH yang berjudul “Persamaan Di Hadapan
Hukum Di Indonesia”, Equality dapat dibagi ke dalam 4 (empat)

macam yaitu:"

a. Natural Equality (persamaan alamigh);,
b. Civil Equality (persamaan Hak Sipil);
c. Political Equality (Persamaan Politik);

d. Economic Equality (Persamaan Ekonomi).

7 bid

™ Ramly Hutabaral, op.cit, hataman 36.
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Natural Equality adalah persamaan yang dibawa dard lahir yang
dimiliki oleh manusia. Manusia mempunyai rasio, sehingga
equality berarti marusia adalah sama karena memiliki akal/ rasio
yang membedakan manusia dari binatang. Civil Equality adalsh
hak sipil yang sama bagi semua anggota masyarakat. Pengakuan
skan persamaan ini berarti bahwa setiap warga negara diperiakukan
satpa dalam menikmati hak-hak dan perlindungan contohnya
persamaatt dibadapan hukum Political Eguality adalah hek yang
sama bagi sernua warga negara unfuk berpartisipasi dalam urusan
negara. Misalnya memberikan hak unfuk ikut memifih dalam
Pemdlihan Umum. Ecortomic Equality adalah persamaan hak dalam
meningkatkan taraf ckonomi dalam kehidupan. Persamaan ini
dititikberatkan pada persamaan kesempatan dan bukan pada
persamaan pembagian hasil Sebab banyak sedikitnya hasil
tergantung pada usaha sctiap orang dalam menggunakan
kesempatan yang digunakan dalam meningkatkan taraf ekonormi.

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka teori “Equality before the

*

law” termasuk dalam eivil equality, sebab menyangkut
kepentingan setiap warga untuk diperlakukan sama di hadapan
hukum dan pemerintah. Perlakuan hukuwm itu sendiri tidak bisa
berat sebelak. David L. Sills menyebutkan sebagai “Imparticlity”
artinya tidak berat sebelah. Equality before the law menurut Sills
adalab 7. impartial application of the law (Pelaksanaan Hukum
yang tidak berat sebelah).”*Equality sangat erat hubungannnya
dengan  political equality. Hak untuk memilih dalam pemiliban
urmien adalah hak rakyat dan dilindungi oleh hukum. Tidak ada hak
yang berat sebelah yang diberikan kepada warga negara untuk ikt
memilih  dan  dipilih  asalkan memenuhi persyaratan  yang
ditentukan undang-undang. Schubungan dengan ini Sills berkata

dengan tegas:

Hsavid L. Sills, pp.off., balamen 101
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“Most rules of alocation grant equal shares of some kind, not
to all who are egual with respect to some property; for
example, all adult citizens have the right vote”

Hak seperti ini disebut oleh Sills “equal shares to equal” mengikuti
pendapat Aristotle yang mengatakan “when either equals are

awarded unequal shaves or unequal shares™™,

Penpertian  “eguality” dijelaskan  oleh Oxford English
Dictionary sebagai berikut:

a. Suatu keadaan tentang pemilikan kemuliaan yang sama, derajat,
atau hak-hak istimewa dengan orang lain;

b. Suatu keadaan dimana terdapat persamaan di dalam kekuasazn,
kemampuan, kepandaian, atau keunggulan;

¢. Jujur, tidak memihak, adil, seimbang, atau berkeseimbangan.

Pengertian equality dalam konteks persamaan dihadapan hukum
dan pemerintahan lebih tepa pada pengertian jujur, tidak memihak,
adil, seimbang atau berkeseimbangan. Sebab hal itu merupakan hak

hakiki dari setiap warga negara dibawah konstitusi negara yang
demokratis,

Falsatsh “Egqualic”

Jika ditinjan secara filosofis, maka semua manusia adalah sama
(Al human-being are equal). Dalam falsafah negara hukum, hak-
hak warga negara adalah sama Kenyataan adat istiadat yang
memperhatikan adanya kasta atau kelas masyarakat bettentangan
dengan falsafah persamaan hukum negara. Banyak agama ielab
menolong memberikan prinsip persamaan kedudukan manusia
seperti agama Islam dan Kristen. Tetapi sulit disangkal babwa
agama Hindhu masib mempertahankan adanya kasta masyarakat.

P ibid,
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Keadaan ini pernah terjadi dalam tasyarakat negro di Amerlka
Serikat. Meskipun Amerika terkenal dengan demokrasinya, tetapi
disinilah letak perbedaan teori dan prakiek persamaan muanusis it
John Dollard mengadakan suatu penelitian yang cermal tentang
digkriminasi terhadap negro dalam status sosial, ekonomi dan
politik. Dollard mengatakan: ™

“The Negro is stll discriminated against in the race for
eoonomic power and status, but his gms over the slave role gre

by no means consequential. ”

Negro yang berkulit hitam dibedakan dari ras kulit putih dalam
status ckonomi dan politik, meskipun sckarang akan selalu
diusahakan persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan. Tetapi
opini diskriminasi itu belumlah sirna.

Masalah eguality menyangkut masalah kebutuhan manusia pada
suatu bangsa yang merupakan masalah hak warga negara secara
kesehrruhan, Landasan minimal dari prinsip persamaan ini setidak-
tideknya ada dua hal yang menjadi dasarnya menurut “The

Encyclopedia Americana yaitu:”’

4. Manusia menbutuhkan bakat manusiawi untuk keuntungan dan
kebaika

b. Kita membutuhkan perlindungan bersama {for mung/

protection)

Perlindungan bersama disini adalah perlindungan warga negara
oleh kekuasaan Petnetintahan, bukum dan keadilan. Dengan
demikian pada hakikatnya semua manusia mencita-citakan agar

lohn Dollard, Custe and Class it Southern Town, (New York USA:Auchor Books,
1957), page 87,

"The Encyclopedia Americana International Edition, Volume 10, (New York USA), page
439,
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mendapat perlindungan dari sesuatu yang lebih berkuasa baik itu
kekuasaan Tuhan, penguasa negara, hukum dan alat negara
lainnya.

d. Equality Before The Law

Istilah “Equality Before The Law” ini merupakan istilah yang
lazim digunakan dalam huku tata negara, sebab hampir setiap
negara mencantumkan azas ini di dalam konstitusinya. Pentingnya
untuk mencantumnkan Azas Equality Before The Law dalam suatu
konstitusi adalah karena hal ini merupakan suatu norma hukum
yang melindungi hak-hak azasi warga negara. Bahwa semua warga

negara sama “egual” di hadapan hukum dan pemerintahan.

Equality Before The Law mempunyai arti persamaan di hadapan
hukum. Jika dalam konstitusi suatu negara mencantumkan Azas
Equality Before The Law, maka konsekuensi logisnya penguasa
dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan
azas ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab jika azas
ini tidak dilaksanakan berarti akan terjadi penyelewengan dari
konstitusi meskipun tampaknya bukan merupakan pelanggaran
yang terang-terangan, namun sangat dirasakan oleh rakyat betapa

ketimpangan hukum merupakan siksa batin yang berkepanjangan.

B. Pengertian azas Equality Before The Law dari berbagai sudut pandang
dan yang dianut oleh Indonesia.

1. Teori “Equality Before The Law” menurut Demokrasi Barat

Kata “Democracy” berasal dari dua kata-kata bahasa yunani yaitu
“demos” yang artinya rakyat dan “cracy” artinya pemerintahan, kedaulatan
atau kekuasaan. Sehingga secara keseluruhan demokrasi adalah kedaulatan
atau kekuasaan rakyat. Dan tujuan hidup demokrasi adalah supaya
terlaksananya kebebasan persamaan dan persaudaraan, bagi setmua dan
antara semua, karena itulah pokok-pokok kebahagiaan hidup, terutama

_ _ Unlversltas Indonesia
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dalam hidup bermasyarakat dan bernegara *Negata demokrasi berarti
negara yang mempunyai kedaulatan rakyat dan kekuasaan rakyat. Namun
banyak sekali penguasa-penguasa diktator yamg berlindung dibalik
demokrasi dan kepentingan rakyat. Salah satu implikasi dari demokerasi
yang hampir tidak dapat dielakkan timbul dari sistem ini adalah bahwa
pemerintahan oleh rakyal besar kemungkinannnya juga mengarah ke
pemerintahan untek rakyat. Henry B. Mayo mengatakan sehubungan
dengan pemerintahan untuk rakyat ini sebagai berikut:”

“Demikian dalamnya tertanam gagasan mengenai pemeriniahan
untuk yvakyat dalam pemikiran modern, sehingpe sekarang para
diktator pun mengaiu memerintah untuk kepentingan rakyatnys,
suatu cara snink memenwrkan sistem despotisme yang jarang
ditemui di masa lampan. Definis demokrasi yang dikemukakan
oleh juru bicarg Uni Soviet (sekarang bermama Rusin} biasanya
mengikuti garis ini, kelou kebijalsaon suaty pemerintah adaloh
untuk kepentingen musuh-musuk mereka yang paling keras, maka
pemeriniah itu adalah pemerintahan demokrasi. Tetapt definist ini
tidak ada gunanya. Definisi inf menghapus samu sekali perbedaan
despotisme yang baik heti dengan demokrasi, sedanghan dengan
tidak adanya kebebasan politik dan pilihan yang bebas yang
merupakan civi-ciri pokok demokrasi, maka yang dapat kite
pegang hanyalah kata-kata si diktator yang mengatakan bahwa
kebijaksanaan-kebijaksanaanrya benar untuk rakyat.”

Meskipun para diktator mendengungkan demokrasi dan kepentingan
rakyat, maka yang dapat dipegang dari vcapan-ucapan itu wenurst Mayo
adalah essensinya, yaitu kebijaksanaan untuk rakyat atau demokrasi untuk
kepentingan rakyat.

Salah satu negara yang menghargai hak-hak demokrasi rakyat adalah
Amerika Serikat. Ini buksn saja tercermin dalam konstitusi Amerika
Serikat, tetapi juga dalam praktek ketatanegaraan sehari-hari, rakyat bebas
menuntit hak, bebas berpendapat, betkumpul, melakukan kegiatan politik
dan sebagainya. Panitia Presiden Truman dalam merumuskan hak-hak

Y. Kahradin Yunus, Pedonwan Ber-Negara menuryt Llamisme, (akaria: Pikiran Barg
1368}, halaman 90,

PHenry. 8. Mayo, Nilgi-nilai Demokrasi, Bditor Prof. Miriam Budiardjo dalam buku
Masalah Kenegaraah, {Jakatla: PT. Gramedia, 1973), halaman 182,
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rakyat menyatakan ada empat hak-hak dasar vang sangat penting di
Amerika Serikat yaitu:®

a. Hak untuk keamanan dan keselamatan seseorang (The right to safety

and security of the person.);

b. Hak kewarpanegaraan dan hak-hak istimewanya (The right citizenship

and its privilepes);

¢. Hak bersuara dan berpendapat (The right to freedom of science and

expression);

d. Hak untuk mendapatkan persamaan kesempatan (The right o equality
of oppartunity).

Demokrasi di Amerika Serikat menganut azas persamaan di hadapan
hukum sebagai bentuk dard the right fo eguality of eppertunity. Ini berlaku
sefak Presiden Truman berkuasa di Amerika Serikat hingga sekarang ini,
bahkan pada masa pemerintahan Jimmy Carter masalsh hal-hak azasi ini
menjadi  titlkk  sentral  dari  kampanye dan  mewarnal  model
kepemimpinannya. Selain  itu Tocquenville menckankan  perlunya
kebebasan (liberty) dalam demmkrasi di Amerika Serikat dan bukan
kesamarataan. ~ Kebebasan menurut  Tocquenville adalah esénsi

kemerdekaan manusia (the essence of human freedom).!

Tocquenville tidak sependapat dengan prinsip kesamaratann, tetapi
lebih menekankan pada kebebasan. Masalabnya ‘i’ocq;zemiiie tidak melihat
bahwa di Amerika Serikat sendiri prinsip kesamarataan itu telah berakar,
misalnya kesamarataan di hadapan hukum Meskipun demikian pemikiran
Tocquenville sangat membantu tegaknya demokrasi di Amerika Serikat.

Fadiriam Durish and James W, Prothro, The Politics of Anterican Demucrocy, (New

Jersey: 1968), page 5B4.

¥ alexis de Tocquenville, Democracy in America, tanslated by Henry Roeve, (New

York: Oxford University Press, 1947),
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Kebebasan individu menjadi kepribadian individu di Amerika Setikat.
Akibatnya setiap orang bebas melakukan kegiaian politik. Itulah suaty
gambaran demokrasi di Amerika Serikat. Setiap orang berhak menuntut
dan dituntut dihadapan pengadilan. Mercer mengatakan: .. imdividual
Jreedom and the development of personality ought to be primary goals of

political action in any democratic American Community.”™

Kebebasan individn dan perkembangan kepribadian masyarakat
Amerika Serikai haruslah merupakan target utama dalam tindakan politik
dalam setiap masyarakat demokrasi di Amerika Serikat. Demokrasi di
Amerika Serikat bermuara pada suatu keyakinan bahwa hukum harus
ditegakkan, keadilan harus diberikan kepada orang yapg berhak
menerimanya, persarmaan dihadapan hukum harus diwujudkan dan jaminan
perlindunpan roerupakan suatu vang csensial dalam derokrasi di Amerika
Serikat. Dalam hal ini Mercer mengatakan:

“And the reaching of these ends surely requires equality under law
and constitusional rights unchallenged by special previlege or

power springing from high economic and social position™.®

Persamaan di hadapan hukum digariskan dalam konstitusi dimana
setiap orang juga sama di hadapan kekuasaan dan sama pula hak masing-
masing untuk meningkatkan teraf ckonomi, meskipun status seseorang
berbeda menurut tingkat kemmmpuan masing-masing. Ini sesuai dengan
apa yang dikatakan oleh Sills. 8ills mengatakan bahwa: “For eguality was
defined in terms of justice ~of giving each man his due. So that equal man

received equal words® ™

“Blaine E. Mercer, The American Community, (New York: Random House, 1956, page

Broid

“David L. Sills, op.cit., page 109,
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Persamaan diartikan dalam term keadilan memberikan sesuatu sesuai
dengan hak yang dimilikinya. Jadi, persatnaan manusia itu diterima sebagai
ganjaran yang sama meskipun manusta tidak selaly harus sama.

Perkembangan dan keberhasilan demokrasi pada bangsa Ametika dan
Skandinaviz, mempunyai kedudukan yang tinggi Di sini demokrasi
merupakan perlenpkapan politik, hal itu juga menunjukkan tuntunan
kehidupan demokrasi sosial (social democracy). Khususnya, demokrasi ini
teiah berlangsung lama menuju persamaan yang moksimal-persamazn
status, kesempatan, dan kesamaan sebagai titik awal kehidupan. Dalam
demokrasi Barat terutama di Amerika Serikat prinsip-prinsip persamaan di
hadapan hukum itu bukan saja merupakan konsepsi feoritis, tetapi
diwujudkan secara nyata meskipun kebebasan di Amerika Serikat tidak

- seperti kebebasan yang dianut oleh konsepsi Islam. Kebebasan yang dianut
oleh konsepsi Isiam adalah kebebasan yang berakhiak sesuai dengan Al-
Quran dan Sunnah Nabi Muhammad S A W, sedangkan kebebasan di
Barat tidaklah diukur dari sudut akhiak vang dihubung-hubungkan dengan
akhlak keagamaan. Dalam The Imternational Bitl of Human Rights,
Universal Declaration of Humas Rights disebutkan pada pasal 7 {article 7)
sebagal beriket:

“4il are equal before the law and are entitled without any

diserimingtion fo equal protection of the law. All gre entitled to equal

protection against any discrimination in violation of this Declaration
and against any incitement to such discriminafion”

Setiap warpa negara sama dihadapan hukum dan haknya diberikan
tanpa diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan hukumyang sama.
Semuanya diberikan hak perlindungan yang sama. Pasal ini merupakan
dasar juridis bagi perlindungan hukum dan persamaan di hadapan hukum
mepurut demokrasi Barat. Persamaan dihadapan hukum ini selain dianut
secara fegas olgh Islam dan dianut dalam konstitusi negara-negara Barat
terutama Amerika Serikat, juga dianut oleh konstitusi UUD 1945 dan
demokrasi Pancasila Dengan  demikian sebapai perbandingan azas

_ ~ Unlversitas Indonesla
Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, FH Ul, 2009



51

“equality befote the law” ini akan ditinjau pula dari sudut Islam, ketnudian
akan dilihat bagaimana konsep konstitusi UUD 1945 menganutnya.

2. Teorl “Equality Before The Law” menurut Islam.

Di dalam Islam dianut suatu prinsip yang sangat tegas dan jelas tentang
persamaan manusia afau persamaan warga negara di hadapan Tuhan. Yang
membedakan manusia atau warga nepara satu sama lainnya adalah takwa.
Kadar takwa setiap orang berbeda-beda . adapun perbedaan kaya dan
miskin, cantik dan jelek, penguasa dan rakyat hanyalah merupakan
perbedaan lahiriah dan perbedaan prestasi atas usaha masing-masing.
Konsep persamaan dalam Islam sudah barang tentu didasarkan pada Al-
Quran dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. apabila garis hukum tidak
ditemukan kejelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka muncul
hukum ketiga dan keempatnya yaitu Ijma’ (konsensus} dan Qiyas (analogi).
Seluruh sumber hukum Islam secara fundamental didasarkan pada Al-Quran
dan dijelaskan secara operasional oleh Hadist. ijma’ dan Qiyas adalah suatu
Ijtihad dari kalangan hukum dan ahli ketatanegaraan. Ijtihad adalah suatu

usaha yang sungguh-sungguh dari ahli hukum untuk menemukan sesuatu
garis hukum tertentu.

Dalam The Encyclopedia bf Isiam,” ijtihad diartikan secara letterlek
exerting onself, yaitu suatu teknik dalam hukum Islam untuk menggunakan
penalaran individual secara wmum kemudian, dalam pengertian tertentu,
berarti untuk menngunakan merode penalaran berdasarkan analogi. Ahli
hukum yang menggunakan ljtihad itu disebut Mujtahid (the lawyer who is
qualified to use it is called Mujtahid). Secara esensial setiap warga negara
adalah sama dan ini dianut oleh ajaran Islam. Para ahli banyak
mengemukakan konsepsi persamaan “dignify” manusia baik dihadapan
Tuhan maupun dihadapan hukum buatan manusia yang tidak bertentangan

dengan Al-quran sebagai sumber utama dari segala norma-norma

“B. Lewls, V.L. Metiege, Ch.Pellal and ). Schachi, The Encyctopedia of Islam, (London:
1971), page 1026.
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kehidupat, Sudah barang teptu torma-norma Al-Quran tersebut berlaku
bagi suaty negara Islam dan bagi umat Islam balk yang hidup di bawah
pegara komunis maupun di nepara kapitalis. Islam ftu merupakan ajaran
yang komprehensif, universal, dan totalitas. Oleh karena itu, dimanapun
seormag Muslim berada maka kedudukannya sebagai warga negara terikat
pada kepatuhan pada hukum Islam. Islam memprokiamasikan konsepsi
persamaan yang dijamin oleh hukum Islam. Dengan demikian warga negara
mempunyai hak menuntut persamasn di hadapan hukum dan pemerintahan.
Abul-Fezl Beza-ti dalam bukunya dn Introduction to the History of the
Spread of Islam, mengatakan:*°

“Islam proclaimed a sound equality among human beings. Each
person is distinguished fram other persons not by factors beyond his
control, such as race or colonr, but only by factors in his powers
such as piety, knowledpe, hard work and good deeds.”

Ezzati mengungkapkan babwa Ilam telah memproklamirkan suatu
persamaan manusia. Setiap orang dibedakan dari vang lalnnya bukan
berdasarkan ras dan warna kulitnya, tefapi hanya karena faktor ketalewaan,
{lmu pengetahuan, kerja kerasnya, dan perbuatan baik yang dilakukan. Apa
yang dikemukakan Ezzati ini sangatlah masuk akal, karena jika kita
melihat konstitusi beberapa negara, mengakui dan menghargai martabat
warga negara, tetapi karena kewajiban negara untuk memperiakukan setiap
warga negara sama dibadapan hokum dan pemeriniaban. Disinilah letak
kelebihan dan keistimewaan konsep Islam yang tidak melihat dari sudut
kewszjiban negara saja, tetapi merupakan hukum alam dan ajaran
keapgamaan yang meletakkan dasar-dasar persamaan. Agara Islam melihat
perbedaan dari sudut ketakwaan dan flmuy pengetahuan mempunyai korelasi
antars aktivitas manusia dalam hidup bernegara dan keyakinan vertikal
pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah dalam Islam adalah Tuhan umat
manusia secara keseluruban, Dia bukanlah Tuhan dari manusia piliban,

*Abut-Fazl Ezzal, An Introduction the History of the Spread of Istom, (London: The

Ludo Press 144, 1978), page 175
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warga piliban, kelas masyarakat pilihan, bangsa pilihan, atau watia yang
paling diistimewakan atau warna kulit terpilih.

Dalam Islam Tuhan sangatlah adil menciptakan mahluk di fagat raya
ini. Keaditan Tuhan adalah keadifan mutlak dan kebenaran yang Ia mitiki
adalah kebenafran mutlak. Ini menurut kepercayaan umat Islam yang
dianut dalam hidup bemnegara dan bermasyarakat, Bzzati mengatakan
sehubungan dengan keagungan dan keadilan Tuhan ini, sebagai berikut:
“Islam was the creed in which God was only unigue and supreme buf just.
It was the religion based on equality men” Vlslam adalah suatu
kepercayaan dimana Tuhan merupakan suatt yang unik dan agung bahkan
adil. Islam itu didasarkan pada persamaan manusia. Seiring dengan dokirin
keadilap, maka terdapat pula dokirin persamaan antara warga negara.

Syariat Islam semenjak ada, mengajarkan suatu teori persamaan
(equality} dalam kehidupan bermagyarakat dan bernegara. Teori persamaan
ini didasarkan pada Firman Allsh, ayat 13 surat Al-Hujarat yang artinya
sehagai berikut:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah jodikan kamu dari laki-
faki dan perempuan, dan Kami telak jadikan kamn beberape
bangsa dan puck, supaye kamis berkenal-kenalan. Sesungguhnya
semulia-mulia kamy disisi Allah, ialah sebakii-baktinya dari
antara kamu. Sesungguhnya Allah itu yang mengetahwl, yang
sadar.”’

Dasar hukum persamaan warpa negara/manusia ini diperkuat lagl oleh
Sunnah Rasulullah sebagat sumber hukum kedua dalam Islam sebagai
berikot: “Manusia itu sama rafa, seperti gigi sebuah sisir, tidak ada
keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam, melainkan dengan takwa
“Persoalan”, “Dignity"dan “Human Rights” demikian jelas dianut dalam
Islam sebagaimana disebutkan dalam contoh dasar hukurm di atas. Syariat
Islam menecrapkan prinsip persamaan ini sedemikian luastya, sehingga
tidak metnbedakan antara orang atasan dengan orang bawahan, antara raja

¥ Abul-Fazl Bzmali, f5id, page 178,
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dengan rakyat, antara duta-duta(diplomat) dengan rakyat biasa,
sebagaimana tidak ada perbedsan antara peminpin rakyat dengan rakyat
biasa, antara orang kaya dengan orang miskin. Di dalam perundang-
undangan tidak ada perbedaan antara pemerintah dengan rakyat. Tak ada
keistimewaan di hadapan hukum, semuanya sama dihadapan hukum Yang
salah tetap salah dan yang benar tetap dibenarkan. Memanipulasi
kebenaran adalah susty hal yang dilarang oleh Islam Larangan itu bukan
saja merupakan pelanggaran terhadap hukumn dan moral masyarakat, tetapl
merupakan pula pelanggaran terhadap perintah Allah, Tuhan Yang Maba
Kuasa. Rasulullash §A W sebagai Nabi, kepals nepars tidak pernsh
mengatakan dirinya rmempunyal keistimewaan di hadapan hukem negara,
Dia berkata: “Dan tiadalah sku, melainkan seorang manusia yang menjadi
pesuruh  Tuban” Contoh yang diberikan Rasulullah pada masa
kepemimpinannyas dan pada masa kepemimpinan sahabat Rasulullah
membuktikan prinsip “equality before the law' ditegakkan dengan baik.

Ali Ibnu Abu Thalib 4f waktu menjadi khalifah kehilangan sebuak baju
besi dan beliau mienepwkannya pada seorang Yahudi vang mengaku
miliknya Maka Al mengadukan hal v kepada hakim, lalu hakim
memenangkan Yahudi iu *

Al-Mughirsh, Guberpur kufah, dituduh berzinah. Maka dia dibadapkan
ke hadapan hakim lantaran jarimah yang ditudubkan itu, di pepgadilan
biasa dan cara yang biasa.®Dua contoh ini merupakan gambaran bahwa
prinsip “equality bhefore the law” dalam sejarah kehidupan hukum
dilaksanakan dalam masyarakat Islam secara konsisten, Dalam bidang
politik rakyat mempunyai hak dan kedudokan insani yang sama pula. Islam
menetapkan bahwa setinp warpa negara it mempunyai hak penuh dalara
persoalan politik, ia berhak mengkontrol atan memberi nasehat kepada

**Ramly Hutabarat., op. ¢it., halaman 47,

BT M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukim Antar Golongan dalam Figih Islam, (Yakarta: Bulan
Bintang, 1971), halaman 54
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pemimpin-pemirpln negara dan penguasa-penguasa pemerintah, sebab ia
akan diminta pertanggungjawaban mengenai hari depan bangsa.*®

Pandangan hidup bermasyarakat dan bemegara dimana hak-hak warga
negara sama dihadapan hukum dan pemerintahan didasarkan pada syariat
Islam. Undang-undanp negara tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran.
Undang-undang adalah ciptaan manusia, sewaktun-waktu bisa salah. Oleh
karena itu, peraturan ciptaan manusia harus dibuat sinkron dengan Al-
Quran agar nilainya tetap bertahan secara lestari. Di dalam konsep
ketatanegaraan yang dianut dalam Islam, setiap peraturan yang
bertentangan dengan syariat Islam tidak patut dipatuhi oleh warga negara
yang beragama Islam. Dr. Abdul Kadir Audah dalam hal ini mengatakan:®*

“Undang-undang Dasar yang azasi bagi seorang Muslim adalah
syariat Islam. Maka segala Undang-undang ciptaan manusia yang
datang sesuai dengan nas atau sejalan dengan pokok-pokok syariaf
itu, atau sejalan dengan peraturannya, maka seorang Muslim
boleh dengan seizin Allah. Dan sebalilnya segala Undang-undang
yang datang bertentangan dengan syarial ity , maka ia harus
dilawan dan diinjak, karena tidak ada kemuliaan sama sekali bagi
apa yang menyalahi Islam dan sekali-sekali tidak boleh taat pada
mahluk dalam hal-hal yang malksiat kepada Allah”.

Dengan demikian prinsip persamaan di hadapan hukum menurut Islam
adalah prinsip yang didasarkan kepada syariat Islam. Ini diakui oleh
Abdurahman Saleh S.H, mantan Jaksa Agung RI, dia mengatakan:*?
“Bahwa persamaan dihadapan hukum banyak diatur dalam Al-Quran,
tetapi belum ada swatu negara Islam pun yang betul-betul melaksanakan
prinsip itu”. Abdurahman mempersoalkan tentang aplikasi prinsip
persamaan dihadapan hukum itu, meskipun diakui bahwa dasar-dasarnya

**Musthafa Husni Assiba'l, Sosiafisme Islam, (Bandung: CV.Diponegoro, 1969), halaman
244

P'Abdul Kadir Audah, Islam dan Perundang-undangan, (Jakarla: CV. Mulja, 1965),
halaman 13.

2Rarly Hutabarat., op.cit., halaman 48,
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dalam Al-Quran banyak ditemul Mungkls hal il sudab merupakan
problema setiap negara ditnana antara teot] dan praktek serlng tidak sesuai,
antara perbuatan dan perkataan saling bertentanpan.

Teori persamaan tenwut Islam merupakan salah satu konsep yang
menjamin hak-hak warga negara. Menjamin dalam arti melindungi dan
memperiakukan warga negara dan setiap individu sama tanpa diskriminasi.
Bahkan orang Kristen vang ada dalam suatu pegara Islam pun wajib
mendapat perfindungan hukurn. Itulah azas keadilan yang dianut Islam.

Undang-undang harus diterapkan tanpa membedakan bangsa, wama
kulit, panpkat, kekayaan, kerabat atau kawan Negara harus mengambil
tindakan pada warga negara yang berbuat salah dan membela kebenaran
berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Jika pejabat atau oknum
pemerintah melakukan pelanggaran haruslab dihukum Hukuman bukan
saja untuk rakyat dan orang-orang miskin. Sehubungan dengan prinsip
persamaan dihadapan hukum ind, Rasulullah memperingatkan dalam satu
Haditsnya yang artinya sebagai berikot:*

“Sesungguhnya bencana telah menimpa orang-orang lerdahulu
dari kamu lalah apabila orang-orang bangsawar mencuri mereka
membiarkan saja (tanpa dihukum). Tapi apabila orang yang lemah
mencuri mereka mengenakan had ke atasnya. Al bersumpoh,

demi Allah bakwa sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri,
niscaya aku potong tangonnya .

Perkataan Rasulullah ini menegaskan bahwa Islam menganut prinsip
“Eauality Before The Low”. Sehubupgan dengan ini A, Karim Zaidan
menvebutkan konsep persamaan berdasarkan syariat Islam memponyal dus
hal yang dianggap penting yaitu:

a, Persamaan dalam Undang-undang;

b. Persamaan di dalam peradilan.

A, Karim Zaidan, Umat dan Negorae dalam Syariot Istam, (Kelantan-Malaysia: 1978,

halnenan 54,
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Pada bagian pertama meniekankan petlunya konstitusi dan perundang-
undangan menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara di hadapan
hukum. Pada bagian kedua menghendaki perlakuan yang adil dalam
peradilan. Para pihak yang bersengketa harus diperlakukah sama di dalam
sidang peradilan. Para pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama di
dalam sidang peradilan. Zaidan menegaskan:**"Malah musuhpun mestilah
menikmati keadilan penghakiman serta menikmati konsep persamaan
dalam peogadilan”. Di dalam Al-Quran terhadap satu ayat yang
menyebutkan kewajiban berbuat adil sebagai berikut:**

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang
yang berjuang untuk Allah sebagai saksi yang adil. Janganlah
kesalahan sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil.
Bersifat adillah kamu. Yang demikian adalah lebih hampir kepada
takwa.”

Sebagai penegak hukum dan Pemerintah yang beriman kepada Tuhan,
wajib menegakkan keadilan dan memegang teguh persamaan di hadapan
hukum sebagaimana dimaksudkau oleh Al-Quran di atas. Islam melengkapi
suatu jaminan perlindungan hukum sebagaimana demokrasi Barat
menganut prinsip”Equality Before The Law”. Jaminan perlindungan dalam
Islam menyeluruh terhadap hidup, anggota badan, harta benda, martabat
(dignity), kebudayaan dan agama. Ini bisa diwujudkan melalui hukum yang
berlaku pada suatu negara tertentu. Mengenai hal ini Abul A’la Maududi
mengatakan bahwa:*®

“Islam furnishes a guarantee of protection of life and [imb,
propercy and culture, faithand honour it enforces only its law of
the land on them and it gives them equal rights with Muslims in all
civil matters.”

$1bid., halaman 56.
%*Surat An-Nisa’ ayat: 135.

*Abdul A’la Maududi, First Principle of The Islamic State, translated & edited by
Kurshid Ahmad, (Lahore-Dacca-Karachi: 1slamic Publication Ltd., 1967), page 66.
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Sebenarnya apa vang dikatakan olek Maududi itd adalah cenminan atau
tafsiran konsep “Eguality Before The Law” yang dianut oleh Islam sebagai
manifestasi dari asas perlindungan hidup (protection of life). Oleh karen
itulah, dalam masyarakat dimana penganut Islam terdapatl, terikat dengan
afaran Islam Dengen demikian seorang penegak hukum Muslim,
Pernerintah yang Muslim, Pejabat Negara yang Muslim dan anggofa
Parlemen yang Muslim adalah wajib memperhatikan tentang prinsip
persamaan dibadapan hukum. Dengan menghayati ajaran ini, diharapkan
hukum negata dapat ditegakkan secara adil pada semua warga negara tanpa
diskriminasi. Kewajiban menegakkan hukum tanpa diskriminasi bukanlah
suatu amanah yang diemban oleh setiap yang berwepang dalam
hubungannya dengan kepatuhan terhadap Tuhan Itulsh esensi feori

persamaan di hadapan hukum atauy kesamarataan di badapan hukum
menurut Islam,

Teorl “Equality Before The Law” menwrnt Undang-Undang Dasar
1945

Pada tanggal 10 Desember 1948 General Assembly dari United Nations
(PBB} menelorkan suatu “Universal Declaration of Human Rights” yang
{idak kurang dari 2% hak-hak azasi yang hampir semua diruat pula dalam
konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS} dan UUD Sementarg 1950
Konstitusi Persckutuan Tanah Melayu (Constitiion of The Federation of
Muolaye) pun mepcantumkan hak azasi manusia didalamnya terutama
perlindunpan dan persamaan di hadapan hukum ¥Dalam bagian 11
konstitusi itu disebutkan pada pasal 8 sebagai berikut:

1) Semua orang adalah sama terbadap undang-undang dan berhak atas

periindungan yang sama dari undang-undang;

2) Kecuali yang dengan tegas diperbolehkan oleh konstitugi ini, maka
tidak akan ada digktiminasi antara warga negara yang hanya

Konstitusi Perselwtuan Tanoh Melayu {Constitution of The Federation of Malaya),

diterjemahkan oleh Mr. J.CT. Simotangkir, (Jakarta: Gunong Agung, 1939), halaman {2.13.

_ — Universitas Indonesia
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berdasarkan agama, suku bangsa, keturunan, atau tempat kelahiran
dalam sesuatu undang-undang atan dalam pengangkatan sustu jabatan
atay pekerjaan & bawah kekuasaan umum atan dalem administrasi
sesuatu  undang-undang  berhubungas  demhan  pendapatan,
pemeliharaan atau pembagian milik atau yang berhubungan dengan
mendirikan atau  melanjutkan sesvatu dapgang, usaha, pekerjaan
keahlian, pekerjaan panggilan atau pekerjaan biasa;

3) Tidak akan ada diskriminasi yang menguntungkan bagl sesworang
berdasarkan babwa ia adalab seorang subyek daripada raja sesuatu
negara bagian;

4) Tidak ada kekvasaan umum yang akan mengadakan diskriminasi bagi
seseorang berdasarkan, bahwa ia adalah penduduk atau mempunyai
sesuatn perusahasn dalam suatu bagian dari federasi di luar kekuasaan
hukum dari kekuasaan unmm ita.

Dicantumkannys persamaat hak di hadapan hukum dalam konstitusi
Persekutuan Tanah Melayu adalah untuk melindungi warha nepara dari
tindakan sewenang-wenang Perlindungan hak-hak wargs negara di
hadapan hukum adalah persoalan yang sangat penting dalam negara hukum
yang mencita-citakan terwujudnya keadilan. Agar orang tidak dipaksakan
untuk pada akhitnya memberontak terhadap tirani dan penindasan, maka
balc-hak azasi menusia barus dilindungi dengan  kekuasaan hukem
{protected by the rule of law)

Dalam beberapa konstitusi Negara Republik Indonesia, perlindungan ini
dicantumkan baik dalam Kontitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), L'UD
1950 dan UUD 1945, Dalam UUD RIS, hak-hak azasi manusia mendapat
tempat pentiog, yaitu dalam Bab V pasal 7-33, sedang dalam Bab VI pasal
34-41 dimoat pula beberapn kewajiban azasi pemerintab terhadap rakyat,
Konsep Universal Declaration of Human Rights PBR tertanggal 10
Desember 1948 telah dijadikan pedoman oleh Panitia Perancang UUD-
RIS, Isi Bab V dan VI UUD RIS disusun sesuai dengan pasal 3 ayat {2)
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Statut Un! Indonesia Belanda itu, dan isl kedua bab itg hampir tidak
mengalami perubahan pindah ke Bab I Bagian V (pasal 7-34) dan Bapian
Vi{pasal 35-43) UUDS 17 Agustus 1950. Untuk melihat secara jelas
perlindungan hukum dan petsamaan dihadapan bhukum dianut ofeh
konstitusi 1950, meka disini skan dikemukakan beberapa pasal dan
penjelasan sebagai berikut:

Memuat azas bahwa setiap matusia harus diakui sebapai pribadi
terthadap Undang-undang, vang berhak menuntut perlakukan dan
perlindungan yang sama oleh Usndang-undang (avat (1-3)). Khususnya
sctiap manusia berhak memperoleh bamtuan hukum (“Rechts hulp™) dari
hakim-hakim vang diperkenankan kepadanya memuat Undang-undang
(ayat (4)).

Menanggapi pasal ini, Prof. Drs. G.J. Wolhoff mengatakan.®®

“Pengokuan fiap-tiap manusia sebagal pribadi terhadap undang-
undany berarti pengahuannya sebagai okmwen pribadi hulum |
subyek hak-hak dan kewajiban-kewgjiban yang berdasarkan
peraturan-peraturan hyuioun yang beriaku”,

Berdasarkan pendapat WolhofT ini, maka setiap warga negara wajib
melaksanakan peraturan perundang-undangan, tetapi setiap warga negara
berhak pula menuntut persamaan dihadapan hukurn dan ;;c:riinéungaa
hukum serta bantuan hukem. Hal ind dianut oleb pasal 7 UUDS 1850, pasal
7 ini memuat azas “Eguality Before The Law” atau "Gelijkheid voor de
wer”. Maksud azas itu adalah supaya daiam sistem peraturan hukum yang
berlaku tidak terdapat peraturan hukum yang bersifat diskriminatif dan
supaya terfaminlah perlindungan hukwm yang sama kepada semua oknum
pribadi manusia baik oleh undang-undang maupun oleh hakim-hakim yang
wajib mengadili sengketa tnengenai isi dari peraturan hukum itu. Wolhoff
mengatakan sehubungan dengan hal ini babwa,”:

%G.). Wolhoft, Pengantar fimu Hulkum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakerta: Thiun
Mas), hataman 147

Hhsid

_ ~ Unlversitas Indonesta
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“Persamaan itu tidek berarti tuntunan supaya tigp-tiap olnum
pribodi dikuasal peraturan hukum yang sama don behwe tidak
boleh diadakan diferensiosi hukum sesuai dengan kebutuhan
hukum golongan-golongan tertenty dan masyarakat”.

Adanya jaminan perlindungan hukum oleh Konstitusi dan perundang-
undangan tidak berarti setiap orang bebas berbuat sesuatu. Tidak berarti
para hakin, jaksa dan polisi bisa berbuat semaunya. Tidak berarti cknum
pemerintah bisa berbuat tanpa batas. Sebab kebebasan tanpa batas adalah

kesewenang-wenangan.

Masih banyak pasal-pasal UUDS 1950 yang tmengandung azas
persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum seperti pasal 32
yang menyebutkan: “Babiwa setiap manusia dalam wilayah Negara harus
patub kepada Undang-undang, tidak lupa memperhatikan aturan-sturan
hukum yang tidak tertulis”. Kemudian dalam pasal 11 disebutken bahwa
adanya larangan siksaan dan hukuman ganas atau menghina Dalam pasal
12 dianut pula larangan kesewenang-wenangan penangkapan. Dikatakan
dalam pasal 12 yaitu: “Melarang tangkapan atau tahanan vang tidak
berdasarkan perinfah yang dikeluarkan oleh kekvasaan yaog sah sesuai
dengan Undang-undang vang mengatur dalam hal mana tindakan itu boleh
diambil dan menurut cara apa tindakan itu harus dijalankan” Larangan ind
jupa ditujukan kepada lembaga penegak hukum, khususnya kejaksaan dan
kepolisian untuk menghindarkan tindakan pengurangan kebebasan pribadi

(Vrijheidsberoving) sewenang-wenang,

Penangkapan sewenang-wenang bukan saja merupzkan pelanggaran
hak azasi warga negara, fetapi dapat merusak citra lembags penepak
bukum. Suatu hal yang menjol dari UUDS 1950 ini, adalsh dianutaya
secara tegas azas “Nuflum Poena Sine Culpa” dan “Nullum Poena Sine
Lege”. Ditinjau dari sudut tata negara, ini merupakan prospek terbinanya
perlindungan warga negara dengan mempetizkukan kesamaan di hadapan
hukum. Tentu saja sebagal konsekuensi lopisnya maka sefiap oknum
penguasa atau penegak hukum wajib melindunpgt wargs negara dan
memperlakukannya sama di hadapan hukum Azas ini disebutkan dalam
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pasal 14 ayat (1)} dan (2) UUDS 1950. Azas“Nullum Poena Sine
Culpa’pada ayat (1) dan “Nullum Poena Sine Lege” pada ayat (2) dan (3).
“Nullum Poena Sine Lege” berarti bahwa orang hanya dapat untuk
dihukum dan dijatuhi hukuman berdasarkan alasan bahwa ia melanggar
aturan hukum yang telah berlaku pada saat ketika ia melanggarnya.'® Ayat
(3) menentukan bahwa bila aturan hukum itu diubah setelah
pelanggarannya, maka yang dipakai adalah aturan hukum yang paling
ringan. Azas ini bertalian erat dengan azas Negara Hukum dan dalam
ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), bahwa baik tuntutan maupun keputusan hakim harus didasarkan
atas pasal-pasal aturan hukum yang harus disebut dengan tegas.

Konsep “Equality Before The Law” yang dianut Konstitusi RIS dan
UUDS 1950 sebenarnya lebih lengkap daripada UUD 1945 terutama sekali
yang mengatur masalah hak-hak warga negara Berbeda dengan UUD 1945
dalam UUDS 1950, ketentuan tentang hak-hak azasi manusia diatur secara
lengkap khususnya terdapat dalam pasal 7 sampai pasal 38. Ketentuan

termaksud dakam UUDS 1950 tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden
1959.'%

Teori “eguality before the law” yang dianut oleh UUD 1945

mengandung 2 pengertian yaitu: '*?

a. Di satu pihak semua warga nepara sama dihadapan hukum dan

pemerintahan;

b. Di lain pihak semua warga negara wajib mematuhi hukum dan

pemerintahan.

199G;.J. Wothoff, Ibid., halaman 14.

O'Soenawar Sockowati, Pancasila dan Hal-hak Azasi Manusia, (Jakaria:
CV.”Akadoma”, 1977), halaman 47-48,

192 Ramly Hutabarat, op.cit. halaman 56.
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Berdasarkan konstitusi 1945, konsep “equality before the law”
merupakan suaty mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus
berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan dihadapan
hukum berarti semua warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat
penegak hukum dan pemerintah. Kesamaan dihadapan pemerintah berarti
semua warga negara sama dalam perlakuan pemerintah, sama dalam
peraturan pemerintah dan sama hakoya untuk menduduki posisi
pemerintahan menurut prosedur yang lazim berlaku.'”Demikian juga
setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri. Dan setiap
pegawai negeri adalah milik rakyat, bangsa dan negara dan bukan milik
segolongan pihak yang berkuasa atau partai politik yang berkuasa saja.

Di sisi lain warpa negara wajib pula mematuhi bukum dan peraturan-
peraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas untuk menuntut
haknya, tetapi kebebasan itu tidaklah seperti kebebasan demokrasi barat
yang bersumber “men are created free and equal endowed by their Creater
with certain unalienable Rights”.'" Kebebasan yang dimiliki warga negara
di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Setiap orang bebas
bersuara asalkan pendapatnya tersebut dapat
dipertanggungjawabkan. % demikian pula pemerintah, berhak mengadakan
penangkapan ~ warga negara, asalkan  penangkapan itu  bisa
dipertanggungjawabkan secara hukum

Teori dan konsep “Equality Before The Law” seperti yang dianut
dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar perlindungan warga
negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan atau Civif
Equality. Oleh karenanya asas equality before the law haruslah menjadi
pedoman bagi pembuat Undang-Undang dalam merumuskan suatu Undang-
Undang, dengan kata lain setiap produk Undang-Undang yang telah

9 hid
1 1bid

1%5R. Witjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, op. cit., Halaman 18.
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diundangkan wajib diliput! oleh jiwa dari asas “Equality Before The Law”
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 karena Negara Republik Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas Hukum.

C. Penyldikan tindak pidana korupsi di Indonesla
1. Pengertian korupsi
Korupsi betrasal dari bahasa latin: corruption = penyuapan; corruptore
= merusak, sedangkan dalam Bnsiklopedi Indonesia disebut “korupsi”
yaitu gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan
wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan
lainnya!®
adalah :

. Ada beberapa penpertian harfiah kata korupsi, diantaranya

a. Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang
menghina atau memfitnah'®’,

b. Pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati
kepercayaan'®
c. Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi'®
Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau
jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategoﬁkan sebagai
kejahatan kerah putih (white collar crime) mengingat pelaku korupsi yang
mempunyai status sosial dan kedudukan yang terhormat. Istilah tersebut
pertama kali diciptakan oleh Edwin H. Sutherland dalam suatu presidential
addres didepan American Sociological Society pada tahun 1939, yang

menyatakan bahwa white collar crime adalah kejahatan yang dilakukan

1%Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakatta: Sinar Grafika, 2005), hal. 8
17 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Opeil., hal. 7
1% Ali Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal vii

'® Robert Klitgaard,Abaroa, Ronald Maclean & Parrs, H. Lindsey, Penuntun
Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, op.cit. Hal 2.

Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, HA’!!Y%FJ&"‘S Indonesta



65

oleh orang-orang yang terhormat dan status soslal yang tinggl dalam kaitan
dengan okupasinya {jabatannya)!'’.

Dari uratan diatas, maka jika membicarakan tentang korupsi memang
akan menemukan gesuaty yang busuk, jahat dan merusak, karena korupsi
menyangkut segi-segi moral, sifaf dan jabatan yang busuk, jabatan dalam
instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan
karena pemberian, faktor skonomi dan politik, serta penempatan keluarga
atau gofongan kedalaro kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya''’. Dengan
demikian secara harfish dapat ditarik kesimpulan bshwa sesunggubnya
istilah korupsi memiliki arti:

- penyelewengan atau penggelapan {(uang negara atau perusahaan dan
sebagainya) untuk pribadi atau orang lain,

- busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan
kepadanya, dapat disogok (melalui keluasaannya untuk kepentingan
pribadi)'?,

Sedangkan menutut Undang-undang No. 31 tghun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindek pidana korupsi antara lain
adalah:

- perbuatan memperkaya dird sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
{pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1599)

- perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat mervgikan keuangan negara (pasal 3 Undang-undang Nomor 31
tahun 1999),

W% Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidane, (Ssoarang: Badan
Penechit Universitas Diponegore, 2002), hal. 159

U Bvi Harlanti, op. ¢if, hal
13 ¥ ,{z}fif
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Selain kedua pengertian korupsi diatas, pengertian korupsi yang lain juga
diatur dalatn pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut.

2. Penyidik Tindak Pidana Korupsl
Menurut pasal 1 angka | KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi
negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang umtuk melakukan penyidikan.
Sedangkan pada pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa penyelidik adalah
pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Jadi perbedaannya ialah penyidik terdiri dari dari polisi negara dan
pegawai negeri sipil tettentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja. Dalam
pasal 6 KUHAP ditentukan dua badan yang dibebani wewenang
penyidikan, yaitu:

- Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang.

Khusus untuk tindak pidana korupsi, institusi yang diberi wewenang untuk
melakukan penyidikan adalah:

a. Kejaksaan (Jaksa);

Sejak diundangkannya KUHAP, kewenangan jaksa dalam
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menjadi kontroversi di
kalangan masyarakat dan dunia peradilan. Ada yang berpendapat bahwa
jaksa tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, namun ada yang
berpendapat jaksa masih berwenang melakukan penyidikan. Sesuai
dengan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa dalam
waktu dua tahun sejak KUHAP diundangkan, maka terhadap semua
petkara diberlakukan ketentuan KUHAP, kecuali mengenai ketentuan
khusus acara pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang
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tertenty untuk sementara tetap berlaku sampai ada perubahan daw/atau
dinyatakan tidak bertaku lagi. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan
bahwa yang dimaksud dengen ketentuan khusus tentang acars pidana
sebagaimana tersebut pada undang-undang fertentu adalah ketentuan
khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada:

- Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi (UU Ne 7 Darurat tahun 1951)

- Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
No. 3 Tahun 1971)

Tindak Janjut dari ketentoan pasal diatas, dapat dilihat pada Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana
dzlam pasal 17 menyebutkan bahwa:

“Penyidik menurwt ketentuun khusus acara pidena sebagaimana
tersebut pada wnidang-undang tertentu sebagaimana dimaksud
daiam pasal 284 avat (2) KUHAFP dilaksanaken oich Penyidik,
Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan”.

Pada penjelasan pasal ini discbutkan bahwa wewenang penyidikan
tindak pidana terfentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang
tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang
berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kewenangan jaksa unfuk melakukan penyidikan tindak pidana
korupsi dipertegas dalam ketentuan Undang-undang Womor 16 tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam pasal 30
disebutkan bahwa dibidang pidana Kejaksaan mempunyal tugas dan
wewenang diantaranya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana tertentu berdasarkan yndang-undang, Sehingga dari uraian diatas
Jaksa masih berwenabg untuk melakukan penyidikan terbadap tindak
pidana korupsi.
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b. Kepolisian Negara Republik Indonests;

Berdasarkan Undasg-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dalam pasal 14 huruf g disebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundoang-undangan
lainayva”.

Dari ketentuan ini, Kepolisian berwenang melskukan penyidikan tindak
pidans korupsi, katena Kepolisian Negara RI berwenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk
tindak pidana korupsi.

¢ Komist Pemberantasan Tindak Korapst (KPK});

Ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan untuk
membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi paling lambat 2
tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Amanat tersebut ditindak
lanjuti dengan dikeluarkannya Undang-yndang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberatasan Tindak Korupsi Padan ini mempunyai
kewenangan antara lain melakukan koordinasi dan supervisi terhadap
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi.

Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisabkan attinva oleh
KUHAP, walaupun menurut bahass Indonesia kedua kata ity berasal dari
kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti'®. Dalam
mengungkap suatu tindak pidana tidak terlepas dari upaya penyelidikan
dan penyidikan, dimana penyelidikan adalah seramgkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suaty peristiwa yang diduga

" Andi Hamaesh, Hidun: Acare Pidana, cet. 3(Jakarta: Sinar Graflka, 2004), hal 117
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sebagai tindak pidana puna meneniukan dapat atau tidaknya dilakilan
penyidikan menurut cara vang diatur dengan undang-undang®'*.
Sedanpkan penyidikan adalah serangkalan tindakan penyidik dalam hal
dan menurat cara yang distur menurut undang-undang untuk rmencar
serta mengumputkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya''®,

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sarmna lain,
Pernyelidikan adalah sub sistem dari penyidikan, yang fujuannya adalah
untuk mengumpulkan bshen-bahan yang nantinya akan dipergunakan
pada tahap penyidikan, apabila suatu peristiwa yanp diduga sebagai
tindak pidana yang diselidiki ity ternyata benar-benar suatu tindak pidana
dan dapat dilakukan penyidikan'*®,

Penyelidikan merupakan tindakan-tindakan veng mengawali
penyidikan untuk menentukan svatu peristiwa itu termasuk  tindak
pidana. Apabila sudah ditentukan balwa peristiwa tersebut adalah tindak
pidana, maka sasaran penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukdd
guna membuat terang tindzsk pidana tersebut dan  menenmkan
tersanpkanya.

Menurut pasal 7 KUHAP, kewenangan yang yang dimiliki penyidik,
antara lain:

i, menerina laporan atan pengaduan dari seseorang tentang adanva
tindak pidana

2. melakokan tindakan pertama pada saat diternpat kejadian

3. menyurih berhenti seorang tersanpka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersanpka,

'Y Indanesia, Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahus 1921, LN
No. 76 Tahun 1951, TLN NO. 3209, pasal 1 angka 2.

B 1hid, pasal 1 angka §

6 Harun M. Huseln Penyidikan dan Penntiton delam Proses Pidong, (Jakavia: Rineka
Cipta, 1991, hal, 80
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melakukan penangkapan, penghanan, penggeledaban dan
penyitaan,

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,

mengambil sidik jari datt memotret seseorang,

reemanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atzn saksi,

mendatangkan orang abli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara,

mengadakan penghentian penyidikan,

mengadakan tindakan lain menurut hulkum yang bertangpung
jawab

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah
sebagai berkut''’”:

i

T NV R P

1o
ML

Ketentuan tentang alat-alat penyidik,

Ketontuan tentang diketahuinya terjadinys delik,

Pemeriksaan di tempat kejadian,

Pemanggilan tersangka atau terdakwa,

Penahanan sementara,

Pengpeledahan,

Pemeriksaan atau interogasi,

Berita acara (penggeledahan, inieropasi, dan pemeriksaan di
tempat),

Penyitaan,

Penyampingan perkara,

Pelimpaban perkara kepada pepuntut unum dan pengembaliannya
kepada penyidik untuk dissmpurnakan.

Dari urajan diatas maka tindakan pemeriksaan atau interopasi

merupakan bagian dari tindakan penyidikan dan untuk kepentingan

pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang untuk  melakukan

pemanggilan terhadap:

17 Andi Hamzah, op. cit, hal. 118
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{. tersangka, vang karenz perbuatannya atau keadaanuya berdasarkan
bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana,

2. sgksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa berkaftan dengan
pengetahuan yang dimiliki saksi mengenai suatu tindak pidana,

3. ahli, orang yang memiliki keshlian khusus tentang hal yang diperlukan
untuk membuat terang sustu tindak pidana

Memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum (Lega!

Obligation). Tersangka, saksi ataupun ahli wajib datang memenuvhi
panggilan untuk diperiksa, kecuali mereka vang karena pekerjaan, harkat
martabat atan jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta
dibebaskan dari kewsjibannya untuk memberikan keterangan sebagai
saksi'’® Bahkan orang yang tidak menuruti panggilan penyidik diancam
dengan pidana seﬁagaimana disebutkan dalam pasal 216 KUHP, yaitu:

“Barang siopa yang tiduk menurutl perinieh atay permintaan yang
dilakukar,. menwrut undang-undang oleh pejabat yang berdasarkan
fugas menguswt aiau memeriksa Hindok pidana, dioncam dengan
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu cfen pidana
denda poling banyak sembilan ribu ruptah”

Dalam hukum pidana, tidak ada satu ketentwan hukum yang
memperbolehkanﬁpemenuhau panggilan dengan jalan diwakilkan kepada
orang lain, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Apabila
yang dipanggil tidak mentaati panggilan tersebut, maka vang bersangkutan
telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya dan apabila
panggilan pertama tidak dipenubd, maka penyidik dapat memanggil sekali
lagi dengan mengeluarkan perintah kepada pefugas untuk membawanya
kehadapan pejabat yang memanggilnya'’® Namun khusus pemanggilan
tethadap pejabat-pejabat negara tertentu yang berkaitan dengan keperluan

12 Indonesia, Undang-undang Tentang Hidum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN

No. 76 Tahun 1981, TUN NO. 3209, pasal 170 ayat (1)

9 mid, pasal 112 ayat (1) dan (2)
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pemeriksaan suatu tindak pidana, harus mendapat ijin dari Presiden atau
pejabat yang berwenang lainnya berdasatkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, FH'EJP?B‘@BQS Indonesla
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PROSEDUR 1JIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA TERTENTU.
A, Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara Tertentn
1. Pejabat Negara dan Penyelenggara Negara

Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting

sebagai unsur pimpinan'®. Sedangkan pengertian pejabat negara sendiri
adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya
yang ditentukan oleh undang-undanp'?!. Pejabat negara berkaitan dengan

penyelenggara negara. Menurut pasal 21 Undang-undang Nomor 28 tahun

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersth dan Bebay dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, penyelengpara negara adalah:

I

Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Nepara,

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,

Menteri,

Gubernur sefaku Wakil Pemerintah Pusat di dacrah,

Hakim di semua tingkat Pengadilan,

Pejabat Negara yavg lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perandang-undangan yang berlaku,

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannva dengan
penyelengpara negara sesuai dengan ketentuan ;mz‘ataz_raé perundang-
undangan yang beraku.

Dari kriteria penyelenggara negera diatas, maka sebagian besar
petivelenggara adalah pejabat negara.

Pejabat negara terdiri dari'™

2 sydarsous, op. oif,, hal. 190

32 Indonesia, Undong-undang Tentang Perubahan Atas Undeng-undong Nomor 8 tahun
1974 tentang Pokok Pokok Kepegmwian, UU No. 43, LN No. 169 Tahun 1995, TLN No. 3893,
pasal 1 angka 5

'2 mhid, pasal 11
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Presiden dan Wakil Presiden;

Ketua, Wakil Ketuz dan Angpota Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
Ketua, Wakil Ketuz dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah
Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan
Peradilan;

Ketua, Wakil Ketua dan Angpota Dewan Pertimbangan Agung;

Ketua, Wakil Ketuz dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
Menteri, dan jabatan setingkat mentert;

Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

i Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bupati /Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

k. Pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Meskipun ketentuan tentang pejabat negare distur dalam Undang-

=S TR~ M

2

Rt

undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, namus pejabat negara tidak
termasck pegawai negeri, kecuali pejabat negara tersebut adalah memang
pegawal negeri vang diangkat scbagai pejabat negara. Pegawai negeri yang
diangkat menjadi pejabat negars, dibebaskan untuk sementara wakiu dard
jabatan organiknya selema tuenjadi pejebat negara tanpa kehilangan
statusnya sebagai pegawai negeri™

. Ijin Sebelum Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara
Tertentu

Sebagaimana telah diuraikan pade bab pendahuluan, bshwa untuk
melakukan pemeriksaaan terhadap pejabat negara tertentu diperlukan
adanya ijin dari pejabat yang berwenang memberi ijin sebehim melakukan
pemeriksaan, Pengetiian {jin tnenurut beberapa kamus bahasa Indonesia
adalah sebagai berikut:

% 1hid pasal 11,
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- Perkenan, pertiyataan trehgabulkan, tizda metarang'?

- Pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya), persetujuan
membolehkan'®

- Suatu penetapan vang merupakan dispensasi daripads suatu larangan

oleh undang-undang™®

Sedangkan pengertian pemeriksaan’’ adalah

- perbuatan mengusut (perkara), menanyai orang untuk mengetahui salah
tidsknya, mempertimbangkan dan mengaditi {perkara)

- hasil memeriksa

- penyelidikan, pengusutan (petkara dsb)

Dari uraian diatas, pengertian ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara

tertentu adalah pernyataan mengabulkan atau persetujuan dari pejabat yang

berwenang memberi jjin, untuk membolehkan melakukan pemeriksaan

terhadap pejabat yang bersangkutan atau yang dimintakan ifin,

Ketentuan tentang adanya {fin sebelum melakukan pemerikssan
terhadap pejabat negara terientu tidak merupakan bagian darl ketentuan
tentang Tata Cara Tindakan Tindakan Kepolisian terhadap pejabat negara
tertentn yang diatur dalam:

- Undang-undang Nowmor 13 tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan
Kepolisian terhadap Apggots/ Piopinan MPR dan DPR,

-~ Ketetapan MPR Nomor VMPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib
Majelis Permusyawaratan Rakyat,

- Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 15 Juni 1975
tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan/Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat Il

9 1.8 Poerwodarminto,op.oft, hal. 390

% sudarsone, op. off, hal. 189

o 8T Kansll, dan Bansfl Chudstine S T.0p cit, fial 34
7 W18, Poerwodarmidnto,op. cif., hal 739
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Dati ketentuan perundang-uindangan distas, yang dimaksud denpan
Tindakan Kepolisian ialah:

permanggilan sehubungan dengan tindak pidana,
meminta keterangan tentang tindak pidana,
penangkapan,

penahanan,

penggeledatan

AT T T B A

penyitaan, **®
Sehingga sebelum melakukan tindakan kepolisian terhadap pejabat-pejabat
negara tertentu, harus mengiknti ketentuan perundang-undangan yang
mengatur testang perlunya prosedur ijin dari pejabat yang berwenang .
memberikan ijin.

3. Pejabat-pejabat Negara yans Memerlukan Hin Pemertksaan

Tidak semua pemeriksaan terhadsp pejabat negars memerlukan ijin
dari pejabat yang berwenang memberi ijin. Pejabat-pejabat negara yang
memerlukan ijin sebelum dilakukan pemeriksaan techadap pejabat tersebut,
antars lain adalah:

1. Anggota Legislatlf (DPR/DPRD ProvinsVDPRD Kabupaten/Kots)
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRID mengaiur fentang
mengenal tata cara melakukan penyidikan terhadap anggota legisiatif.
Pagal 106 undang-undang ini menyebutkan bahwa:

a. Anggota MPR, DPR dun DPD yang diduga melakukan tindak
pidana maka pemanggilan {termasuk pemanggilan sebagai saksi),

28 Pengertian tindakan Kepolisian fnf seswai dengan Ketelapan MPR Nomor IMPR/1973
pasal 14; Undang-uadang Nonsor 13 tahun 1970 tentang, Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap
Anggeta Pinpinan Majelis Permusyawaratan Rakyal Sementara dan Dewan Perwskifan Rakyat
Gotong Royong, UU NO. 13 tahun 1970,pasal 1 ayat (1); dan Iostrukst Presiden RI Nomor 9
Tahou 1974 fanggsl 15 Juni 1973 tentang Tata Cara Tindaksn Kepolisian Terhadap
Pimpinan/Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Tingkat | dan Tingkst I, pads bapian
lampiran,

egglégs Induhiesia
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perpiintaat  keferangan (pemeriksaan) dan  penyidikan harus
mendapat persetujuan tertulis secarn langsung dari Presiden (tanpa
hak substitus],

b. Angpota DPRD Provinsi yaog diduga melakukan tindak pidana
maka pemangpilan  (termasuk  pemangeilan  sebagal  saksi),
permintaan  keterangan (pemeriksaan) dan penyidikan harus
mendapat persetujuan tertulis secara langsung dari Mentesi Dalam
Negeri ates nama Presiden (fanps hak substitusi),

¢. Anggota DPRD Ksbupaten/Kota yang diduga melakukan tindak
pidana maka pemangpilan {termasuk pemanggilan sebagal saksi),
permintaan  keterangan  (pemeriksaan) dan  penyidikan  harus
rendapat persetujuan tertulis secara langsung dari Gubernur atas
nama Menteri Dalam Negeri (tanpa hak substitusi),

Keteotuan diatas tidak berlaky bagi anggota MPR, DPD, DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, apabila tindak pidana yang diduga
dilakukan tergolong sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana
terorisme atau tindak pidana lsin dalam keadaan tertangkap tangan.
Namun bagi penyidik roasik ada keharusan sntuk melaporkan dalam
waldu 2 x 24 jam kepada pejabat yang berwenang sebapgaimana
disebutkan pada angka 1,2, dan 3 diatas untuk memperoleh ifin atan

persetujnan.

. Pimpinan dan Hakim Mahkamah Agung

Dalam Undang-undang Nomor 14 tabun 1985 tentang Mahkamah
Agung pasal 17 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang
Normwor 5 tehun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14
fahiun 1985 tentaug Mahkamah Agung, diatur bahwa penangkapan atau
perahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim
Anggota Mahkamah Agung dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah
mendapal persetujuan Presiden. Ketentuan ind tidak berlaku dalam hal
tertangkap tangan melakuken tindak pidana kejahatan atau berdagarkan
bukti pettlaan yang cukup, disangka melakukan tindak pidana
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kejahatan yang diancam dengan pidasa mati atau tindak pidana kejahatan
tethadap keamanan tegars, namun pelaksanaan penangkapan atau
penahanan ini harus dilaporkan kepada Jakss Apung.

3. Pimpinan dan Haldm Pengadilan

Dalam Undang-undang Momor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8
tahun 2004 tentang Perubahan atas (ndang-undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum diatut teptang penangkapan dan
penahanan terhadap Hakim dan Pimpinan Pengadilan. Dalam pasal 26
undang-undang ini disebutkan bohwa Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
Penpadilan dapat ditangkap atay ditahan atas perintah Jaksa Apung
setelah mendapat persetujuan Kefua Mahkamah Agung. Ketentuan ini
juga berlaku untuk Hekim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana
dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaba Negara sebagaimana telah dirabah dengan Undang-undang
Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Nomor § tahun 1986
tentang Peradilan Tatg Usaba Negara menyebutkan bahwa Ketua , Wakil
Keton dan Hakim Pengadilan Tata Usaba Negara dapat ditangkap atau
ditahan bhanya atas perintah Jaksa Agung juga setelah mendapat
persetujuan dari Ketua Mabkamah Agung. Sedangkan untuk Ketua,
Wakil Ketna dan Hakim pada Pengadilan Agama, menorut pasal 25
Undang-undang Nomor 7 fahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat
ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Apung setelab mendapat
persetujuan Ketua Mabkamah Agung dan Menteri Agama.

Meskipun dalam  peratutan  perundang-undanpan menyebutkan
diperlukannya {jin hanya untuk tindakan penangkapan dan penazhanan
terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung Anggota
Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pengadilan
(sehagalmana disebutkan dalam angks 2 dan angka 3 distas), namun

_ ~ Universlias Indonesla
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fatwa Mahkamah Agung RI '%° menyatakan bahwa meskipun ketentuan
perundang-undangan hanya mensyaratkan penangkapan dan penahanan
terhadap hakim atas petintah Jaksa Apung setelah mendapat persetujuan
Ketua Mahkamah Apung dan Menteri Kehakiman/Menteri Agama,
namun untuk memanggil atau meminta keterangan-pun harus ada
perintah Jaksa Apgung setelah mendapat persetujuan Menteri
Kehakiman/Menteri Agama, sepanjang hal itu dilakukan dalam
hubungan adanya dugaan bahwa seotang hakim tefah melakukan tindak
pidana atau menjadi saksi dalam perkara pidana (pemanggilan pro
yustisia)

Namun ketentuan ijin tersebut tidak berlaku dalam hal Ketua, Wakil
Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau
Pengadilan Tata Usaha Negara tertangkap tangan melakukan tindak
pidana kejahatan, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana mati, atau disangka telah melakukan tindak
pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

4. Anggota Badan Pemeriksa Kenangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaan
Keuangan mengatur tentang Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota
Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan
bahwa terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat
dikenakan tindakan Kepolisian guna pemeriksaan suatu perkara kecuali
atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih-dahulu menadapat persetujuan

Presiden.

Dikecualikan dari ketentuan diatas adalah apabila anggota Badan
Pemeriksa Keuangan tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana
yang diancam dengah hukuman lebih dari satu tahun penjara, maka ia

129 Patwa Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/1125/RHS/VIIL/1991 tanggal 31 Agustus
1991, perihal Permiohonan Fatwa yang dikeluarkan untuk menjawab Surat Jaksa Agung Rl Notnor
B-029/A-5/7/1991 tanggal 12 Juli 1991 perihal Permchonan Patwa mengenai penyldikan terhadap
para hakim, baik Hakim Agung, Hakim Pengadilan Umum maupun Hakim Pengaditan Agama.
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dapat ditangkap dan ditahan paling lama dus kali dua pulub empat fam.
Natun penahanan tersebut harus dilaporkan kepada Jaksa Apung untuk
kemudian dilapotkan kepada Presiden. Penahanan febih lanjut hanya
dopat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agunp setelah teriebih dahulu
diperoleh persetujuan Presiden.

. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Wakil
Gubernur dan Bupati/Wakll Bupati, Walikota/Wakil Walikota)

Dalart  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintaban Daerah, pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan
penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah danfatau wakil
kepala daerah dilaksanakan setelah adanys persetujuan tertulis dari
Presiden atas permintaan penyidik. Namun apabila ijin tersebut tidak
diberikan oleh Presiden dalam wakiu paling lambat 60 {enarm puluh} hari
terhitung sejak diterimmanya permobonan, proses penyelidikan dan
penyidikan terhadap kepala daerah daw/atau wakil kepala daerah tetap
dapat dilakukan.

Ketentuan terhadap kepala dan/atau wakil kepala daerah ini lebih Juas
dari ketentuan ierbadap pejabat-pejabat negara yang lain, karena dalam
undang-undang ini disebutkan tindakan penyelidikan dan penyidikan,
yang berarti seluruh tindakan yang merupakan bagian dari penyelidikan
dan penyidikan, yang meliputi antara lain pemanggilan, pemeriksaan,
penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penshanan dan tindekan lain
yang termasuk dalam lingkup tindakas penyelidikan dan penyidikan.
Namun ketentuan diatas tidak berlaku dalam hal Kepala Daerah dan/atan
Wakil Kepala Daerah tertangkap tangan melakukan tindak pidana
kejahatan, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana mati.

_ _ Universitas Indonesia
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Uniuk memperjelas pejabat-pejabat negara yang memerlukan ijin

sebelum  dilakukan pemeriksaan dan pejabat yang berwenang
memberikan ijin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabe! 3.1. Tabel Daflar pejabat-pejabat negara yang memerlukan gin scbelum
dilakukan pemeriksaan dan pejabal yaug berwenang memberikan ijin.

NO PEJABAT NEGARA YANG PEJABAT YANG
MEMERLUKAN LN MEMBERIKAN UIN
PEMERIKSAAN

1. | Anggota MPR, DPR, DPD Presiden

2. | Hakim Agung, Presiden

3. Anpgota Badan Perneriksa Keuangan | Presiden

4. | Gubernur, Bupati, Walikota Presiden

5. | Ketua, Wakil Ketuas dan Hakim | Kctua Mahkamah Agung dan
Pengadilan Agama Menteri Agama

6. | Ketua, Wakil Ketua dan Hakim  Ketua Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri

7. | Ketua, Wakil Ketua dan Hakim | Ketua Mahkamah Apung
Pengadilun Tata Usaha Negara

8. | Angpota DPRD Povinsi Menteri Dalam Negeri

9. | Anggota DERD Kabupaten/ | Gubernur

Kotamadya
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B. Latar Belakang diberlakukannya ketentuan tentang Ijin Pemeriksaan
bagi Pejabat Negara Tertentu
1. Menjaga Kewlbawaan dan Martabat Pejabat Negara
Menutut Sofyan Sitompul'®®, latar belakang perlunya ijin sebelum
melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu, didasarkan pada
pertimbangan  babwa pejabat  negars merupakan  cerminan  atau
representasi dari nepara Pejabat nepara merupakan bentuk nyata dari
negata, sehingpa unfuk melakukan petneriksaan, penangkapan atau
penahanan harus dilakukan dengan hati-hati dan benar. Hal ini berkaitan
dengan kedudukan dan martabat sebagai pejabat negara yang harus
dibargai dan dijaga kewibawaannya. Mengingat pejabat negara diangkat
dan dibethentikan oleh Presiden, maka perlunya prosedur ijin fersebut
adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar pejabat-pejabat tersebut tidak
diperlakukan secata sembrono dan semena-mena yang pada akhicnya akan
menjatuhkan martabat dan wibawa pejabat negara tersebut.

Dari segi harfiah yang dimaksud dengan martabat adalah tingkatan,
derajat, pangkat, gengsi’®'; wibawa, kewibawaan adainh kekuasaan dan
hak memberi perintah (yang harus ditaati)'*, sedangkan kedudukan adalah
tingpi rendahnya pangkat dalam jabatan dan masyarakat™,

Pejabat-pejabat negara ferfentu tersebut adalah  pejabat vang
memegang kekuasaan nepara dibidang eksekutif, legisiatif maupun
vudikatif Mereka adalah orang-orang terpilih yang dibeﬁ*‘amanat dan
ke@ercaym dari negara dan masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas
negara dalam ketiga bidang kekuasaan tersebut, schingga apabila pc}abé’c—
pejabat tersebut diduga terlibat suatu tindak pidana yang berkaitan dengan

3% Sofyan Sitompul, Dircktar lLitigasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
uadangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hasil wawancara tanggal 14 Juni 2009

131 .1.9. Poerwodarminto,op. cit. hal 634
B fhid bl 1351
13 1hid hal. 260
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tugas-tugasnya, maka dia hatus dipetlakukan detigan hatl-hati dan tidak
semena-mena agar tidak menjatuhkan martabat dan kewibawaan pejabat
tersebut.

Hal ini juga dapat dilihat dari dasar normatif peraturan perundang-
undangan tferkait yang mengatur tentang ketentuan ijin pemeriksaan
terhadap pejabat tertentu. Setelah dilakukan penelitian terhadap undang-
undang  terkait, maka dasar normatif ataupun pertimbangan

diberlakukannya ketentuan tersebut, disebutkan antara lain sebagai
berikut:

2. Untuk menjamin dan menjaga martabat, wibawa dan posisi
pejabat negara yang harus dihormati.

Dasar pertimbangan ini dapat dilihat pada bagian pertimbangan dari
Undang-undang Nomor 13 tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan
Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
yang menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin martabat Majelis
Hakim Permusyawaratan Rakyat Sementara Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong, perlu diadakan ketentuan tentang Tata cara tindakan
Kepolisian terhadap Anpgota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pertimbangan serupa juga dapat dilihat pada Inpres Nomor 9 tahun
1974  tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap
Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Tingkat I dan
Tingkat 11, yang menyatakan Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap
pejabat nepara tersebut dilakukan untuk menjaga martabat dan
wibawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat 11
Sedangkan untuk pimpinan ataupun anggota hakim pengadilan,
pemberlakuan ketentuan ijin tersebut menurut Fatwa Mahkamah Agung
RI Nomor: KMA/125/RHS/VII/1991 tanppal 31 Apustus 1991
didasatkan pada pertimbangan postsl hakim yang harus dihormati.
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Jadi ketentuan tentang adanya prosedure it tersebut adalsh untuk
menjamin kewibawaan, martabat dan kedudukan dari pejabat nepara
tetsebut yang harus dihormati oleh masyarakat, termasuk juga oleh
aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap pejabat
tersebut.

. Untok menjamin pelaksanaan tugas dari pejabat megara yang
bersangkutan,

Dalam meolakeanakan tugas yang dibebankan negara kepadanya,
pejabat negara memerlukan jaminan agar dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 15 Undang-
undang Nomor 15 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
disebutkan bahwa maksud diberlakukannya ketentuan fentang {ata cara
tindakan kepolisian terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan
adalah agar anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat leluzsa dan
dengan sehaik-baiknya melakukan tugas, dengan mendapat jamingn
hukum sebagaimana mestinya scbagai anggota lembaga tinggi negara,

Untuk menjamin agar tidak terjadi kebocoran informasi yang
berkaitan dengan rahasia jabatan yang dipangkunya.

Berdasarkan jabatannya, seorang psjabat pegara terikat kepada
kewajiban untuk menjaga informasi yang sifatnys rahasia, baik itu
informasi rahagia yang berkaitan dengan jabatan yang dipangkunya atau
informasi yang berkaitan dengan rahagia pegara yang sifainya sangat
rahasia dan tidak boleh dibovorkan kepada publik. Mardjono
Reksodiputro berpendapat bahwa ketentuan ijin wotuk melakukan
pemeriksaan terhadap pejabat negara dimaksudkan agar pejabat atasan
dari pejabat yang diperiksa mengetshui perihal adanys pemeriksaan

tersebut.

Pemberitahuan terhadap pejabat atasannya wajib dilakukan karena
dengan dipanggil dan diperiksanya pejabat negara oleh pihak penyidik,
maka besar kenmngkinan pemeriksaan tersebut dapst membuka
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keterangan-keterangan yang sebenarnya bukah untuk umum dan
merupakan bagian dari rahasia jabatan yang diembannya. Oleh karena
itu diperlukan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat

atasan dari pejabat negara yang akan diperiksa.'**

Sebaliknya menurut Mardjono Reksodiputro, pejabat atasan dari
pejabat negara yang akan diperiksa tersebut tanpa alasan yang sah tidak

boleh secara sewenang-wenang menghalangi pemeriksaan penyidik.

2. Latar Belakang Sejarah

Selain untuk menjaga martabat, wibawa dan posisi pejabat negara,
adanya ketentuan tentang perlunya ijin sebelum melakukan pemeriksaan
terhadap pejabat negara, menurut Sofyan Sitompul'> juga tidak terlepas
dari latar belakang sejarah. Pada saat era Presiden Soekarno, Jaksa Agung
Suprapto telah melakukan pemeriksaan kepada dua menterinya tanpa ijin
dari Presiden, karena pada saat itu memang tidak diatur tentang perlunya
ijin Presiden sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara.
Jaksa Agung Suprato telah menangkap Menteri Kehakiman dan Menteri
Luar Negeri tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden atau Perdana
Menteri.'* Menteri Luar Negeri, Roeslan Abdulgani dipersalahkan karena
membawa sejumlazh dolar Amerika ke luar negeri sedangkan Menteri
Kehakiman, Djody Gondokusuma, disangka melakokan tindak pidana
korupsi. Penangkapan atas kedua menteri tersebut mendapat reaksi keras
dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo dan Presiden Soekarno, yang
meminta kepada Jaksa Agung agar kedua kasus tersebut dihentikan,
bahkan terjadi perdebatan sengit pada saat sidang kabinet terbatas, ketika
Perdana Menteri meminta Jaksa Agung untuk mengabaikan kasus tersebut
tapi Jaksa Agung tetap menolaknya dan memilih meneruskan

134 Mardjono Reksodiputro, Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2009
135 Sofyan Sitompul, op.cit.

¢ Andi Hamzah, “Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, (Makalah
disampaikan pada Seminar di Pusat Penelitian dan Pengembangan , Jakaria, 28 Septeniber 2004)
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petiyelesaian kedua kasus tersebut'™, Dari latar belakang sejarah diatas,
maka pada era orde baru lahitlab berbagai ketentuan perundang-undangan
yang mensyaratkan perlunya ijin dari pejabat yang berwenang sebelum
melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu,

3, Latar Belakang Budaya Militer

Menurut Satjipto Rahardjo’ kehidupan hukum, kbususnya budays
hukum masyarakat, dari segi normatif sangat dipengaruhi oleh kondisi-
kondisi budaya masyarakat secara mskro yang sangst dekat dengan
tdfimate reality. Namun pada tingkat mewujudkan budaya hukum dalam
tatanan tiil dalam suvatu tnasyarakat, informasinya akan sangat
dipengarubi oleh tatanan politik dan tatanan ekonomi vang cenderung
berorientasi pada bal-bal yang praktis atau cenderung beradaptasi dengan
tuntutan realitas.

Setelah pemerintahan Soekamo “jatuh”, maka pemegang kekuasaan
negara adalah orde baru. Presiden, menteri-menteri dan pejabat-pejabat
nepara pada saat ito sebagian besar berasal dari kalangan militer, Terkait
dengan latar belakang sejarah yang telah diuraikan pada angka 2 distas,
rezim orde baru sebagai pemegang kekuasaan negara saat iy, merasa
perlu untuk melakukan kontrol atau pengendalian delam pemeriksaan
pejabat-pejabat negara tertentu yang diduga terlibat tindak pidana. Hal ini
tidak terlepas dari budaya militer yang menganut sistem hirarki dan
komando dalam pelaksanaan tuges kemiliteran Dalam sistem militer,
unhuk melakoukan tindakan teshadap seorang tentara harus sepengetahuan
dan ijin dari atasan langsung, termasuk untuk melakukan pemeriksaan
terhadap vang bersangkutan.

Hal inilah yang melatar belakangi pola pikir dan pola tindak dari
penguasa orde bary yang sebagian besar berasal dari militer. Rezim orde

BT 1ip D. Yahya, Mengnadili Menteri Memeribsa Perwira, Jaksa Agung Suprapfo dan
Penggakan Hukum di Indonesia Feriode 1950-1959, (Jakarta: Gramedia Pugtaka Utama, 2004),
disarikan dati ha! 44-34 dau 197-198

122 gatilpto Rahardio, Rukes den Masyarakat, (akarta: Angkasa, 1981), hat. 25
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baru identik denpan rezim militer, sehingpa berpengaruh tethadap
tindakan dan kebijakan yang lahir pada masa itu yang pada akhimya juga
berpengaruh tethadap lahithya ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang memberikan perlakuan khusus berupa perfunya prosedur
fjin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara
terientu yang diduga terlibat dalam suaty tindak pidana.

Polittk dan Hukum

Dari ketigs hal diatas yang menjadi pertimbangan alaupun latar
belakang lahimya ketentuan perundang-undangan vang menberikan
periakuan khusus kepada pejabat-pejabat negara tertenty, juga didukung
oleh adanva kehendak pc;iiﬁk vang melatarbelakanginya, karena hukum
merupakan produk polittk yang memandang hukum sebagai formalisasi
atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi
dan saling bersaingan '*°

Struktur organisasi pembentukan undang-undang adaleh lembaga
cksekutif dan legislatif yang didalamnya terdiri dari wakil-wakil golongan
politik yang pada dasarnya memperjuangkan aspirasi-aspirasi politik.
Lembaga eksekutif atau pemerintah pada dasamya merupakan lembaga
pelaksana undang-undang, namun dalam kenyataannya ia juga lembaga
pembentuk undang-undang, Sehingga dilihat dari proses pembentukannys
merupakan proses yang penuh aspirasi politik dari pemerintah atau
penguasa yaog mengakibatkan undang-undang produk kedua lembaga ini
pada dasarnya tidak lagi bersifat netral.

Senada dengan pendapat ini adalabh pemikiren dari aliran Critical
Legal Studies atan Gerakan Studi Hukum Kritis yang muncul pada sekitar
tahun 1970-an di Amerika, dimana ide dasar gerakan ini bertumpu pada
perikiran babws hukum tidak dapat diplsahkan dari politik dan hukum
tidak bebas nilai atau netral Dengan kata lain hukum dari mulai proses

9 sobammad Mahiud MD, Polifik Hubaun & Indonesia op.cit, hat 7
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peinbuatan  sampal  kepada petnbetiakuannya selalu  metgatidung
petmihakan, sekalipun dalam fiberaf legal order, dibentuk akan keyakinan,
kenetralan, obyektivitas, predikiibilitas dalam fuleutn ' Pendapat
Mochtar Kusumaatmaia™! yang menvatakan politik dan hukum hatus
bekerja dan saling menguatkan melalui usgkapan “Hulum tanpa
kekuasaan adalah angan-angan, kekuasazn tanpa hukum adalah
kelaliman”, justru dalam prakteknya hukum seringkali menjadi cermin
davi kehendak pempgang kckuasagn.

Penelusuran sejarah dan analisis terhadap hubungan antara konfigorasi
politik dan karakter produk hukum vyang dilskukan ofeh Mahfud
MD"menunjukkan  bahwa karakter produk hukum  senantiasa
dipengarubi oleh konfigurasi politc vang melahitkannys, artinya
konfigurasi pelitik tertentu selalu melahirkan karakter produk hukum
tertentu, dimana kelompok dominan (penguasa) dapat membust undang-
undang atau peraturan perundang-undangan menurut visi dan dan sikap
politikniya sendiri yang belum tentu sesual denpan jiwa koustitusi yang
berlaku. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka
karakteristiknya produk  hukem yang dilshirkannya cenderung
responsive/populistik, sedangkan konfigurasi poliik yang otoriter akan
melahirkan produk lukum yang konservatiffortodoks/elitis.

2 FX Adji Samekdo, St Hukum Kritis, Kritik TYerhadap Hulum Modern, {(Samarang;

Badan Pensrbit Universitas Dipouegore, 2003), hat 65 dalam MR Offc Sulman dan Anton 8,
Susanto, Jecri Hukum, (Bandung: Refika Aditamy, 20847, hal, 126

B Mochtar Kusumantmadia, Fungyi dan Perkembangan Huwkum datard Pambangunar

Nasionel, (Bandong: Lembaga Penalition Hukem dan Kriminologd Pakulias Hukem UNPAD M),

hal 4-5

2 Moh. Mahfud MI3, op. oit., fal 376 - 381
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Menurut Mahfiid MDY

"Produk Hukum yang responsive atau populistik adalah produk
hukum yang mencerminkan rasa keadilan dar memenuhi harapan
masyarakat, dalom proses pembuatannya memberikan peravian
besar dan partisipasi penuh  kelompok-kelompok sosial atau
individu didalam masyarakal, sehingga hasiinya bersifat responsif’
terhadap tuniutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam
masyarakat, Sedangkan produk hukum konservatif atau ortodoks
atay elitis adalah prodik hukum yang isinya lebih mencerminkan
vist sosial elit politik, lebih mencerminkan keingincn pemerintak,
bersifat positivis instrumentelis, yated menjadi alat pelaksanaan
ideciogy dan program Negara™

Hal ind juga tercermin dari Perundang-undanpgan yang mengatur
tentang tafa cara tindakan kepolisian terhadap pejabat negara terfentu.
Peraturan perundang-undangan tersebut kebanyakan lahir pada rasz orde
baru yang hersifat otoriter, sehingga mempengarvhi tethadap produk
hukum saat itu yang cenderung memberikan “periakuan khusus” terhadap
pejabat negara tertentu, sehingga membutuhkan tata cara/prosedur
tersendiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara
tertentu vang diduga terlibat tindak pidana dibandingkan pemeriksaan
terhadap warga negara biaga.

Seiring perikembanpgan Indonesia kearah yang negara yang demokratis,
sudah banyak dikeluarkan produk hukum yang bersifat populistik, namun
ketentuan tentang prosedure ijin sebelum melakukan pemeriksaan
terhadap pejabat negara tertentu ini tetap dipertahankan dalam undang-
undang yang lahir setelah masa reformasi. Hal ini dapat dilihat dari UU
Nomor 22 Tahun 2003 tenfang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPD, dan DPRD mengatur fentang mengenai fata cara melakukan
penyidikan terhadap anggota legislatif dan UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun ketiga undang-undang tersebut

lahir setelah masa reformasi yang menandai pergantian dari masa oforiter

2 1hid hal, 25
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mentfy keatah demmokratls, tapi ketentuan temtang ifin pemeriksaan
terhadap pejabat tertentu masih tetap dicantutnkan, Kondist ini menwrut
Karl Manheltn (Man and Society in an age of reconstruction: 1950),
dalam Soepomo* bahwa “pun dizaman revolusi, adalah suatu kenyataan
bahwa hal-hal yang lama dan hal-hal yang barg adalab campur baur”
(“even in socalled revolutionavy periods the old and new are blended™).
Jadi meskipun rezim telah berganti tidak serfa merta menghapuskan
perdnggalan rezim yang lama secara sekaligus. Peninggalan rezim yang

fatna aken bercampur baur dengan produk yang dibasitkan oleh rezim
vang baru.

C. Hin Pemeriksaon Pefabat Negara Tertentu ditinjau Darl Perspektif
Prinslp Persamaan Kedodukan df depan Hokum

Sebagaimana telah diuraikan pada bab I, beberapa perundang-undangan
yang berlaku smaf ini telah mengatur tentang perlunya prosedur fjin dari
pejabat yang berwenang sebelum melakukan perneriksaan terhadap pejabat
negara terfentu  Ketentuan fersebut memberikan perlukuan yang berbeda
antara pejabat-pejabat negara tertentu dengab warga negara biaga, sehingga
untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga negara bissa, penyidik dapat
tangsung melakukan pemeriksaan terhadap vang bersangkutan tanpa melalui
prosedur ijio, sedangkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat
negara tertenty, penyidik harus meminta ijin terlebih dahubu kepada pejabat

yang berwenang memberikan  iin  sebelum melakukan tehadap vang
bersangkutan.

Namun disisi lain, dengan  diberlakukanmya 11 Nomor 30 tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan yang
mensyaratkan adativa ijin sebelum memeriksa pejabat-pejabat tertentu tidak
berlaku bagi kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi {(KPK). Undang-undang mesmberikan wewenang kepada KPK untuk

" Soepomo, Ststem Hulum Sebelum Perang Dunla Kedun, cet 16 Jakarta: Pradnya
Paramila, 2002, hal, 5
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melakukan tugas penyelidikan, penyidikat, dan penuntutan terhadap
penyelengpara nepara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku
pejabat negara'®®. Hal ini dipertegas dalam ketettuan pasal 46 ayat (1)
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangha oleh oleh
KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus
yang berlaku dalam ranghka pemeriksaan tersangka yang diatur
dalam peratyran perundang-undangan lain, tidak berlaku
berdasarkan undang-undang ini”

Kemudian dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh ijin bagi tersangka
pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

Dari uraian diatas tergambar bahwa ketentuan perundang-undangan selain
memberikan perlakuan yang berbeda antara warga negara biasa dan pejabat
negara tertentu, juga memberikan perlakuan yaug berbeda diantara pejabat-
pejabat negara itu sendiri, dimana untuk perkara yang ditangani oleh KPK -
tidak lagi memertukan ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap yang
bersangkutan, sedangkan untuk perkara yang ditangani oleh Kejaksaan dan
Kepolisian maupun Timtas Tipikor tetap mensyaratkan adanya ijin sebelum

melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tersebut.

Perbedaan perlakuan terhadap sesama pejabat negara antara lain dapat
dilihat pada kasus korupsi yang melibatkan dua gubernur kepala daerah, yaitu
Abdullah Puteh, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Ali Mazi,
Gubernur Sulawesi Tenggara. Meskipun keduanya berstatus gubernur, namun
kedua kasus tersebut ditangani oleh dua institusi yang berbeda. Kasus korupsi
Ali Mazi ditangani oleh Timtas Tipikor, sedangkan kasus Kotupsi Abdullzh
Puteh ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

15 {ihat penjelasatt umum Undang-undatg Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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a. Kasus Korupsi Abdullab Puteh!4®

Abduliah Puteh, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
didupa mefakukan tindsk pidana korupsi dalam proses pembelian
hetikopter M1-2 PLL Rostov Rusia. Tindakan Abdullah Puteh dalam
membeli helikopter tersebut dari PT Putra Pobiagan Mandiri (FPM)
dinilai menyalahi prosedur schingga merugikan negara sebesar  Rp. 10,8
milyar. Dalams proses pembeiiazz helikopter tersebut, Puteh secara pribadi
telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 750 juta kepada PT PPM sebagai
vang “tanda jadi’ meski belum ada surat ataupun petjanjian pembelian.
Tindakan Puteh ini telah melangpar ketentuan dalam Keputusan Presiden
No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksasaan Barang/¥asa Tustansi
Pemerintah, dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan fentang
larangan mengadakan permbayaran sebelum ada perjaniian yang pasti.
Terlebih lagi, proses pembelian helikopter MI-2 dilakukan tanpa melalui
proses tender, dimana PT PPM ternyata bokan satu-satunya pemasok
helikopter. Adanya penunjukan langsung yang dilakukan Puteh juga
dinilai melanggar Pasal 12 (¢) Keppres 18/2000. Sebab, penunjukkan
langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan barang yang harganya
tidak lebih dari Rp. 50 juta. Itupun harus dibsli dari usaha kesil maupun
koperasi. Padahal, PT PPM tidak termasuk dalam kategori vsaba kecil

ataupun koperasi.

Penunjukkan PT PPM tanpa tender oleh Puteh juga menyalahi
prosedur Pasal 11 (3) Keppres 18/2000, yang secara tegas dikatakan
bahwa penunjukas langsung oleh gubernur tidak memerlukan
persetujuan dari Menteri dalam Negeri. Sedangkan untuk pengadaan
helikopter senilai Rp. 12 miliar vang dananya bersumber dari APBD,
maka seharusnya mendapat persetujuan Mendagri. Puteh didupa telah
meiakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal
18 ayat 1 huruf a,b,c Undang-undang No.3! Tahun 1959 Jo UU No. 20

Wekasus  Patch dam Masa  Depan Korupsl”,  <hipp/hukum
ouline. com/detail aspid=12623 & cl=Berta>
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Tahun 2001 {entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 KUHP.

Kasus Korupsi Abdullah Puteh ini ditangani oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak memerlukan ijin dari
Presiden dalam melakukan pemeriksaan terhadap Puteh.

b. Kasus Korupsi Ali Mazi' ¥

Berbeda dengan Abdullah Puteh, kasus Korupsi Ali Mazi ini
ditangani oleh Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Timtas
Tipikor). Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggarz diduga melakukan
tindak pidana korupsi dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan
{HGB) Nomor 26 dan 27 atas tanah Hotel Hilton yang dimiliki oleh PT
Indobuilco pada tahun 2002, Perpanjangan HGB atas tanah seluas 13,7
hektar tersebut dilakukan df fuar hak pengelolaan fahan (HPL) Nomor
-1/Gelora atas mama Sekretariat Negara e¢q Badan Pengelola Gelora
Senayan. Nilai jual obyek pajak di kawasan tersebut sekitar Rp 14,095
juta per meter persepl schingga kerugian negara diduga mencapai
Rpl,536 triliun. Kerugian itw timbul karepa HGB terbit dengan
menghilangkan Hak Pengelolaan (HPL) vang dipegang oleh Setneg.
Padahal, laban milik negara itu dikelola oleh Setneg melalu Badan
Pengelola (Gelanggang Olahrags Senayan (BPGS).

Saat itu AH Mazi masih berprofesi sebagai pengacara dan mejadi
kuasa hukum PT Indobuildeo, perusahaan pengelola Hotel Hilton, untuk
melakukan pengurusan perpanjangan HGB Hotel Hilton tersebut. Ali
Mazi diduga melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31/ 1999 vaug telah
diubah menjadi UU No. 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka tanggal 6 Februari 2007, Ali
Mazi belum dapat diperiksa oleh Timtas Tipikor, padahal tiga torsangka
lain Robert J. Lumampauw, Ronny Kusuma Judistiro, dan Pontjo

47 tudo Pos, Selasa 11 April 2008, hal 30
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Sutowo stidah terlebih dahulu diperiksa. Penyebab utama tertundanya
pemeriksdan tethadap fersangka Gubernur Ali Mazi inl, katena
menunggy it Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang

bersanghkutan,

Untuk memperbandingkan kedua kasus diatas, dapat ditihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 3.2. Perbandingan kasus Abdullah Puteh dan Al Mazi

Abdullah Puieh Ali Mazi
Jabatan Gubernur NAD Gubernur Sulawesi
Tenggara
Kasus Dupaan  korupsi  dalam | Dugaan  korupsi  dalam
pembelian helikopter MI.2 | proses perpanjanpan Hak
PLL Rostov Rusia Guna Bangunan {(HGB)
Nomor 25 dan 27 atas
tanah Hotel Hilton
Dugaan Kp. 10,8 milyar Rp. 1,936 triliun
Kerugian )
Negara
Institusi  Yang | KPK Timtas Tipikor
Menangani
Progedur Tidak periu ijin | Tertunda karena menunggu
Pemeriksaan pemetiksaan dari Presiden | turunnya {fin pemeriksaan
terhadap dari Presiden
Tetsangka

1y
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Dari kedua kasus diatas tergambar bagaitnana seseotang yang sama-
sama berstatus gubernur, mendapat perlakuan yang berbeda. Meskipun
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan perlakuan  khusus sebelum melakukan pemeriksaan
terhadap kepada daerah (gubernur), namun karena institusi yang
menangani kasus korupsinya berbeda, mengakibatkan perlakuan yang
berbeda juga terhadap keduanya. Sama-sama berstatus sebagai gubernur
kepala dacrah, jumiah kerugian negara bahkan lebih besar pada kasus Al
Mazi, namun karena kasus korupsinya ditangani oleh instansi yang
berbeda, Abdullgh Puteh dapat langsung diperiksa tanpa memertukan ijin
dari Presiden sedangkan pemeriksaan terbadap Ali Mazi harus
menunggy {fin dari Presiden.

Apabila hal diatas dikaitkan dengan prinsip persamaan kedudukan
didepan bukum, maka adanya ketentuan undang-undang yang mengatur
tentang ifin sebelum melgkukan pemeriksaan terhadap pejabat negata
tertentu memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi antara
warga negara dan pejabat negara tertentu, dan apabila dikaitkan dengan
Undang-undang KPK, maka perbedaan perlakuan juga terjadi diantara
pejabat-pejabat negara tertentu yang diduga terlibat tindak pidana
korupsi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan
didepan hukum (equality before the law) sebapaimana yang terkandung
dalam Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP maupun Instrumen
internasional. Menurut Andt Hamzah'®, sescorapg yang melakukan
tindak pidana yang same harus diperlakukan sama dan diadili dengan
sistem peradilan yang sama. Prinsip persamaan didepan hukum
mensyaratkan adanya jaminan perlakuan yang sama terhadap setiap
warga negara tanpa melthat status atau kedudukan seseorang. Menurut

"¢ Andi Hamzzh, has{l wawancars tanggal 06 Juni 2009
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Antonius Sujata'®, perlakuan sama didepan hukuin tanpa disktiminasi
mengandung arti bahwa setiap individu memiliki hak-bak dan kewajiban
yang sama ketika haros berhadapan dengan hubkum, tanpa ada perfakuan
khusus {forum previlegiatum) vang didasarkan pads status afau
kedudukan seseorang. Pendapat ini sejalan dengan pendapat PAF
Lamintang,'®® yaitu hukum acara pidana menganut asas perlakuan yang
sarna di depan hukun atau gelijkheld van ieder voor de wet.

Dalam artien, hukum acara tidak mengenai apa vang disebul dengan
“foruin previlegictum” atau perlakuan khusus bagi pelaku-pelaku
tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang sebagai
mempusiyai sifat-sifat vang lain dari sifat-sifat yang dimiliki rakyat pada
umumnya, misalkan karena jabatan yang dimiliki.

Pejabat Wegara yang akan diperiksa terkait tindak pidana korupsi
tidak ada bedanya dengan rakyal jelata yang menghadapi kasus pidana
biasa. Mereka bukanlah kelompok istimewa yang ketika berurusan
dengan hokum harus melslui proses vang rumit dan berbelit-belit
sehinpga sultt untuk disentuh. Justru sebaliknya, karena mereka adalah
wakil rakyat maka bila diduga melanggar hokum barus menjadi prioritas

untuk diperiksa, bukan justiu pemeriksaan tersebut dihalang-halangi
i

dengan memberikan persyaratan adanya izin pemeriksaan, '’

Konstitusi Negara Indonesia juga menepaskan dianutnya asas
equality before the law yang fercantum dalam pasal 27 ayat {1} UUD
1945 vang menyatakan bahwe semuz wargs Negara itu sama

¥ Antonius Sujata, Reformasi dalom Penegakan Hunum, (Jakarta: Djzmbalan, 2000), hal

1% pendapat PAF Laminiang datam bukunya KUHP dengan Permbahasan Secara Yuridis

Menurat Yurisprudensi dan Iimu Pengetahuan Hukum Pidana , Bandung Sinar Barw, 1984, hal,
31, sehagaimana dikutip dalam buke OC Kaligis, Pengawasan Terhadup Jaksa Selaku Pernypidik
Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantason Korupsi , Jakarta, PT. Alupind 2006,

1! Adnan Topan Husodo, Standar Ganda Pemberaniasan Kerupsi. Opid di Koran Temps,

17 Apdl 2006,
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kedudukannya dihadapan hukum. Selain itu, persamaan di depan hukum
juga ditegaskan dalam penjelasan umum KUHAP butir 3a!%2,

Hakim Agung Artidjo Alkostar juga berpendapat bahwa aturan
perizinan  yang melanggengkan budaya feodalisme scharusnya
dibapuskan. Menurutnya, asas eguafity before the law bagi siapa saja
entah pejabat atau rakyat harus diterapkan dalam proses penegakkan
twkum karena adanya pembedaan perlakuan terhadap pejabat itu
merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan pada rakyat yang dianggap
berbeda kelas dengan pejabat. Oleh karena itu perlu adanya pencabutan

hukum vang korup karena merupakan penghambat pemberantasan
kmm. i52

Dalam hal-hal tertentu diskriminasi tidak salah, misalnya prioritas
yang diberikan kepada mobil Presiden atau pejabat negara saat melintas
dijalan raya. Hal ini diperlukan mengingat tugas-tugas Presiden atau
pelabat negara yang padat dan membutuhkan kelepatan waktu, sehingga
tidak lucu apabila Presiden atau pejabat negara hamus terlambat
menghadiri suatu acara penting karena moebilnya terjebak macet.

Namun ketika pejsbat negara harus berhadapan dengan proses
hukum, maka dia memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dan harus
tetap tuaduk tanpa diskriminasi, dia harus tetap diperlakukan sama
dengan warga negara yang lain. Persamaan Keduduken didepan Hukum

(Bguality before the low) mengandung dua tuntutan terhadap jaminan
penegakan terhadap:

52 penjelasan Umutn RUHAP butir 3a:

Petlakuan yang suma alas dirt seliap orang di muka kukwm dengan tidak mengadaken penbedaan
perlakuan,

1 Notulensi diskus{ dengan Hakim Agung Artidjo Alkostar di ICW, 23 Mei 2007 dan

Ringkasan Disertasi Dokior Hmu Hukmn Semarang dengan judul “Korelasi Korupsi Politik
dengan Huknm den Pemerintshan di Negara Moderen-Telaah tentang Prakiek Korupsi Politik dan
Pettatggulmganiya”, 2007, scbagaimana dikutip dalam Laporan Akhir Penelitian Komisl Hukutn

Nasional Republik Indonesia (KHN RI), Penyederhanaan Prosedur Penanganan Kasus Korupsi,
Jakarta 2007.

Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, MMYQ@H&ES lndonesla



58

i) pemberian perlindungan yang sama didepan hukum (egual

protection on the law) dan

2) pemberian perlakuan yang sarma adilnya menurut hukum {(egual

fustice under the law)*™

Asas atau prinsip egualify before the flaw inl menunjukkan
bagaimana pentingnya atan pengakuan terhadap perlakuan yang sama
atau bersamaan kedudukasnys dimmuka hukum dalam setiap proses
peradilan pidana. Setiap orang, saksi, fersangka atau terdakwa
mempunyai kedudukan:

- sama atau sederajat dihadapan hukum (equal before the law),
- mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukom {equaf
protection on the law),
- mendspat perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum (egual
Justice under the law)™>,
Prinsip Persamaan Kedudukan dihadapan Hukum  diakei dan
diatur dalam Undang-undang Dlasar 1945, schagaimana dalam ketentuan

pasal 27 ayat {1) UUD 1945 vang menyatakan bahwa

“Segala warga negara bersamman kedudukannya didalem hukum
dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya”

Ketentuan ini mengisyarakatkas suatu prinsip hukum yang sangat
fundamental, yaitu persamasn kedudukan dalam hukum atau dikenal

4 Ahmad Kamil dan M. Pawzan, Keidoh-Kaidah Hiderm Yurisprudensi, (Jakaria:
Keneana, 2004}, hal 21

55 it hial. 36
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dengan istlilah Equality Before the Law'™®, yang tnenurut Blacks Law
Dicttonary’ adaloh

“Egquality Before the Law . the status or condition of heing treated
Jairly according to regulorly established norms of justice.”

Pengakuan atas prinsip tersebut dipertegas dalam  perubahan
{armandemen) kedua UUD 1945 yang disahkan tangpal 18 Agustus 2000,
pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 1 ayat (2).

Ketentuan pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas penpakuan, jaminan perlindungan dan
kepastian hukum vang adil serta perlakuan yanp sama dibadapan
hukum™

Sedangkan pasal 28 1 ayat (2)menyatakan bahwa:

“Setlap orang bechak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakvuan yang bersifat diskriminatif”

Apabila kita bandingkan dengan konstitusi RIS maupun Undang-undang
Dasar Sementara (UUDS) 1950, maka prinsip persamaan kedudukan
dalam hukum jugs diskui dan atur dalam kedua konstitusi tersebut,

Dalam pasal 7 ayat (2) Konstitusi RIS dan UUDS 1950, disebutkan
bahwa:

“Sepala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang
sama oleh undang-undang”

158 Mien Rakmind, op. cit, hal 63
Y7 Garer, Bryan A, B, Black's Law Dictionary, Sevetith Bdition, (St Paul, Mimy: West

Group, 1999) hial 557
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Penerapan prinsip persamaan kedudukan dikadapan hukum yatip distur
dalam UUD 1945 juga dapat dilihat dalam beberaps perundang-
undangan, antars kain:

- UU Nomwor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentusn Pokok
Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 5 menyebutkan babwa
pengadilan mengadili menurut hukom dengan tidak membeda-
bedakan orang.

- Undang-undang Nomor § Tahuu 1981 tentang KUHAP, dalam
bagian menimbang huruf a yang imenyatakan bahwa Negara
Republik Indonesia adalzh negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi
hak asasi manusiz serts menjamin segala wargs negara
bersamaan  keduduksmnya didalam hukem  dan  wajib
menjunjung tingpi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya. Hal ini kembali dipertergas pada penjelasan umum
butir 3 huruf a, yang menyatakan bahwa asas-asas yang mengatur
tentang perlindungan terhadap keluhuran serfa mariabat manusia
antara laiu adalgh perlskuan yang sama atas seflap orang
dimuka hukwm dengan tldak mengadakan pembedaan
perlakuan,

- Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dalam pasal 3 ayat (2} dischutkan balrwa setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakaan hukum ysng
adil serta mendapat kepastlan hokum dan perlakoan yang
sama didepan hukum.

Pengaturan tentang prinsip persamaan kedudukan di depau hukum
ataw Eguality before the Law, juga terdapat dalam Universai
Declaration of Human Right tahun 1948, dimans dalam pasal 6
disebutkan bahwa
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“Everyone has the right to recognition everyWhere as a person
before the law”

dalam pasal 7 juga ditegaskan antara lain:

“All ore equal before the law and are entitled withow any

discrimination to equal protection of law... ...”

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan suatu klausul non diskriminasi
vang mencakup tiga aspek, yailm persamaan dimuka hukum,
perlindungan hukum yang sama dan pertindungan dari diskeiminasi*™®.

Selain pada Universal Declaration of Huwman Right 1948,

pengakuan atas prinsip equality before the law juga dicantumkan
dalam ternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
tahun 1966, dimana dalam pasal 16 disebutkan bahwa:

"Everyone has the right i recognifion everywhere as a person
before the law”

dalam pasal 17 ayat (2) juga ditegaskan bahwa:

“Everyone has the right fo the protection of the law against such

interference or attacks”
Kemudian dalam pasal 26 antara lain disebutkan bahwa:

“All person are equal before the law....."

Jadi dengan diakuinya prinsip persamaan kedudukan dihadapan
hukum atau eguality before the law dalam dokumen internasional
maupun nasional menimbulkan konsekwensi adanya jaminan bahwa
setiap warga negara mempunyai status sama didepan hukum dan wajib
menjunjung hukum tanpa ada kecualinya. Prinsip ini mengharuskan

% neter Bughy, of. @, od., Instrumen Iuernasional Pokok Hak-Hak Asasi Manustz,

{lakadda: Yavasan Obor, 20013, hal, 200
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negara untuk tidak memperiakukan orang dengan tidak adil, baik dalam
proses peradilan maupun pemerintahan.

Setiap warga nepara yang diduga terlibat tindak pidana apapun,
baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka wajib diperlakukan sama,
tanpa melihat status ekonomi, kedudukan maupun jabatan seseorang.
Ketentuan tentang adanya ijin sebelum melakukan pemeriksaan
terhadap pejabat negara tertentu telah memberikan perlakuan khusus
terhadap pejabat-pejabat negara tertentu sehingga menimbulkan
diskriminasi terhadap sesama warga negara dihadapan hukum sehingga
bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan
yang lain. Namun disisi lain ketentuan ini disimpangi dengaﬁ
diberlakukannya Undang-undang tentang KPK, sehingpa kembali
menimbulkan diskriminasi perlakuan diantara pejabat negara yang
tnempunyai kedudukan yang sama.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Komisi Hukum Nasional
Republik Indonesia yang berpendapat bahwa, ketentuan ijin untuk
memeriksa pejabat Negara telah jelas bertentangan dengan azas
Equality Before The Law yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD
1945, Bahkan pada tahun 2007, Komisi Hukum Nasional Republik
Indonesia berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan telah
mengajukan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

untuk menghapuskan ketentuan ijin untuk memeriksa pejabat Negara.'™

19 | aporan Akhir Penelitian Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI),
Penyederhanaan Prosedur Penanganan Kasus Korupsi, Jakarta 2007.

Pertentangan Pasal..., Ronald Ferdinand Worotikan, #‘I’UF%B%EES Indonesla



BABIV

IMPLIKASI PROSEDUR LJIN MEMERIKSA PEJABAT NEGARA

TERTENTU TERHADAP JALANNYA PROSES PENYIDIKAN TINDAK

1.

PIDANA KORUPS! DI INDONESIA SERTA PROSES PEMERIKSAAN
PEJABAT NEGARA DI AMERIKA SERIKAT.

Mekanisme Pengajuan Hin Pemeriksaan bagl Pejabat Negara
Korupsi yang melibatkan pejabat negara tidak hanya terjadi di tingkat
pusat saja, melainkan juga terjadi ditingkat kabupatenswalikota dan propinsi.
Dari data penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agang'
dan Kepolisian, maka perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara
tertentu sebagian beéar melibatkan Bupati/Walikota, Gubernur dan Anggots
DPRD.

Untuk itu penulis memfokuskan penelitian pada mekanisme pengajuan
ijin pemerikszan terhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif yang akan
diuraikan dibawah ini;

Bupati/ Walikota/Gubernur dan Anggota MPR/DPR/DPD
Dalam Undang-undang Nomwor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintghan Daerah, pasal 36 ayat {1} disebutkan bahwa tindakan
penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/ataun wakil
kepala deerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari
Presiden atas permintaan penyidik. Sedangkan dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam pasal 106 disebutkan bahwa
Angpgota MPR, DPR dan DPD yang diduga melakukan tindak pidana
maka pemanggilan (termasuk pemanggilan sebagai saksi),
_ permintaan  keterangan (pemetiksaan) dan penyidikan harus
mendapat persetujuan tertulis secara langsung dati Presiden (tanpa
hak substitusi).
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Ketentuan terhadap kepala dan/atau wakil kepala daerah lebik
luas dari ketentuan terhadap pejabat-pefabat negara yang lalt, karena
dalam undang-undang inl disebutkan tindakan penyelidikan dan
penyidikan, yang berarti sefuruh tindakan vang merupaken baglan
dari penyelidikan dan penyidikan, yang meliputi anfara lain
pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, penangkapan,
penahanan dan tindakan lain yang termasuk dalam lingkup tindakan
venvelidikan dan penyidikan,

Mekanisme pengajuan {jin pemeriksazn ferhadap kepala daerah
dan anggota MPR/DPR/DIPD adalah sebagai berikut'™

Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan  terhadap
walikota/bupati mengajukan permohonan ijin petmeriksaan terbadap
yang bersangkutan kepada Presiden sccara berjenjang, yaitu dari
Kepala Keisksaan Negeri (Kajari)/Kepala Polres (Kapolres)
disampaitkan kepada Kepals Kejaksaan Tinggi (Kajatiy/Eepala
Kepolisian Daerab  (Kapolda) agar diteruskan kepada Jaksa
Agung/Kapolri untuk dibuatkan surat permohonan ijin pemeriksaan
kepada Presiden. Sebehun diajukan permohoran ijin oleh Jaksa
Agung atau Kapolri, dilakukan gelar perkara atas kasus dugaan
korupst tersebut untuk memastikan keterlibatan peiabat tersebut dan
memang perlu dilakukan pemeriksaan techadap yang bersangkutan.
Sedangken untuk pubgrnur mekanisme pangajuan ijin pada dasamya
sama dengan walikota/bupati, namun permohonan ijin pemeriksaan
tidak perlu melalul Kajari atau Kapolres, karena pada umoemnya
perkara korupsi yang melibatkan pubernur langsung ditangani oleh
Kajati atau Kapolda Untuk kasus yang melibatkan angpota

"¢ M.S. Apaberiha Sembiring Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Mude Tindak Pidana
Khusus Kejakssan Agung R, hasil wawancars dengan tanggal 02 Joli 2009 dan Komisaris Besar
Polisi Suyanto, Penyidik Utama Direktorat N Tipikor dan WCC Badan Reserse Kriminal Mabes
Polri tanggal G2 Juli 2009, serfa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Aguny Nomor: SE-002/1A75/1999
tentang Pedomaen Tindakan Kepolisizn terhudsp Pimpinan/Anggota MPR, DPR, DERD 1 dan

DPRD H tnggsl 24 Mel 199% pedomen sl Jups  diborlakuken  tethadap
Bupati/Walikota/Gubemur
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MPR/DPR/DPD sebagian besar ditangani langsung oleh Kejaksaan
Agung atau Mabes Polri, sehingga permohonan #Hin pemeriksaan
langsung diajukan oleh Jaksa Agung/Kapolti.

Surat permohonan diajukan kepada Presiden, melalui Menteri
Sekretaris Kabinet untuk diteliti atau dikaji dari segi kelengkapan
administrasi yang meliputi;

- Resume perkara (kasus posici singkat)

- Status darl yang dimintakan ijin (sebagai saksi atau tersangka)

- Kejelasan tindakan yang dimintakan ijin, apakah untuk
tindakan pemeriksaan, penahanan atau penangkapan'®*

Apabila permohonan tersebut sudah memenuhd syarat administrasi,

maka dibuatkan kongep surat pemberian ijin Presiden untuk

ditandatangani oleh Presiden. Tetapi apabila pertnohonan tersebut

dinflai korang lengkap (tidak memenuhi kelengkapan adminitrasi),

maka permohonan  tersebut  dikembalikan  kepada  Jakea

Agung/Kapoli untuk dilengleapi'®®,

Apabila permohonan tjin telah disetujui atau ditandatangani
oleh Presiden, maka surat tersebut dikirim kepada Jsksa
Agung/Kapolri melalus Menterd Sekretaris Kabiner. Kemudian oleh
Jaksa Agung/Kapolri dikirim kepada kepada penyidik secara
berjenjang melalni  KajatvKapolda untuk diteruskan  kepada
Kajari/Kapolres.

Anggota Propinsi (DPRD 1)
Mekanisme pengajuan permohonan ijin pemeriksaan terhadap
anggota DPRD  Propinsi pada dasarnya sama  dengan
bupatifwalikota/gubernur. Surat permohonan tersebut digjukan secara
berjenjang  dari  KajarVKapolres sampai  dengan  Jaksa

"1 Widiarto, Tiyes., Jiin Pemeriksaen Bagi Pejabat Negara Tertentu Dalam Penyidikan
Tindak Pidana Korupsi op.cit.hal, 122

2 hid
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Agung/Kapolri, namun unfuk atggota DPRD I permohonar ijin dari
Jaksa Agung/Kapoli diajukan kepada Menier Dalam Negeri, dan
apabila permohonan tersebut disefujui, maka surat tersebut dikirim
kepada Jaksa Agung/¥apolri untuk selanjutnya secara berjenjang
diteruskan kepada KajariKapokes

Anggota DPRD I {DPRD Kabupaten/Kotamadya)

Mekanisme pengajuan permchonan ijin pemeriksaan terhadap
anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya pada dasamvya juga sams
dengan DPRU propinsi, Surat permohonan tersebut diajukan secara
berjenjang dari Kajari/Kapolres kepada Kajati/Kapolda untuk
diajukan kepada gubernur, mengingat ijin pemeriksaan terhadap
pimpinan/anggota DPRD tingkat 1 diajukan kepada gubernur.
Apabila permohonan tersebut disetujui, maka surat tersebut dikirim
kepada Kajati/Kapolda untuk diteruskan kepada Kajari/Kapolres .

2. Kendals-kendala yang dihadilpl Penyldik dalam Pengajuan Ijin
Pemeriksaan bagi Pejabat Negara
2.1 Jangka Waktu Keluarnya Ijin

Pada sub bab terdahulu telah divraikan tentang mekanisme
pengajuan ijiﬁ pemeriksaan kepala daerah dan anggota DPRD. Dari
uraian diatas tergambar bshwa pengajuan ijin pemerksaan harus
melalui proses yang panjang, terutama apabila ijin pemeriksaan tersebut
digjukan oleh penyidik pada kejsksaan negeri (kejari) ateu kepolisian
resort (polres). Masalah waktu merupakan kendala dalam mengajukan
ijin pemeriksaan kepada Presiden. Iiin pemeriksaan yang diajukan oleh
Kapoiri sampai ditandatangani oleh Presiden membutubkan waktu vang
cukup lama tanpa ada patokan aten limitasi waktu yang jelas, bisa satu
bulan, dua bulan atau lebib.
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Sebapai pambatan, akan disajikan dalam beberapa contoh kasus
korupsi yang diajukan permchonan ijin pemeriksaan oleh Mabes Polri

kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeti periode Januari sampai
dengan Juli tahun 2009 pada tabel dibawah ini*®:

Tabel 4.1. Daftar Nama Anggota MPR/DPR/DPRD/Gubernur /Bupati dan
Walikola ljin Pemeriksa ke Presiden R dan Menleri Dalam Negeri Periode bulan

Januari s/d Juli 2009.
Nama | Jabatan Status Tanggal Tanggal
N Permohonan/Surat Keluarnya
o
] ljin/No.
Kapolri
Srt.
1. | MS | Bupati TSK* R/334/1/2009 Belum
Tobasa Keluar
Tgl.30-1-2009
{Seskab)
(Penyidik Polda SUMUT)
2. | ME | Bupati TSK R/335/1/2009 Belum
Seluma ' Keluar
Tgl.30-1-2009
- (Seskab)
(Penyidik Polda Bengkulu)
3. | RS Walikota TSK R/336/1/2009 Belum
Pematang Keluar
_ Tgl.30-1-2009
Siantar
. (Seskab)
(Penyidik Polda SUMUT)

19 Sumber data: Kepala Bagian Produk Biro Analisic Badan Reserse Kriminal
(BARESKRIM) POLRI, “Daflat Nama Anppota MPR/DPR/DPRD/Gubernur /Bupat dan
Walikota yang Dimohonkan Ijin Pemeriksa ke Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri”, dalam

tabel inl penulis menggunakan nama singkatan/inisial bagl pejabat-pejabat tersebut, mengingat
asas praduga Hdak bersalah.
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4. | TT Bupati Kep. | Saksi R/414/802009 Belutn
A, Keluar
Tel. 11-2-2009
(Penyidik Polda Malulery | C°K20)
5. | AW | Anppota Saksi R/415/11/2009 Belum
DPRD Tk-I Keluar
Tgl.11-2-2009
Provinsi
» (Mendagri)
Lan-lpung (Pﬁnyld.lk Polda Lampung)
6. [JB Angpota TSK R/609/11/2009 Sudah
dan | DPRD Tk-1| dan Keluar
Tgl.20-2—2009
= kR Saksi X.161.12/
G | Penyidik Polda SUMUT) | 0
47/5j,
Utara
Tgl.3-3-
2009
(Mendagri)
7. | Drs. | Bupati TSK R/903/111/2009 Sudah
SW Sukabumi Keluar
Tel.17-3-2009
-~ R-
(Penyidik Polda JABAR)
20/Pres/0
4/2009
Tgl.8-4-
2009
(Seskab)
8. | IGW | Bupati TSK R/905/111/2009 Belum
Jembrana Keluar
Tgl.17-3-2009
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(Penyidik Polda BALT) | (Seskab)
9. { Dr. | Bupati TSK R/906/111/2009 Belum
HIC, | Tolikara el 17-3-2009 Keluar
MBA s )
{Penyidik Polda Papus) (Seskat)
100 Drs. | Anggota TSK R/AAO8AI2000 Sudah
AK, 1DPRRI B 32000 Keluar
M. S
(Penyidik Polda JABAR) hathia
0472009
Tglg-4-
2009
{Mendagri)
11 Dr. | Anggota TSK R/999/111/2005 Sudah
MH {(DPREKI Keluar
Tgl 17-3-2009
{Penyidik Polda N
BANTER) /0472009
Tgl8-4-
2009
{(Mendagri)
12] TK, | Anggota TSK R/A1718/VL/2009 Belum
SE DPRD  Tk-I Keluar
o Tgl 17-3-2009
Provinsi Mendagti
JATENG (Penyidik Polda JATENG) (Mendagri
13.| S8 Wakil Ketua| TSK R/1728/V1/2009 Belum
DPFRD Keluyar
o Tgl.17-3-2009
Provinsi .
(Mendagr)
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JAmbi (Penyidik Polda JTAMB]D
1414 | Anggota TSK R/1729/V1/2009 Belum
DPRD Tkl Keluar
Tgl.23-6-2009
Provinsi ‘
i (Mendagri)
BANTEN {Penyidik Polda BANTEN)
15, Drs. | Anggota TSK R/1730/VE/2009 Belum
HS., [ DPRD Tk Keluar
o Tgl23-6-2009
Provinsi
b, {Mendagri)
SUMUT (Penyidik Polda SUMUT)
16, RK, | Wakil Bupati | TSK RA731/VI2009 Belum
SE. | Buol Keluar
Tgl.23-6-2009
Sulawesi
e {Seskaby}
Tengah, {Penyidik Polda
SULTENG)
171 AL, | Wakil Bupati | TSK R/1732/V1/2003 Belum
SH. | Buton Keluar
- Tgl.23-6-2009
Sulawesi
" (Seskab)
Tenggara (Penyidik Polda SULTRA)

*T8K = Tersangka

Sumber dala: Kepala Baglan Produk Biro Apalisis Badan Reserse Kriminal
(BARBSKRIM) POLRI

Dari tabel diatas, kita dapat melihat bahwa jangka wakiu
keluarnya ijin dari pejabat yang berwenang membutubkan waktu
yang cukup lama tanpa limitasi wakfu yang jelas, ada ijin vang
diajukan lebih awal, tapi keluarnya ijin lebih lambat dati ijin vang
digivkan belakangan atau ecebaliknyas ada ijin yang diajukan
belakangan malsh kefuarnya lebih cepat dari permohonan ijin yang
digjukan lebih awal, .nzisainya pada ijin pemeriksaan MS, Bupati
Tobasa Provinsi Sumatera Utara dan ME, Bupati Seluma Provinsi
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Bengkuly yang sama-sama diajukan pada tanggal 30 Sanuari 2009
hingga detik ini, belum mendapat persetujuan dati Presiden melahui
Sekretaris Kabinet {SESKAB), namun ijin pemeriksaan Drs.
ARKMH dan Dr. MH selaku anggota DPR RI yang sama-sama
diajukan permohonan {jinnya pada tanggal 13 Maret 2009 sudah
disetujui oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 April 2009,

Sementara Indonesian Corruption Watch (ICW) menjelaskan
dafiar anggota Dewan yang terkendala izin dalam kasus korupsi

periode tshun 2006-2008 schagal Saksi atau Tersampgka sebagai
berikut:'**

Tabel 4.2, DaRar Anpgola Dewan yang terkendals izin dalam kasus korupsi
periode tahun 2006-2008 sehagal Saksi atas Tersangka

Nama {Jabatan Kasus Korupsi Peyidik

8  [Anggota DPRR], - Mark Up Polda Metro Jaya
mantan Sekjen Dephut | pengadaan 2
helikopter di
Departemen
Kehutanan dan
perkebunan

- Penggelapan dana
klaim asuransi

Helikopter Bell-412
M [Anggota DPRR], DPRD Kabupaten | Polwil Madiun
mantan Bupati Ponorogo
Ponorogo
S§ |Anggota DPRR], DPRD Ksbupaten [ Polwil Madiun
mantan Ponorogo e
Wiakil Ketua DPRD
Kabupaten Ponorogo

igumber data: Sumber : hith:/antikorupst org/indo/contentviews 1376475/
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4, 45 |Anggots DPRD Dugaan suap dadd | Kejati Banten
atiggot | Pandeglang Bupat! Pandeplang
a
DBRD
Pande
glang
5. 45 | Anggota DPRD Dana proyek Jaring |Polda Jawa Barat
anggot | Kabupaten Garut Asmara (Jasmara)
a dari Pos Bantuan
DPRD Sosial APBD Garut
Kabugp tahun 2007 sehesar
aten Rp 76 miltar
Garut
&, Y [Ketus DPRD Maowiju [Pencairan kredit di [ Kejati Sulawest
Utara Bank Sulawesi Selatan
Selatan
7. HA [Ketva DPRD Dugaan korupsi dana [Kejati Kaltim
dkk (6 | Kalimanotan Timur operasional dewan
orang)
8. JT |mantan ketua DPRD | Korupsi dang DPRD | Polds Papua
Jayawijaya yang saat | Jayawijaya 1999-
ini menjabat Bupati 2004
Tolikara
g, 11 |anggota DPRDNTB  |korupsi APBD NTB |Kejati NTB
anggot 2001, 2002, 2003 dan
- dana tak tersangka
DPRID
NTB
10. | A'S, |Anggota DPRD Kota  |dugaan korupsi di ~ |Kejari Malang
AP |Malang DPRD Kota Malang
dan tahun 2004
AF
I, B |anggota DPRD Dumai |proyek pengadaan air | Kejari Dumat
bersih (PAB) Dumai |Riau
12, | F, SE japggota DPRD proyek pengadaan air {Kejari Dumai
Kabupaten Siak bersih (PAR) Dumai |Riau
Sumber data ttpd
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2.2, Bixokrasi Yang Rumit

Selain masalah jangka waktu keluarnya ijin yang tidak jelas atau
tanpa ada fimitasi waktu yang pasti, kendala lain yang dihadapi
penyidik tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara adalah
masalah birokrasi yang panjang dan “berteletele”'®. ljin yang diajukan
oleh Jaksan Agung atau Kapolri hanya dapat dilakukan untuk satu
tindakan kepolisian dan tidak bisa “satu paket” untuk seluruh tindakan
penyidikan vang meliputi pemeriksaan, pesangkapan, ataupun
penzhanan, Miselnya untuk pejabat X dimintakan ijin untuk melakukan
pemeriksaan saja, ternyata setelsh dilakukan pemeriksaan terhadap
yang bersangkutan penyidik perfu melakukan tindakan penghanan,
maka penyidik harus kembali mengajukan permchonan ijin penahanan
tethadap pejabat tersebut kepada pejabat yang berwenang, sehinpga
penyidik tidak dapat segera mclakukan penahanan kepada pejabat
tersebut, karena harus menunggu terlebih dahulu keluarnya ijin
penahanan dari pejabat yang berwenang.

Selain itu permohonan jjin yang diajukan oleh penyidik, harus
dengan jelas menyebutkan status pejabat yang akan diperiksa, apakah
sebagai saksi atau tersangka. Saat fjin pemeriksaan diajukan untuk
pejabat dengan status sebagal saksi disetujut oleh pejabat berwenang,
maeka pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan
Namun ketika dilakuken pemeriksaan, ternyata posisi pejabat fersebut
berubah menjadi tersangka, maka untuk melakukan pemeriksaan
terhadap pejabat tersebut, penyidik haros kembali meminta ijin terlebih
dabuly kepada pejabat yang berwenang, karena ijin pertama yang
diberikan hanyalah {jin pemeriksaan terhadap pejabat tersebut dengan
status sebagai saksi'™.

"% Hasil wawancara dengan Komigaris Besar Polisi Suyanto, op. i,

1% Rombes Polisi Suyanto, op, oit
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3. Pengaroh prosedor ijin pemeriksaan bagl pejabat-pejabat negara
tertentu terhadap jalannys penyldikan tindsk pldana karupsi

Sebagaimana diuratkan diatas bahwa jangka waktu keluamya #in yang
diajukan oleh penyidik dari pejabat yang berwenang membutuhkan waktu
yang cukup lama tanpa patokan atau tenggang waktu yang jelas. Hal ini
akan mempengaruhi jalannya penyidikan yang dilakuken oleh penyidik,
terutama penyidik vang ada ada didaerah (kabupaten/kotamadya/propinsi),
karena dia harus mengajukan permochonan ijin kepada pejabat yang
berwenang memberikan ifin secara berjenjang sampai kepada Jaksa Agung
atau Kapolri, untuk dimintakan ijin kepada pejabat yang berwenang
memberikan jin {Presiden atau Mendagri).

Melihat begitu panjang alurnya perijingn sebagaimana yang telah
dijelaskan pada mekanisme pengajuan ijin pemeriksaan dan rumitnya
permohonat ijin pemeriksaan karena hanya dapat dimintakan untuk satu
tindakan kepolisian sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab terdahuly,
maka penyidiken terhadap pejabat yang dimintakan ifin juga harus
menungge furunnys ijin dari pejabat yang berwenang. Sebagai contoh , ijin
perneriksaan yang diajukan oleh RAPOLRI kepada Presiden dan Menteri
Dalam Negeri periode bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2009 adalah
sejumiah 17 ijin dan baru dikeluarkan sebanyak 4 ijin pemeriksaan'®’. Hal
ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Komisaris Besar Polisi
Suyanto babwa permohonan #in pemeriksaan yang disetujui baik oleh
Presiden maupun Mendagri hanya sebesar 15%-20% saja dari seluruh

permohonan yang diajukan,

Sampai saat ini belum pernah ada ijin pemeriksaan yang diajukan oleh
Jaksa Agung atav Kapolri ditolak secara formal oleh Presiden atau Menteri
Dalatm Negeri. Bentuk penolakan terhadap permohonan ijin pemeriksaan

‘7 Sumber dale; Kepala Bapian Produk Biro Analisis Badan Reserse Kriminal
(BARESKRIM) POLRI, “Daftar Nama Anggols MPR/DPR/DPRD/Gubernur /Bupati dan
Walikota yang Dimohonkan Hin Peueriksa ke Presiden BI dan Mentexi Dalan Negeri”, op.cit

1% Wawancara dengan Kombes Pol. Suyanto, op.oit
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yang dilakukan Presiden dilakukan denpan tidak mengeluarkan surat ijin
pemeriksaan. Sampai saat ini Presiden tidak petnah secara formal
mengeluarkan surat yang berisi penolakan atas permohonan ifin pemetiksaan
terhadap pejabat-pejabat negara tertentu yang diajukan oleh Jakss Agung
atau Kapolri. Bentuk penolakan terhadap ijin pemeriksaan yang diajukan
oleh kedua instansi tersebut diwujudkan dengan fidak dikeleackannys surat
ijin dari pejabat yang berwenang.

Namon khusus terhadap kepala daerah, pemeriksaan tethadap yang
bersangkutan dapat terus dilakukan tabpa menunggu ijin dari Presiden,
apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh} hari terhitung sejak tanggal
diterirma surat permohonan, Presiden tidak juga memberikan jawaban yang
berisi persetujuat ataupun penolakan gntuk dilakukan pemeriksaan terhadap
pejabat tersebut. Menurut pasal 36 ayat (2) UU Nomor 32 tehun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap dapat dilakukan, apabila
ijin pemeriksaan tersebut tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Tidak
dikeluarkannya ijin pemeriksaan terhadap kepala daerah oleh Presiden,
hanya mengubur wakiu untuk memeriksa yang bersangkutan, tapi tidak
menghentikan proses penyidikan ferhadap vang bemsangkutan Berkaifan
dengan hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat
Edaran (SEMA)} Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Ljin Penyidikan
Terhadap Kepala DaeralvWakil Kepala Daerah dan Anpgots DPRD.
Berdasarkan SEMA ini, maka apabila ijin tidak dikeluarkan dalam waktu 60
(enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan ijin oleh Presiden, Menteri
Dalam Negeri atau Gubernur, maka persetujuan ijin tersebut menjadi tidak
relevan lagi sehingpa penyelidikan dan penyvidikan terhadap kepala dacrah
tetap dapat dilakukan,.

Namun untuk pejabat negars vang lain {selain kepals daersh) ijin
pemeriksaan dari pejabat yang berwenang memberikan ifin merupakan hal
yatp menentukan untuk dapat tidaknya dilakuken pemeriksaan terhadap
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pejabat yang bersangkutan. Tertundantys petberiatt {jin dati pejabat yang
berwenang mengakibatkan fertundanya juga pemetiksaan tethadap yang
bersangkutan, sehingga pada akhirnya penyelesaian tethadap kasus dugaan
korupsi yang melibatkan pejabat tersebut juga tertunda.

Apabila tetap dilakukan pemeriksaan maka penyidikan terhadap yang
bersangkutan tidsk sah, karena tidak metnenuhi syarat formal vang
ditetapkan undanp-undang, babwa pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat
negata terfentu harus atas persetujuan atau ifin dari pejabat vang berwenang.

Berdasarkan pendapat Priedman'®, dalam sebuah sistem hukum
terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi, yaitu struktur
(structure), substansi (substance) dan budaya bukum (epal cultwre).
Struktur hukum terdiri dari unsur-ungur jumlah dan ukeran pengadilan,
yorisdiksinya (yaitu jenis kasus vang diperiksa dan bagsimana setta
mengapa), serta cara banding dari suatu pengadilan kepengadilan lainnya.
Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada
dalam sistern #u atau substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh
orang yang berada didalam gistem hukum itu, keputusan vyang tereka
keluarkan, aturan baru yang mereka sugun, sedangkan budaya hukum adalah
sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai,
pemikiran serta harapannya. Singkatnya Budays hukum adslah suasans
pikiran sosial dan kekuatan sosial vang menentukan bagaimana hukum
digunekan, dihindari atau disalahgunskan. Cara lain untuk menggambarkan
ketiga unsur bukum tersebut adalah dengan mengibaratkan struktur sebagai
mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan atau hasil dari kerfa mesin
tersebut sedangkan budeya hukum adalah apa atau siapa yang memuiuskan
untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan
hagaimana mesin tersebut di 17

19 | awrence M. Priedian, American Low An introduction, 2 Bdition (Hukum Amerika:

Schuah Pengantar, Peteremah: Wissn Basukdy, Tatanusa, Jakarts, bal 6-8

% thid, hal, 8
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Apabila kita terapkan pendapat Friedman diatas, maka adanya
ketentuan undang-undang yang mensyaratkan perlunya prosedur ijin
schelum  melakukan  pemeriksaan terhadap  pejabat  negara  ferfestu
merupakan komponen substansi yang mempengaruhi terhadap bekerjanya
gsistern hukum Ketentuan ini juga merupakan salsh satu faktor yang
mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Produk hukum yang dihasilkan
oleh Pemerintah dan DPR ini, mengakibatkan jalannya penyidikan kasus
korupsi menjadi terhambat dan berjalan dengan “lambat” atau bahkan
“mandek”, schingga berpengaruh terhadap bekerjanya sisiem hukum dan
efektifitas penegakan hukum. Adanya kefentuan tersebul menyebabkan
sistern hulum bekerja dengan lambat dan penegakan hukum berjalan kurang
efektif.

Menurut Mardjono Reksodiputro'™, sistem peradilan pidana adalah
suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulapgi masalah
kejahatan dan sistern ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari
fapuran maupun keluhan  masyarakat yang menjadi korban  dapat
diselesaikan dengan diajukannys pelaku kejahatan kesidang pengadilan dap
diputoskan bersalah serta mendapat pidana. Adanya ketentuen undang-
undang yang mensyarakatkan prosedur ijin sebelum melakukan pemeriksaan
pejabat negara tertentu menyebabkan jalannya pemeriksaan terbadap yang
bersanghkutan menjadi tertunda sehingga menghambat proses penyelesaian
kasus korupsi tersebut.

Meskipun sampai saat ini tidak ada {jin pemeriksaan yang diajukan
pleh penyidik secara tegas ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan
ijin, namun dengan tidak segera dikelvarkannya fjin yang diajukan oleh
penyidik mengakibatkan penyidikan terhadap perkara korupsi tersebut juga
menjadi terhambat atau babkan tnandek, yang pada akhirnya mengakibatkan
kasus korupsi tersebut tidak dapat segera diselesaikan dengan diajukannya

Y Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Pettegak Hulomn
Melawan Keahatan), dalam Hok Asasi Momusia Datam Sistem Peradifon Pidans, Kumpulan

Karangan Boka Keliga (Jakarta: Pusat Pelayanen Keadilan dan Pengabdisa Hukum Usbversitas
indonesia, 1994), hal 84
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pelaku tindak pidana korupsi ke sidang pengadilan untuk diadili dan apabita
terbukt diputuskan bersalah serta mendapat pidana Dengan tidak dapat
diajukannya pelaku ke persidangan, maka masyarakat sebagai korban dari
tindak pidana korupsi ini akan menilai bahwa sistem peradilan pidana ini
diangpap kurang berhasil, karena harapan masyarakat adalab agar pelaku
tindak pidana korupsi segera diadili dan apabila terbukti bersalah mendapat
pidana,

. Pemerlksaan pejabat negara vang terlibat dalam tindak pidana di
Ameriks Serlkat.

Di Amerika Serikal, proses penanganan tindak pidana korupsi tidaklah
menemul hambatan yang berarti seperti halnya di Indonesia, khususnya
dalarn ha! pemeriksaan pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana
korupsi baik itu dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai saksi atau
sebagai tersanpka Tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan serta penuntutan perkara pidana di Amerika Serikat terletak pada
badan eksckutil pemerintah. Semua jzksa federal merupakan bagian dari
Departemen Kehakiman Amerika Serikat beserta beberapa petugas penyidik
dari FBI {Federal Buremu of Investigation), DBA (Drug Enforcement
Administration) dan ATFE (Bureau of dlcokol, Tobaccoo, Firearms, and
Explosives) serta USMS {(United States Marshals Services) yang semuanya
dipekerjakan oleh Departeren Kehakiman'’® Para jaksa federal (Jaksa
Amerika Serikat/United States Attorneys) dan asisten jaksa Amerika Serikat
{Assistant United States Aftorney} serta petugas penyelidik ditempatkan di
seluruh Amerika Serikat,

Departermen Kehakiman dipimpin oleh seorang Jaksa Agung (Attorney
General) yang ditumink oleh Presiden dan dikukuhkan oleh senat dan
merupakan anpgota kabinet presiden. Jaksa Agung merupakan pimpinan
petugas penegak hukum di Amerika Serikat dan mengawasi selurub jaksa
federal dan petugas penyelidik vang dipckerjakan oleh Departemen

172 Critme Prosecution In Atterica (United States Department OF Justice: page 4}
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Kehakiman, termasuk yang betada dibawah FBI dan DEA, Jaksa Agung
dibantu oleh sejumiah pejabat yang jupa difunjuk oleh Presiden.

Dalam sistetm hukutn adversarial (pertentangan) Amerika Serikat, peran
para hakim dalam penyidikan pelanggaran kriminal memang dibatasi, Tidak
ada hakim penyidik, dan para hakim terutama berfungsi untuk memutuskan
masalah-magalah hukum dan secara efektif menjalankan sistem pengadilan.
Namur tindakan-tindakan tertentu selarma suatu penyidikan kejahatan dapat
dilaksanakan hanya berdasarkan wewenang seoranp hakim. Hanya hakim
yang diperbolehkan untuk menerbitkan surat perintah penggeledahan dan
penyitaan barang bukti, surat perintah penangkapan dan penahanan, serta
surat perintah untuk merekam pembicaraan telepon.

Hanya hakim juga yang diperbolehkan mengambil tindakan untuk
memaksakan suatu pemanggilan (memerintahkan seorang saksi untuk
mermberikan kesaksian atau menghasilkan barang bukti).'” Apabila seorang
jaksa atau petugas kepolisian ingin melakukan suatu tindakan yudisial, maka
ia harus mengajukan permohonan ke pengadilan dan menyampaikan fakta
atau bukti dalam bentuk surat pernyataan dibawah sumpah (Avidafif) dan
presentasi lisan, yang secara hukum mencukupi untuk mendukung tindakan
vang dimohonkan. Apabila hakim menentukan bahwa terdapat dasar faktnal
yang cukup, ia akan menerbitkan surat yang dimohonkan sehingga akan
tercapal suatu “pembukiian yang tanpa ragu-ragu” (bevond reasonable
doub?) terhadap kesalahan tersangka.

Berdasarkan prosedur yang berlaku di Amerika Serikat, ljin Presiden,
Menteri atau Gubernur untuk memeriksa pejabat negara dalam perkara
pidana tidsk diperlukan, namun dalam prakteknya petugas penegak hukum
dalam melakukan tindakan yudisial (pemanggilan saksi/tersangka,
penanpkapan, penghanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti) tidak
dapat sewenanpg-wenang begitu saja, melainkan hars  mengajukan
pernohonan kepada Hakim dalam bentuk pernyataan dibawah sumpah,

P raid halaoes 3.
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untuk kemudian hakim berdasarkan fakia dan bukti-bukt! yanp tercantum
dalam permohonan tersebut memutuskan untuk diterbitkan atau tidaknya
permohonan yang diajukan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang
telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa
ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlunya ijin sebelum
melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu sebaiknya
tidak perlu dipertahankan lagi untuk masa yang akan datang, dengan
pertimbangan:

1. Ketentuan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan didepan
hukum (equality before the law) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945 dan ketentuan perundang-undangan lain. Prinsip ini mengharuskan
negara untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya,
baik dalam proses peradilan maupun pemerintahan. Setiap warga negara
yang diduga terlibat tindak pidana apapun, baik sebagai saksi ataupun
sebagai tersangka wajib diperlakukan sama, tanpa melihat status ekonomi,
kedudukan maupun jabafan seseorang. Namun ketentuan tentang adanya
ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tertentu
telah memberikan perlakuan khusus terhadap pejabat-pejabat negara
tertentu sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap sesama warga
negara dihadapan hukum dan bertentangan dengan konstitusi dan
peraturan perundangan-undangan yang lain.

2. Prosedur ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara
juga tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana.
Seseorang yang didupa terlibat tindak pidana harus segera mendapat
pemetiksaan guna memberikan kepastian hukum terhadap status yang
bersangkutan, agar tidak berlarut-larut dan menpganggu konsentrasi
serta tugas-tugas dati pejabat nepara yang bersangkutan. Selain itu agar
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kasus tersebut dapat segera disidangkat gutia tnetperoleh kepastian
hukum, apakah terdakwa bersalah atau tidak.

3. Adanya ketentuan tentang prosedur ijin pemeriksaan menghambat
jalannya penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat-
pejabat negara tertentu. Tenggang waktu keluarnya ijin pemeriksaan
yang diajukan oleh penyidik satnpai dengan ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang membutuhkan waktu yang cukup lama tanpa ada
patokan atau limitasi waktu yang jelas, bisa satu bulan, dua bulan atau
lebih. Lamanya tenggang waktu keluarnya ijin berpengaruh terhadap
jalannya penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, karena ijin
pemeriksaan merupakan hal yang menentukan untuk dapat tidaknya
dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang bersangkutan.
Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara, juga
mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya datam
perkara yang yang sama, sehingga penyidikannya turut menjadi lamban
dan terkesan macet.

4. Berdasarkan prosedur yang berlaku di Amerika Serikat, Ijin Presiden,
Menteri atau Gubernur untuk memeriksa pejabat negara dalam perkara
pidana tidak diperlukan, namun dalam prakteknya petugas penegak
hukum  dalam melakukan tindakan  yudisial (pemanggilan
saksi/tersangka, penangkapan, pemahanan, pengpeledahan, penyitaan
barang bukti) tidak dapat sewcnang-weﬁang begitu saja, melainkan harus
mengajukan permohonan kepada Hakim dalam bentuk pernyataan
dibawah sumpah (4vidafit), untuk kernudian hakim berdasarkan fakta
dan bukti-bukti yang tercantutn dalam permohonan tersebut memutuskan
untuk diterbitkan atau tidakfiya permohonan yang diajukan.
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B. Saran
Dari uraian kesimpualan diatas, disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan iiin dari penyidik untuk memeriksa pejabat negara yang
terlibat dalam tindak pidana korupsi harus diserabkan kepada hakim
Selanjuinya hakim setelah mempertimbangken permohonan #fin dari penyidik
yang dilengkapi dengan uraian tindak pidana yang dilakukan dan alat bukti
vang ada, memutuskan diterima atau tidakaya ijin tersebut. Hal ini perlu
dilakukan untuk menciplakan obyektifitas dalam mengeluarkan  ijin
pemeriksaan, karena apabila ijin pemeriksaan tersebut masih dikeluarkan oleh
Presiden, Mendagri dan Guberpur yang mempunyai kekuatan politik maka
tidak tertutup kemungkinan bahwa ifjin tersebut tidak diketuarkan karena
alasan yang bersifat subyektif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai politis;

2. Dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara
yang berperan dalam memberikan keputusan yang penting bagi hajat hidup
orang banvak, kiranya perlu dipertimbangkan uniuk tidak dilakukan
penahanan RUTAN (Rumah Tahan Negara) atau setidsk-tidaknys sampai
pejabat penggantivya ditunjuk. Schingga proses administrasi pemerintahan
tidak terhambat; dan kepentingan umum tidak terpanggu.
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